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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 
TAHUN 1990

TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN 

EKOSISTEMNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 
a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang 

mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah 
karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan 
dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi 
kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat 
manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;  

b. bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional 
yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;  

c. bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada 
dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan 
saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu 
unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;  

d. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati 
dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan 
langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati 
dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan 
keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri;  

e. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku 
merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial yang bersifat 
parsial, sehingga perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan hukum dan kepentingan nasional;  

f. bahwa peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang 
ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai 
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;  

g. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu 
menetapkan ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya dalam suatu undang-undang.  



Buku Kumpulan Peraturan2

Mengingat : 
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823); 

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 
1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);  

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3368); 

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran 
Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3299). 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSERVASI 
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan: 

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang 
terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya 
alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di 
sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.  

2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber 
daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana 
untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap 
memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan 
nilainya. 
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3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal 
balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang 
saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.  

4. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang 
hidup di darat maupun di air. 

5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di 
darat, dan atau di air, dan atau di udara. 

6. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau 
dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya. 

7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di 
air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang 
hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. 

8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup 
dan berkembang secara alami.  

9. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik 
di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 
kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 
ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga 
kehidupan. 

10. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya 
mempunyai kekhasan tunbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau 
ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya 
berlangsung secara alami. 

11. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri 
khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang 
untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap 
habitatnya.  

12. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, 
ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi 
yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi 
kepentingan penelitian dan pendidikan.  

13. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas 
tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai 
fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan 
secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.  

14. Taman nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai 
ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan 
untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang 
budidaya, pariwisata, dan rekreasi.  
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15. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan 
koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli 
dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, 
ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, 
pariwisata dan rekreasi.  

16. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama 
dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Penjelasan Pasal 1 Angka 1, Angka 2, Angka 3, Angka 4, Angka 5, Angka 6 
Cukup Jelas.

Penjelasan Pasal 1 Angka 7 
Ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi 
termasuk di dalam pengertian satwa.

Penjelasan Pasal 1 Angka 8, Angka 9, Angka 10, Angka 11, Angka 12, Angka 
13, Angka 14, Angka 15, Angka 16 
Cukup Jelas.

Pasal 2
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan 
pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Penjelasan Pasal 2 
Pada dasarnya semua sumber daya alam termasuk sumber daya alam hayati 
harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia 
sesuai dengan kemampuan dan fungsinya. Namun, pemanfaatannya 
harus sedemikian rupa sesuai dengan Undang-undang ini sehingga dapat 
berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa depan.

Pemanfaatan dan pelestarian seperti tersebut di atas harus dilaksanakan 
secara serasi dan seimbang sebagai perwujudan dari asas konservasi 
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 3
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan 
mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta 
keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. 
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Penjelasan Pasal 3 
Sumber daya alam hayati merupakan unsur ekosistem yang dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu 
kehidupan manusia. Namun, keseimbangan ekosistem harus tetap terjamin.

Pasal 4
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan 
tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. 

Penjelasan Pasal 4 
Mengingat pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu 
kehidupan manusia, maka masyarakat juga mempunyai kewajiban dan 
tanggung jawab dalam kegiatan konservasi.

Pasal 5
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui 
kegiatan: 

a. perlindungan sistem penyangga kehidupan; 
b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya; 
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. 

Penjelasan Pasal 5 
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui 
tiga kegiatan:

Penjelasan Pasal 5 Huruf a 
Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan adalah merupakan suatu 
sistem yang terdiri dari proses yang berkait satu dengan lainnya dan saling 
mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar 
manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak diduga yang akan 
mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka 
proses ekologis yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi. 

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dan 
tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, 
tepian sungai, danau, dan jurang, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, 
perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan 
terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, dan lain-lain.  
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Penjelasan Pasal 5  Huruf b
Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa beserta 
Ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati 
dan non hayati (baik fisik maupun non fisik).

Semua unsur ini sangat berkait dan pengaruh mempengaruhi. Punahnya 
salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lain. Usaha dan 
tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi 
penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar 
masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap 
untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia.

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam 
kawasan (konservasi in-situ) ataupun di luar kawasan (konservasi ex-situ).

Penjelasan Pasal 5  Huruf c
Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 
Usaha pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya pada hakikatnya merupakan usaha pengendalian/pembatasan 
dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga 
pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus menerus pada masa 
mendatang.  

BAB II 
PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN

Pasal 6
Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai 
unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan 
makhluk. 

Penjelasan Pasal 6 
Unsur hayati adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, 
satwa, dan jasad renik. Unsur non hayati terdiri dari sinar matahari, air, 
udara, dan tanah.

Hubungan antara unsur hayati dan non hayati harus berlangsung dalam 
keadaan seimbang sebagai suatu sistem penyangga kehidupan dan karena 
itu perlu dilindungi.
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Pasal 7
Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya 
proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. 

Penjelasan Pasal 7 
Cukup Jelas.

Pasal 8
(1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 

Pemerintah menetapkan: 
a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem 

penyangga kehidupan; 
b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem 

penyangga kehidupan; 
c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah pelindungan sistem 

penyangga kehidupan.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) 
Perlindungan sistem penyangga kehidupan dilaksanakan dengan cara 
menetapkan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan. Guna 
pengaturannya Pemerintah menetapkan pola dasar pembinaan pemanfaatan 
wilayah tersebut sehingga fungsi perlindungan dan pelestariannya tetap 
terjamin.

Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi antara lain 
hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah pantai, bagian 
tertentu dari zona ekomoni eksklusif Indonesia, daerah pasang surut, jurang, 
dan areal berpolusi berat.

Pemanfaatan areal atau wilayah tersebut tetap pada subyek yang diberi 
hak, tetapi pemanfaatan itu harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan 
Pemerintah.

Dalam menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyangga 
kehidupan, perlu diadakan penelitian dan inventarisasi, baik terhadap wilayah 
yang sudah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan.
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Penjelasan Pasal 8 Ayat (2) 
Dalam Peraturan Pemerintah ini perlu diperhatikan kepentingan yang serasi 
antara kepentingan pemegang hak dengan kepentingan perlindungan sistem 
penyangga kehidupan.

Pasal 9
(1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan 

dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga 
kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga 
kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan 
penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak 
pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan 
sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. 

(3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan hak pengusahaan di perairan adalah hak yang 
diberikan oleh Pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya alam yang 
ada di perairan, baik yang bersifat ekstratif maupun non ekstratif, bukan hak 
penguasaan atas wilayah perairan tersebut.

Yang dimaksud dengan perairan adalah perairan Indonesia yang meliputi 
perairan pedalaman (sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya), 
laut wilayah Indonesia, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Penjelasan Pasal 9 Ayat (2)
Cukup Jelas.

Penjelasan Pasal 9 Ayat (3)
Termasuk dalam pengertian penertiban terhadap penggunaan dan 
pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan meliputi pencabutan 
hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan yang pelaksanaannya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal penertiban tersebut berupa pencabutan hak atas tanah, maka 
kepada pemegang hak diberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 10 
Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara 
alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya 
diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

Penjelasan Pasal 10 
Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan karena 
bencana alam seperti longsor, erosi, kebakaran dan gempa bumi, atau 
karena pemanfaatannya yang tidak tepat serta oleh sebab-sebab lainnya 
perlu segera direhabilitasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Rehabilitasi ini perlu mengikutsertakan masyarakat, khususnya mereka yang 
berhak di atas wilayah tersebut.

BAB III 
PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA 

BESERTA EKOSISTEMNYA 

Pasal 11 
Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, 
dilaksanakan melalui kegiatan: 

a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta 
ekosistemnya; 

b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. 

Penjelasan Pasal 11 
Yang dimaksud dengan pengawetan di sini adalah usaha untuk menjaga 
agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya 
tidak punah. Pengawetan di luar kawasan meliputi pengaturan mengenai 
pembatasan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan 
satwa sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 Undang-
undang ini. 

Pengaturan di luar kawasan berupa pengawetan jenis (species) tumbuhan 
dan satwa.

Pengawetan di dalam kawasan dilakukan dalam bentuk kawasan suaka alam 
dan zona inti taman nasional.

Pasal 12 
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Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, 
dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap 
dalam keadaan asli.

Penjelasan Pasal 12 
Upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa berupa 
kawasan suaka alam yang karena fungsi pokoknya adalah pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, maka 
keutuhan dan keaslian dari kawasan suaka alam tersebut perlu dijaga dari 
gangguan agar prosesnya berjalan secara alami.

Pasal 13 
(1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di 

luar kawasan suaka alam. 
(2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka 

alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis 
tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di 
habitatnya. 

(3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam 
dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan 
dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan. 

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) 
Cukup Jelas.

BAB IV KAWASAN SUAKA ALAM 
Pasal 14 

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari: 
a. cagar alam; 
b. suaka margasatwa. 

Penjelasan Pasal 14 
Cukup Jelas.

Pasal 15 
Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan 
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, 
juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
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Penjelasan Pasal 15 
Cukup Jelas.

Pasal 16 
(1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah 

sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa 
beserta ekosistemnya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan 
pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan 
penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah 
penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) 
Pengelolaan kawasan suaka alam merupakan kewajiban Pemerintah 
sebagai konsekuensi penguasaan oleh negara atas sumber daya alam 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945. 
 
Penjelasan Pasal 16 Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan daerah penyangga adalah wilayah yang berada di 
luar kawasan suaka alam, baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara 
bebas maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu 
menjaga keutuhan kawasan suaka alam.  

Pengelolaan atas daerah penyangga tetap berada di tangan yang berhak, 
sedangkan cara-cara pengelolaan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.  

Pasal 17 
(1) Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan 

penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan 
kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. 

(2) Di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk 
kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang 
budidaya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) 
Fungsi penunjang budidaya dapat dilaksanakan dalam bentuk penggunaan 
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plasma nutfah yang terdapat dalam cagar alam yang bersangkutan untuk 
keperluan pemuliaan jenis dan penangkaran. Plasma nutfah adalah unsur-
unsur gen yang menentukan sifat kebakaan suatu jenis. 

Penjelasan Pasal 17 Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan wisata terbatas adalah suatu kegiatan untuk 
mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam di suaka margasatwa 
dengan persyaratan tertentu. 

Penjelasan Pasal 17 Ayat (3) 
Cukup jelas.

Pasal 18 
(1) Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, khususnya dalam 

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka 
alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar 
biosfer. 

(2) Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu 
lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 18 Ayat (1)  
Adanya cagar biosfer dimaksudkan sebagai tempat penelitian, ilmu 
pengetahuan, dan pendidikan, serta mengamati dan mengevaluasi 
perubahan-perubahan yang terjadi pada kawasan yang bersangkutan.  

Dengan ditentukannya suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu 
lainnya sebagai cagar biosfer, maka kawasan yang bersangkutan menjadi 
bagian daripada jaringan konservasi internasional.

Namun, kewenangan penentuan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan dan 
pendidikan, serta mengamati dan mengevaluasi perubahan-perubahan di 
dalam cagar biosfer sepenuhnya berada di tangan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (2) 
Cukup jelas.

Pasal 19 
(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan 

perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. 
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk 
kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka 
margasatwa. 

(3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi 
dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan 
satwa lain yang tidak asli. 

Penjelasan Pasal 19  Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah 
melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, 
perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukkan jenis-jenis 
bukan asli. 

Penjelasan Pasal 19 Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan pembinaan habitat satwa adalah kegiatan yang 
dilakukan di dalam kawasan dengan tujuan agar satwa dapat hidup dan 
berkembang secara alami. Contoh kegiatan tersebut antara lain pembuatan 
padang rumput untuk makanan satwa, pembuatan fasilitas air minum dan 
sebagainya. 

Penjelasan Pasal 19 Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan jenis tumbuhan dan satwa yang tidak asli adalah 
jenis tumbuhan dan jenis satwa yang tidak pernah terdapat di dalam 
kawasan.

BAB V 
PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA 

Pasal 20 
(1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis: 

a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi; 
b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. 

(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) digolongkan dalam: 

a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; 
b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
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Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) 
Dalam rangka mengawetkan jenis, maka ditetapkan jenis-jenis tumbuhan 
dan satwa yang dilindungi. 

Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi 
species tumbuhan dan satwa agar jenis tumbuhan dan satwa tersebut tidak 
mengalami kepunahan. 

Penetapan ini dapat diubah sewaktu-waktu tergantung dari tingkat 
keperluannya yang ditentukan oleh tingkat bahaya kepunahan yang 
mengancam jenis bersangkutan.
 
Penjelasan Pasal 20 Ayat (2) 
Jenis tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan meliputi jenis 
tumbuhan dan satwa yang dalam keadaan bahaya nyaris punah dan menuju 
kepunahan. Tumbuhan dan satwa yang endemik adalah tumbuhan dan 
satwa yang terbatas penyebarannya, sedangkan jenis yang terancam punah 
adalah karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat 
perkembangbiakan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat 
maupun ekosistemnya. 
   
Jenis tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang dalam arti populasinya 
kecil atau jarang sehingga pembiakannya sangat sulit.  
   
Penjelasan Pasal 20 Ayat (3) 
Cukup jelas.

Pasal 21 
(1) Setiap orang dilarang untuk : 

a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, 
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan 
yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan 
hidup atau mati; 

b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-
bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu 
tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar 
Indonesia. 

(2) Setiap orang dilarang untuk : 
a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, 

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa 
yang dilindungi dalam keadaan hidup; 
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b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan 
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan 
mati; 

c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di 
Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 

d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, 
atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-
barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau 
mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat 
lain di dalam atau di luar Indonesia; 

e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, 
menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang 
dillindungi. 

Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) 
Cukup jelas.
   
Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) 
Cukup jelas.

Pasal 22 
(1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu 
pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa 
yang bersangkutan. 

(2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa 
kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah. 

(3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh 
satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena 
suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan 
manusia. 

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa adalah 
suatu upaya penyelamatan yang harus dilakukan apabila dalam keadaan 
tertentu tumbuhan dan satwa terancam hidupnya bila tetap berada di 
habitatnya dalam bentuk pengembangbiakan dan pengobatan, baik di dalam 
maupun di luar negeri. 
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Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan 
satwa kepada pihak lain di luar negeri adalah untuk keperluan tukar menukar 
antar lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan 
satwa dan hadiah Pemerintah. 
   
Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) 
Membahayakan di sini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia 
melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap 
ketentraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan 
atau tanaman atau hasil pertanian.  
   
Penjelasan Pasal 22 Ayat (4) 
Dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain diatur cara-cara mengatasi 
bahaya, cara melakukan penangkapan hidup-hidup, penggiringan dan 
pemindahan satwa yang bersangkutan, sedangkan pemusnahan hanya 
dilaksanakan kalau cara lain ternyata tidak memberi hasil efektif.

Pasal 23 
(1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa 

liar dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. 
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan apabila diperlukan adalah untuk koleksi tumbuhan 
dan satwa untuk kebun binatang, taman safari dan untuk pemuliaan jenis 
tumbuhan dan satwa. 

Pemasukan jenis tumbuhan dan satwa liar ke dalam wilayah Republik 
Indonesia perlu diatur untuk mencegah terjadinya polusi genetik dan 
menjaga kemantapan ekosistem yang ada, guna pemanfaatan optimal bagi 
bangsa Indonesia.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (2) 
Cukup jelas.

Pasal 24 
(1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas 
untuk negara. 
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(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya 
yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau 
diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang 
konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah 
tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik 
dimusnahkan. 

Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan dirampas untuk negara adalah bahwa di samping 
dirampas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga 
memberikan kewenangan kepada pejabat yang ditetapkan oleh Pemerintah 
untuk menguasai dan menyelamatkan tumbuhan dan satwa sebelum proses 
pengadilan dilaksanakan. 
   
Penjelasan Pasal 24 Ayat (2) 
Tumbuhan dan satwa yang dilindungi harus dipertahankan agar tetap 
berada di habitatnya. Oleh karena itu, tumbuhan dan satwa yang dirampas 
harus dikembalikan ke habitatnya. Kalau tidak mungkin dikembalikan ke 
habitatnya karena dinilai tidak dapat beradaptasi dengan habitatnya dan 
atau untuk dijadikan barang bukti di pengadilan, maka tumbuhan dan satwa 
tersebut diserahkan atau dititipkan kepada lembaga yang bergerak di bidang 
konservasi tumbuhan dan satwa. 

Apabila keadaan sudah tidak memungkinkan karena rusak, cacat dan tidak 
memungkinkan hidup, lebih baik dimusnahkan.

Lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa lembaga pemerintah 
dan lembaga non pemerintah, misalnya kebun binatang, kebun botani, 
museum biologi, herbarium, taman safari dan sebagainya yang ditunjuk dan 
ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 25 
(1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat 

dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh 
lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu. 

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) 
Lihat penjelasan Pasal 24 ayat (2)  
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Penjelasan Pasal 25 Ayat (2) 
Cukup jelas.

BAB VI 
PEMANFAATAN SECARA LESTARI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN 

EKOSISTEMNYA 

Pasal 26 
Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
dilakukan melalui kegiatan: 

a. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam; 
b. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. 

Penjelasan Pasal 26 
Yang dimaksud dengan kondisi lingkungan adalah potensi kawasan berupa 
ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis tumbuhan dan 
satwa, dan peninggalan budaya yang berada dalam kawasan tersebut.

Pasal 27 
Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan 
dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. 

Penjelasan Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28 
Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan 
memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman 
jenis tumbuhan dan satwa liar. 

Penjelasan Pasal 28
Cukup Jelas.

BAB VII 
KAWASAN PELESTARIAN ALAM 

Pasal 29 
(1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

angka 13 terdiri dari: 
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a. taman nasional; 
b. taman hutan raya; 
c. taman wisata alam. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai 
kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan 
dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) 
Wilayah taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam meliputi 
areal daratan dan perairan. 

Pasal 29 Ayat (2) 
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (2)

Pasal 30 
Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem 
penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 
satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya. 

Penjelasan Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31 
(1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata 

alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata 
alam. 

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan 
tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan. 

Penjelasan Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2) 
Cukup jelas.

Pasal 32 
Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari 
zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan. 



Buku Kumpulan Peraturan20

Penjelasan Pasal 32 
Yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian kawasan taman nasional 
yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun 
oleh aktivitas manusia. 

Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan 
taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.

Yang dimaksud dengan zona lain adalah zona di luar kedua zona tersebut 
karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona 
rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi dan sebagainya.

Pasal 33 
(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan 

perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. 
(2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi 
dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan 
dan satwa lain yang tidak asli. 

(3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan 
fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman 
hutan raya, dan taman wisata alam. 

Penjelasan Pasal 33 Ayat (1) 
Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1) 

Penjelasan Pasal 33 Ayat (2), Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Pasal 34 
(1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata 

alam dilaksanakan oleh Pemerintah. 
(2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, 

dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan 
berdasarkan rencana pengelolaan. 

(3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat 
memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman 
nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut 
sertakan rakyat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Penjelasan Pasal 34 Ayat (1) 
Pada dasarnya pengelolaan kawasan pelestarian alam merupakan kewajiban 
dari Pemerintah sebagai konsekuensi penguasaan oleh negara atas sumber 
daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
1945. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan atas zona pemanfaatan 
taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, Pemerintah 
dapat memberikan hak pengusahaan kepada koperasi, Badan Usaha Milik 
Negara, perusahaan swasta, dan perorangan.

Penjelasan Pasal 34 Ayat (2) 
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 34 Ayat (3) 
Pengertian mengikutsertakan rakyat di sini adalah memberi kesempatan 
kepada rakyat sekitarnya untuk ikut berperan dalam usaha di kawasan 
tersebut. 

Penjelasan Pasal 34 Ayat (4) 
Cukup jelas.

Pasal 35 
Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau 
memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, 
Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup 
taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau 
seluruhnya untuk selama waktu tertentu.

Penjelasan Pasal 35 
Yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan 
adalah keadaan dan situasi yang terjadi di kawasan pelestarian alam karena 
bencana alam (gunung meletus, keluar gas beracun, bahaya kebakaran), 
dan kerusakan akibat pemanfaatan terus menerus yang dapat 
membahayakan pengunjung atau kehidupan tumbuhan dan satwa.

 
BAB VIII 

PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR 

Pasal 36 
(1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan 

dalam bentuk: 
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a. pengkajian, penelitian dan pengembangan; 
b. penangkaran; 
c. perburuan; 
d. perdagangan; 
e. peragaan; 
f. pertukaran; 
g. budidaya tanaman obat-obatan; 
h. pemeliharaan untuk kesenangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 36 Ayat (1) 
Dalam pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar harus dilakukan dengan 
tetap menjaga keseimbangan populasi dengan habitatnya. 

Penjelasan Pasal 36 Ayat (2) 
Cukup jelas.

BAB IX 
PERAN SERTA RAKYAT 

Pasal 37 
(1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui 
berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. 

(2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar 
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan 
rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) 
Peran serta rakyat dapat berupa perorangan dan kelompok masyarakat baik 
yang terorganisasi maupun tidak. Agar rakyat dapat berperan secara aktif 
dalam kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, 
maka melalui kegiatan penyuluhan, Pemerintah perlu mengarahkan dan 
menggerakkan rakyat dengan mengikutsertakan kelompok-kelompok 
masyarakat. 
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Penjelasan Pasal 37 Ayat (2) 
Dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi di 
kalangan rakyat, maka perlu ditanamkan pengertian dan motivasi tentang 
konservasi sejak dini melalui jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah. 

Penjelasan Pasal 37 Ayat (3) 
Cukup jelas.

BAB X
PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN 

Pasal 38 
(1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di 
bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) 
Selain Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang 
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya kepada Pemerintah 
Daerah, juga Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah 
Daerah Tingkat I untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai 
tugas pembantuan. 

Penjelasan Pasal 38 Ayat (2) 
Cukup jelas.

BAB XI 
PENYIDIKAN 

Pasal 39 
(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi 
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya. 
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(2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 
tentang Perikanan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk: 
a. melakukan pemeriksanaan atas laporan atau keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi 
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 

b. melakukan pemeriksaaan terhadap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya; 

c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam 
kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; 

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti 
tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya; 

e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi 
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 

f. membuat dan menandatangani berita acara; 
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti 

tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Penjelasan Pasal 39 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) 
Cukup Jelas.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40 
(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 
33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 
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(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat 
(2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 

(3)  Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 
33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 

(4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat 
(2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah). 

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran. 

Penjelasan Pasal 40 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) 
Cukup Jelas

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 41 
Hutan suaka alam dan taman wisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum 
berlakunya Undang-undang ini dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan 
suaka alam dan taman wisata alam berdasarkan Undang-undang ini. 

Penjelasan Pasal 41 
Berdasarkan Ordonansi Perlindungan Alam Tahun 1941 Stbl. 1941 Nomor 
167 (Natuurbeschermingsordonnantie 1941 Staatsblad 1941 Nummer 167) 
dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kehutanan telah ditetapkan hutan suaka alam dan taman wisata. 
Dengan ditetapkannya undang-undang ini, maka hutan suaka alam dan 
taman wisata dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam dan 
taman wisata alam.
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Pasal 42 
Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di 
bidang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya yang telah ada 
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku 
sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan 
undang-undang ini. 

Penjelasan Pasal 42 
Cukup Jelas.

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 43 
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka: 

1. Ordonansi Perburuan (Jachtordonnantie 1931 Staatsblad 1931 
Nummer 133); 

2. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar 
(Dierenbeschermingsordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 
134); 

3. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (Jachtoddonnantie Java en 
Madoera 1940 Staatsblad 1939 Nummer 733); 

4. Ordonansi Perlindungan Alam (Natuurbeschermingsordonnantie 1941 
Staatsblad 1941 Nummer 167);  

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Penjelasan Pasal 43 
Cukup Jelas.

Pasal 44 
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Konservasi Hayati. 

Penjelasan Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

Penjelasan Pasal 45 
Cukup Jelas.

 
Disahkan di Jakarta 

Pada tanggal 10 Agustus 1990 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 
S O E H A R T O 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 10 Agustus 1990 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA        
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd   
MOERDIONO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1990 NOMOR 49 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan 
ttd
Bambang Kesowo, S.H.,LL.M. 
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PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN 
EKOSISTEMNYA

I. UMUM
Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa 
sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di 
udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala 
bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, 
dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan 
masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada 
umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, dan 
keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara 
manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya. 
Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan 
bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai 
pengamalan Pancasila. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam 
hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing- 
masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai 
unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. 
Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta 
peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak 
dari tiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat 
menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian 
alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan 
tumbuhan dan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang 
berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut 
dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur 
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian 
besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan 
pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat 
secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati 
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dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah 
serta masyarakat. Peran serta rakyat akan diarahkan dan digerakkan oleh 
Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk 
itu, Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi 
masyarakat dalam rangka sadar konservasi.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

1. menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem 
penyangga kehidupan bagi 

2. kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia 
(perlindungan sistem penyangga kehidupan);

3. menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan 
tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, 
ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan 
kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati 
bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);

4. mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati 
sehingga terjamin kelestariannya. 

Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang 
bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta 
belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun 
di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan 
penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

Mengingat negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, maka 
pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya 
perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin 
kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut.

Dewasa ini kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan 
yang mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
yang bersifat nasional belum ada.Peraturan perundang-undangan warisan 
pemerintah kolonial yang beranekaragam coraknya, sudah tidak sesuai lagi 
dengan tingkat perkembangan hukum dan kebutuhan bangsa Indonesia.
Perubahan-perubahan yang menyangkut aspek-aspek pemerintahan, 
perkembangan kependudukan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan keberhasilan 
pembangunan pada saat ini menghendaki peraturan perundang-undangan di 
bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat 
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nasional sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Upaya pemanfaatan 
secara lestari sebagai salah satu aspek konservasi sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya, belum sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan; demikian pula pengelolaan kawasan pelestarian alam dalam 
bentuk taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang 
menyatukan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan 
pemanfaatan secara lestari.

Peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang ada kaitannya 
dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seperti 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok 
Kehutanan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan 
Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan 
Undangundang Nomor 1 Tahun 1988, dan Undang-undang Nomor 9 
Tahun 1985 tentang Perikanan belum mengatur secara lengkap dan belum 
sepenuhnya dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk pengaturan 
lebih lanjut.

Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar 
hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, 
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 
ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan 
masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dan 
mencakup semua segi di bidang konservasi sumber daya alam hayati 
dan ekosistemnya, sedangkan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1999

TENTANG
KEHUTANAN

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN 
SEUSAI UU NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN 

PERATURAN PEMERINTAH PEGGANTI UU NOMOR 1 
TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN  

MENJADI UU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: 
a. bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha 

Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan 
kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat 
serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, 
dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun 
generasi mendatang;

b. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga 
kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun 
kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan 
secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus 
dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta 
bertanggung-gugat;

c. bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan 
mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta 
masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang 
berdasarkan pada norma hukum nasional;

d. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 
Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan 
pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga 
perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan undang-undang tentang 
Kehutanan yang baru.
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Mengingat: 
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan 

Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber 
Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan 
Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3501);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan 
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara 
terpadu.
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2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak 
dapat dipisahkan.

3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau 
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 
sebagai hutan tetap.

4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak 
dibebani hak atas tanah.

5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak 
atas tanah.

6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah 
masyarakat hukum adat.

7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan.

8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur 
tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air 
laut, dan memelihara kesuburan tanah.

9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, 
yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman 
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, 
yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang 
juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.

11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas 
tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem 
penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan 
dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya.

12. Taman buru adalah kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat 
wisata berburu.

13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, 
serta jasa yang berasal dari hutan.

14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
15. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab 

di bidang kehutanan.

Penjelasan Pasal 1 
Cukup jelas. 
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Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2
Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, 
keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Penjelasan Pasal 2
Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan 
agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan 
keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta 
ekonomi.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan, 
dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan 
peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai 
dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh 
rakyat.

Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin 
pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, 
oligopoli, dan oligopsoni. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan 
kebersamaan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan 
menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan 
saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan 
BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan 
usaha kecil, menengah, dan koperasi.
Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar 
setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat 
dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar 
setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan 
memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Pasal 3
Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran 
yang proporsional;
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b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, 
fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat 
lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;

c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan 

keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan 
berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan 
sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan 
eksternal; dan

e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Penguasaan Hutan

Pasal 4
(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan 
dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan 
atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum 
antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-
perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak 
masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan 
diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional.

Penjelasan Pasal 4 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” 
adalah semua benda hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 13.

Hasil hutan tersebut dapat berupa:
a. hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-

rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain, 
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serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-
tumbuhan di dalam hutan;

b. hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil 
penangkarannya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta 
bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya;

c. benda-benda nonhayati yang secara ekologis merupakan satu 
kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, 
antara lain berupa sumber air, udara bersih, dan lain-lain yang tidak 
termasuk benda-benda tambang;

d. jasa yang diperoleh dari hutan antara lain berupa jasa wisata, jasa 
keindahan dan keunikan, jasa perburuan, dan lain-lain;

e. hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan-
bahan mentah yang berasal dari hutan, yang merupakan produksi 
primer antara lain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, dan 
pulp.

Benda-benda tambang yang berada di hutan juga dikuasai oleh negara, 
tetapi tidak diatur dalam undang-undang ini, namun pemanfaatannya 
mengikuti peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan undang-
undang ini.

Pengertian “dikuasai” bukan berarti “dimiliki”, melainkan suatu pengertian 
yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang wewenang dalam 
bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) 
Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang menyangkut hal-hal 
yang bersifat sangat penting, strategis, serta berdampak nasional dan 
internasional, dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf a 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Huruf b
Yang dimaksud dengan wilayah tertentu adalah wilayah bukan kawasan 
hutan, yang dapat berupa hutan atau bukan hutan.

Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf c 
Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 4 Ayat (3)  
Cukup jelas. 

BAB II
STATUS DAN FUNGSI HUTAN

Pasal 5
(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

a. hutan negara, dan
b. hutan hak.

(2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat 
berupa hutan adat.

(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut 
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada 
dan diakui keberadaannya.

(4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat 
kembali kepada Pemerintah.

Penjelasan Pasal 5 Ayat (1)
Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan 
pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap). 
Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan 
pertuanan, atau sebutan lainnya.

Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam 
pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai 
oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan 
yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 
dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak 
meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya 
masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan 
pengelolaan hutan.

Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan 
desa disebut hutan desa.

Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan 
masyarakat disebut hutan kemasyarakatan.
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Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut 
hutan rakyat.

Penjelasan Pasal 5 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Pasal 6
(1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:

a. fungsi konservasi,
b. fungsi lindung, dan
c. fungsi produksi.

(2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai 
berikut:

a. hutan konservasi,
b. hutan lindung, dan
c. hutan produksi.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1)
Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung, 
dan produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-
beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta 
keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan fungsi pokok hutan adalah fungsi utama yang 
diemban oleh suatu hutan.

Pasal 7
Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a 
terdiri dari:

a. kawasan hutan suaka alam,
b. kawasan hutan pelestarian alam, dan
c. taman buru.

Penjelasan Pasal 7
Kawasan hutan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam undang- undang 
ini merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1990 yang berada pada kawasan hutan.

Kawasan hutan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam yang diatur 
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dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang berada pada kawasan 
hutan.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang 
mengatur tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam 
berlaku bagi kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian 
alam yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 8
(1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan 

khusus.
(2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti:
a. penelitian dan pengembangan,
b. pendidikan dan latihan, dan
c. religi dan budaya.

(3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tujuan khusus adalah penggunaan hutan untuk 
keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta 
kepentingan-kepentingan religi dan budaya setempat.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (2), Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
(1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, 

di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 9 Ayat (1)
Hutan kota dapat berada pada tanah negara maupun tanah hak di wilayah 
perkotaan dengan luasan yang cukup dalam suatu hamparan lahan. Wilayah 
perkotaan merupakan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan 
di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai 
simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.
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Dengan demikian wilayah perkotaan tidak selalu sama dengan wilayah 
administratif pemerintahan kota.

Penjelasan Pasal 9 Ayat (2)
Peraturan pemerintah tentang kebijaksanaan teknis pembangunan hutan 
kota memuat aturan antara lain:

a. tipe hutan kota,
b. bentuk hutan kota,
c. perencanaan dan pelaksanaan,
d. pembinaan dan pengawasan,
e. luas proporsional hutan kota terhadap luas wilayah, jumlah penduduk, 

tingkat pencemaran, dan lain-lain.

Peraturan pemerintah ini merupakan pedoman dalam penetapan peraturan 
daerah

BAB III
PENGURUSAN HUTAN

Pasal 10
(1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-
besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.

(2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 
kegiatan penyelenggaraan:

a. perencanaan kehutanan,
b. pengelolaan hutan,
c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, 

serta penyuluhan kehutanan, dan
d. pengawasan.

Penjelasan Pasal 10
Cukup jelas.

BAB IV
PERENCANAAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11



41Undang-Undang No. 41 Tahun 1999

(1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman 
dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan 
kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, 
bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan 
kekhasan dan aspirasi daerah.

Penjelasan Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 
huruf a, meliputi:

a. inventarisasi hutan,
b. pengukuhan kawasan hutan,
c. penatagunaan kawasan hutan,
d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan
e. penyusunan rencana kehutanan.

Penjelasan Pasal 12
Dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan tidak 
selalu harus mendahului kegiatan penatagunaan hutan, karena pengukuhan 
kawasan hutan yang luas akan memerlukan waktu lama.

Agar diperoleh kejelasan fungsi hutan pada salah satu bagian tertentu, maka 
kegiatan penatagunaan hutan dapat dilaksanakan setidak-tidaknya setelah 
ada penunjukan.

Bagian Kedua
Inventarisasi Hutan

Pasal 13
(1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh 

data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam 
hutan, serta lingkungannya secara lengkap.

(2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan survey mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan 
fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di 
dalam dan di sekitar hutan.

(3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
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a. inventarisasi hutan tingkat nasional,
b. inventarisasi hutan tingkat wilayah,
c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan
d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

(4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan 
kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan 
rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (3)
Inventarisasi hutan tingkat nasional menjadi acuan pelaksanaan inventarisasi 
tingkat yang lebih rendah. Inventarisasi untuk semua tingkat, dilaksanakan 
terhadap hutan Negara maupun hutan hak.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (4)
Yang dimaksud dengan neraca sumber daya hutan adalah suatu informasi 
yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan 
dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat 
diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau deficit jika dibandingkan 
dengan waktu sebelumnya.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (5)
Inventarisasi hutan merupakan bagian dari perencanaan kehutanan, 
sehingga materi pengaturannya akan dirangkum dalam peraturan pemerintah 
yang mengatur tentang perencanaan kehutanan.

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
a. tata cara,
b. mekanisme pelaksanaan,
c. pengawasan dan pengendalian, dan
d. sistem informasi.
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Bagian Ketiga
Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 14
(1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
(2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan 
hutan.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
(1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

dilakukan melalui proses sebagai berikut:
a. penunjukan kawasan hutan,
b. penataan batas kawasan hutan,
c. pemetaan kawasan hutan, dan
d. penetapan kawasan hutan.

(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1)
Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan 
hutan, antara lain berupa:

a. pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar;
b. pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong- lorong 

batas;
c. pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan; dan
d. pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di 

lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (2)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (3)
Penatagunaan hutan merupakan bagian dari perencanaan kehutanan, 
sehingga materi pengaturannya dirangkum dalam peraturan pemerintah yang 
mengatur tentang perencanaan kehutanan.
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Peraturan pemerintah dimaksud antara lain memuat kriteria atau persyaratan 
hutan dan kawasan hutan sesuai dengan fungsi pokoknya.

Bagian Keempat
Penatagunaan Kawasan Hutan

Pasal 16
(1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, pemerintah 
menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.

(2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi 
dan penggunaan kawasan hutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 16 Ayat (3)  
Penatagunaan hutan merupakan bagian dari perencanaan kehutanan, 
sehingga materi pengaturannya dirangkum dalam peraturan pemerintah yang 
mengatur tentang perencanaan kehutanan.  

Peraturan pemerintah dimaksud antara lain memuat kriteria atau persyaratan 
hutan dan kawasan hutan sesuai dengan fungsi pokoknya.  

Bagian Kelima
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pasal 17
(1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat:

a. propinsi,
b. kabupaten/kota, dan
c. unit pengelolaan.

(2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe 
hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, 
ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat 
hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.
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(3) Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas 
administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe 
hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan hutan tingkat propinsi adalah 
seluruh hutan dalam wilayah propinsi yang dapat dikelola secara lestari.

Yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota 
adalah seluruh hutan dalam wilayah kabupaten/kota yang dapat dikelola 
secara lestari.

Yang dimaksud dengan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan 
terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara 
efisien dan lestari, antara lain kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), 
kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), kesatuan pengelolaan hutan 
konservasi (KPHK), kesatuan pengelolaan hutan kemasyarakatan (KPHKM), 
kesatuan pengelolaan hutan adat (KPHA), dan kesatuan pengelolaan daerah 
aliran sungai (KPDAS).

Penjelasan Pasal 17 Ayat (2)
Dalam penetapan pembentukan wilayah pengelolaan tingkat unit 
pengelolaan, juga harus mempertimbangkan hubungan antara masyarakat 
dengan hutan, aspirasi, dan kearifan tradisional masyarakat. Pembentukan 
unit pengelolaan hutan didasarkan pada kriteria dan tata cara yang 
ditetapkan oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Pasal 18
(1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas 

kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran 
sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, 
manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

(2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari 
luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang 
proporsional.
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Penjelasan Pasal 18 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penutupan hutan (forest coverage) adalah penutupan 
lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga 
dapat tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikro, tata air, dan tempat hidup 
satwa sebagai satu ekosistem hutan. Yang dimaksud dengan optimalisasi 
manfaat adalah keseimbangan antara manfaat lingkungan, manfaat sosial, 
dan manfaat ekonomi secara lestari.

Yang dimaksud dengan optimalisasi manfaat adalah keseimbangan antara 
manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara lestari. 

Penjelasan Pasal 18 Ayat (2)
Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan negara tropis 
yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, 
serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit, dan 
bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, 
erosi, sedimentasi, serta kekurangan air, maka ditetapkan luas kawasan 
hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau, minimal 30% 
(tiga puluh persen) dari luas daratan. Selanjutnya pemerintah menetapkan 
luas kawasan hutan untuk setiap propinsi dan kabupaten/kota berdasarkan 
kondisi biofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat 
setempat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bagi propinsi dan kabupaten/
kota yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen), tidak 
boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah 
ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk 
mengkonversi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan kewaspadaan 
akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, bagi 
propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% 
(tiga puluh persen), perlu menambah luas hutannya.

Pasal 19
(1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh 

Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
(2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta 
bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan 
dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Penjelasan Pasal 19 Ayat (1)
Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin obyektivitas dan kualitas 
hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga 
pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah 
(scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.

Penjelasan Pasal 19 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “berdampak penting dan cakupan yang luas serta 
bernilai strategis”, adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi 
biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta 
dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan 
generasi yang akan datang.

Penjelasan Pasal 19 Ayat (3)
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. kriteria fungsi hutan,
b. cakupan luas,
c. pihak-pihak yang melaksanakan penelitian, dan
d. tata cara perubahan.

Bagian Keenam
Penyusunan Rencana Kehutanan

Pasal 20
(1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan 
dan kondisi sosial masyarakat, pemerintah menyusun rencana 
kehutanan.

(2) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut 
fungsi pokok kawasan hutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 20 Ayat (1)
Dalam menyusun rencana kehutanan di samping mengacu pada Pasal 13 
sebagai acuan pokok, harus diperhatikan juga Pasal 11, Pasal 14, Pasal 16, 
Pasal 17, dan Pasal 18.

Penjelasan Pasal 20 Ayat (2)  
Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 20 Ayat (3)
Penyusunan rencana kehutanan merupakan bagian dari perencanaan 
kehutanan. Peraturan pemerintah tentang perencanaan kehutanan memuat 
aturan antara lain:

a. jenis-jenis rencana,
b. tata cara penyusunan rencana kehutanan,
c. sistim perencanaan,
d. proses perencanaan,
e. koordinasi, dan
f. penilaian.

BAB V
PENGELOLAAN HUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21
Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, 
meliputi kegiatan:

a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Penjelasan Pasal 21
Hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu 
pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian pelaksanaan setiap komponen 
pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, 
aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan 
oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat.

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan 
atau pemerintah daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi 
social dan lingkungan yang sangat berkait dengan kelestarian hutan dan 
kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan 
secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu 
dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, 
baik berbentuk perusahaan umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), 
maupun perusahaan perseroan (Persero), yang pembinaannya di bawah 
Menteri.
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Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dibutuhkan lembaga-
lembaga penunjang antara lain lembaga keuangan yang mendukung 
pembangunan kehutanan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga 
pendidikan dan latihan, serta lembaga penyuluhan. 

Bagian Kedua
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 22
(1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan 

yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan 
lestari.

(2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok 
berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.

(3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-
petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan.

(4) Berdasarkan blok dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu 
tertentu.

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (1)
Tata hutan merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, 
yang dalam pelaksanaannya memperhatikan hak-hak masyarakat setempat, 
yang lahir karena kesejarahannya, dan keadaan hutan.

Tata hutan mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai 
dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya, dengan 
tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat 
secara lestari.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (2)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (3)
Pembagian blok ke dalam petak dimaksudkan untuk mempermudah 
administrasi pengelolaan hutan dan dapat memberikan peluang usaha yang 
lebih besar bagi masyarakat setempat.
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Intensitas pengelolaan adalah tingkat keragaman pengelolaan hutan 
sesuai dengan fungsi dan kondisi masing-masing kawasan hutan. Efisiensi 
pengelolaan adalah pelaksanaan pengelolaan hutan untuk mencapai suatu 
sasaran yang optimal dan ekonomis dengan cara sederhana.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (4)
Penyusunan rencana pengelolaan hutan dilaksanakan dengan 
memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (5)
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. pengaturan tentang tata cara penataan hutan,
b. penggunaan hutan,
c. jangka waktu, dan
d. pertimbangan daerah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 23
Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, 
bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan 
seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga 
kelestariannya.

Penjelasan Pasal 23
Hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-
besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, 
kelompok, atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan 
harus didistribusikan secara berkeadilan melalui peningkatan peran serta 
masyarakat, sehingga masyarakat semakin berdaya dan berkembang 
potensinya. Manfaat yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan 
pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan 
lestari.

Pasal 24
Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan 
kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman 
nasional.
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Penjelasan Pasal 24
Hutan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan 
alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta 
ekosistemnya, yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung 
secara alami.

Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai 
ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk 
tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, 
pariwisata, dan rekreasi alam.

Kawasan taman nasional ditata ke dalam zona sebagai berikut:
zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilind-
ungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas 
manusia;

zona rimba adalah bagian kawasan taman nasional yang berfungsi 
sebagai penyangga zona inti; dan

zona pemanfaatan adalah bagian kawasan taman nasional yang dija-
dikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.

Penjelasan Pasal 25 
Cukup jelas.

Pasal 25
Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka 
alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Pasal 26
(5) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, 

pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan 
kayu.

(6) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian 
izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa 
lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.
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Penjelasan Pasal 26 Ayat (1)
Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang 
menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, 
seperti:

a. budidaya jamur,
b. penangkaran satwa, dan
c. budidaya tanaman obat dan tanaman hias.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang 
memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan 
dan mengurangi fungsi utamanya, seperti:

a. pemanfaatan untuk wisata alam,
b. pemanfaatan air, dan
c. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung adalah segala 
bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak 
merusak fungsi utama kawasan, seperti:

a. mengambil rotan,
b. mengambil madu, dan
c. mengambil buah.

Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan 
kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, 
sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan 
lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Penjelasan Pasal 26 Ayat (2) 
Cukup jelas.

Pasal 27
(1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
a. perorangan,
b. koperasi.

(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:

a. perorangan,
b. koperasi,
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c. badan usaha milik swasta Indonesia,
d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat(2), dapat diberikan kepada:

a. perorangan,
b. koperasi.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (1)
Izin usaha pemanfaatan kawasan yang dilaksanakan oleh perorangan, 
masyarakat setempat, atau koperasi dapat bekerjasama dengan BUMN, 
BUMD, atau BUMS Indonesia.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (2), Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28
(1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, 

pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan 
bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

(2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian 
izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa 
lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan 
kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1)
Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilaksanakan untuk 
memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, 
manfaat sosial, dan manfaat ekonomi yang optimal, misalnya budidaya 
tanaman di bawah tegakan hutan. 

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi adalah segala bentuk 
usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak 
lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat berupa usaha 
pemanfaatan hutan alam dan usaha pemanfaatan hutan tanaman. 

Usaha pemanfaatan hutan tanaman dapat berupa hutan tanaman sejenis 
dan atau hutan tanaman berbagai jenis. Usaha pemanfaatan hutan 
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tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam 
rangka mempertahankan hutan alam. Tanaman yang dihasilkan dari usaha 
pemanfaatan hutan tanaman merupakan aset yang dapat dijadikan agunan.

Izin pemungutan hasil hutan di hutan produksi diberikan untuk mengambil 
hasil hutan baik berupa kayu maupun bukan kayu, dengan batasan waktu, 
luas, dan atau volume tertentu, dengan tetap memperhatikan azas lestari 
dan berkeadilan. Kegiatan pemungutan meliputi pemanenan, penyaradan, 
pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran yang diberikan untuk jangka 
waktu tertentu.

Pasal 29
(1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
a. perorangan,
b. koperasi.

(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:

a. perorangan,
b. koperasi,
c. badan usaha milik swasta Indonesia,
d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:

a. perorangan,
b. koperasi,
c. badan usaha milik swasta Indonesia,
d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:

a. perorangan,
b. koperasi,
c. badan usaha milik swasta Indonesia,
d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:

a. perorangan,
b. koperasi.
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Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) 
Cukup jelas.

Pasal 30
Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik 
negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia 
yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama 
dengan koperasi masyarakat setempat.

Penjelasan Pasal 30
Kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dimaksudkan agar 
masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan merasakan 
dan mendapatkan manfaat hutan secara langsung, sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, serta sekaligus 
dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki. Dalam kerjasama tersebut kearifan 
tradisional dan nilai nilai keutamaan, yang terkandung dalam budaya 
masyarakat dan sudah mengakar, dapat dijadikan aturan yang disepakati 
bersama.

Kewajiban BUMN, BUMD, dan BUMS Indonesia bekerjasama dengan 
koperasi bertujuan untuk memberdayakan koperasi masyarakat setempat 
agar secara bertahap dapat menjadi koperasi yang tangguh, mandiri, dan 
profesional.

Koperasi masyarakat setempat yang telah menjadi koperasi tangguh, 
mandiri, dan profesional diperlakukan setara dengan BUMN, BUMD, dan 
BUMS Indonesia.

Dalam hal koperasi masyarakat setempat belum terbentuk, BUMN, BUMD, 
dan BUMS Indonesia turut mendorong segera terbentuknya koperasi 
tersebut.

Pasal 31
(1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin 

usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan 
aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.

(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.
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Penjelasan Pasal 31 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan aspek kelestarian hutan meliputi:

a. kelestarian lingkungan,
b. kelestarian produksi, dan
c. terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil merata dan 

transparan.

Yang dimaksud dengan aspek kepastian usaha meliputi:
a. kepastian kawasan,
b. kepastian waktu usaha, dan
c. kepastian jaminan hukum berusaha.

Untuk mewujudkan asas keadilan, pemerataan dan lestari, serta kepastian 
usaha, maka perlu diadakan penataan ulang terhadap izin usaha 
pemanfaatan hutan.

Penjelasan Pasal 31 Ayat (2)
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. pembatasan luas,
b. pembatasan jumlah izin usaha, dan
c. penataan lokasi usaha.

Pasal 32
Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 
berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat 
usahanya.

Penjelasan Pasal 32
Khusus bagi pemegang izin usaha pemanfaatan berskala besar, selain 
diwajibkan untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat 
usahanya, juga mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakat di 
dalam dan di sekitar hutan tempat usahanya.

Pasal 33
(1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, 

pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
(2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.
(3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.
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Penjelasan Pasal 33 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 33 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengolahan hasil hutan adalah pengolahan hulu 
hasil hutan.

Penjelasan Pasal 33 Ayat (3)
Untuk menjaga keseimbangan penyediaan bahan baku hasil hutan terhadap 
permintaan bahan baku industri hulu pengolahan hasil hutan, maka 
pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil 
hutan diatur oleh Menteri.

Pasal 34
Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada:

a. masyarakat hukum adat,
b. lembaga pendidikan,
c. lembaga penelitian,
d. lembaga sosial dan keagamaan.

Penjelasan Pasal 34
Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus adalah pengelolaan dengan 
tujuan-tujuan khusus seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan 
latihan, serta untuk kepentingan sosial budaya dan penerapan teknologi 
tradisional (indigenous technology). Untuk itu dalam pelaksanaannya harus 
memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat 
(indigenous institution), serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem.

Pasal 35
(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, 
provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.

(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana 
investasi untuk biaya pelestarian hutan.

(3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Penjelasan Pasal 35 Ayat (1)
Iuran izin usaha pemanfaatan hutan adalah pungutan yang dikenakan 
kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan 
tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. Besarnya 
iuran tersebut ditentukan dengan tarif progresif sesuai luas areal.

Provisi sumber daya hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai 
pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.

Dana reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka 
reboisasi dan rehabilitasi hutan. Dana tersebut digunakan hanya untuk 
membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya.

Dana jaminan kinerja adalah dana milik pemegang izin usaha pemanfaatan 
hutan, sebagai jaminan atas pelaksanaan izin usahanya, yang dapat 
dicairkan kembali oleh pemegang izin apabila kegiatan usahanya dinilai 
memenuhi ketentuan usaha pemanfaatan hutan secara lestari.

Penjelasan Pasal 35 Ayat (2)
Dana investasi pelestarian hutan adalah dana yang diarahkan untuk 
membiayai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin 
kelestarian hutan, antara lain biaya konservasi, biaya perlindungan hutan, 
dan biaya penanganan kebakaran hutan. Dana tersebut dikelola oleh 
lembaga yang dibentuk oleh dunia usaha bidang kehutanan bersama 
Menteri. Pengelolaan dana dan operasionalisasi lembaga tersebut di bawah 
koordinasi dan pengawasan Menteri.

Penjelasan Pasal 35 Ayat (2)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 35 Ayat (4)
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. tata cara pengenaan,
b. tata cara pembayaran,
c. tata cara pengelolaan,
d. tata cara penggunaan, dan
e. tata cara pengawasan dan pengendalian.
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Pasal 36
(1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah 

yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
(2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat 

dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Penjelasan Pasal 36 Ayat (1)
Pemanfaatan hutan hak yang mempunyai fungsi produksi, dapat dilakukan 
kegiatan untuk memproduksi hasil hutan sesuai potensi dan daya dukung 
lahannya.

Penjelasan Pasal 36 Ayat (2)
Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi, dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan 
Pasal 26. Pemerintah memberikan kompensasi kepada pemegang hutan 
hak, apabila hutan hak tersebut diubah menjadi kawasan hutan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37
(1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat 

yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
(2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi 

dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Penjelasan Pasal 37 Ayat (1)
Terhadap hutan adat diperlakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana 
dikenakan terhadap hutan negara, sepanjang hasil hutan tersebut 
diperdagangkan.

Penjelasan Pasal 37 Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38
(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar 

kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan 
produksi dan kawasan hutan lindung.

(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

(3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan 
dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan 
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mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta 
kelestarian lingkungan.

(4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan 
dengan pola pertambangan terbuka.

(5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai 
strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat.

Penjelasan Pasal 38 Ayat (1)
Kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di 
dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. 
Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius 
dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan, dilarang.

Kepentingan pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan 
strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain kegiatan pertambangan, 
pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, 
serta kepentingan pertahanan keamanan.

Penjelasan Pasal 38 Ayat (2)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 38 Ayat (3)
Pada prinsipnya di kawasan hutan tidak dapat dilakukan pola pertambangan 
terbuka. Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di 
kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif.

Penjelasan Pasal 38 Ayat (4), Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 39
Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan 
kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 
34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.

Penjelasan Pasal 39
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
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a. tata cara pemberian izin,
b. pelaksanaan usaha pemanfaatan,
c. hak dan kewajiban, dan
d. pengendalian dan pengawasan.

Bagian Keempat
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Pasal 40
Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, 
mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya 
dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga 
kehidupan tetap terjaga.

Penjelasan Pasal 40
Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap, dalam upaya 
pemulihan serta pengembangan fungsi sumber daya hutan dan lahan, baik 
fungsi produksi maupun fungsi lindung dan konservasi.

Upaya meningkatkan daya dukung serta produktivitas hutan dan lahan 
dimaksudkan agar hutan dan lahan mampu berperan sebagai sistem 
penyangga kehidupan, termasuk konservasi tanah dan air, dalam rangka 
pencegahan banjir dan pencegahan erosi.

Pasal 41
(5) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:

a. reboisasi,
b. penghijauan,
c. pemeliharaan,
d. pengayaan tanaman, atau
e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan 

sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
(6) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti 
taman nasional.

Penjelasan Pasal 41 Ayat (1)
Kegiatan reboisasi dan penghijauan merupakan bagian rehabilitasi hutan dan 
lahan. Kegiatan reboisasi dilaksanakan di dalam kawasan hutan, sedangkan 
kegiatan penghijauan dilaksanakan di luar kawasan hutan.
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Rehabilitasi hutan dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis, terutama 
yang terdapat di bagian hulu daerah aliran sungai, agar fungsi tata air serta 
pencegahan terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan secara 
maksimal.

Rehabilitasi hutan bakau dan hutan rawa perlu mendapat perhatian yang 
sama sebagaimana pada hutan lainnya.

Penjelasan Pasal 41 Ayat (2)
Pada cagar alam dan zona inti taman nasional tidak boleh dilakukan 
kegiatan rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekhasan, keaslian, 
keunikan, dan keterwakilan dari jenis flora dan fauna serta ekosistemnya.

Pasal 42
(1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi 

spesifik biofisik.
(2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan 

pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka 
mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 42 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kondisi spesifik biofisik adalah keadaan flora 
yang secara spesifik cocok pada suatu kawasan atau habitat tertentu 
sehingga keberadaannya mendukung ekosistem kawasan hutan yang akan 
direhabilitasi.

Penerapan teknik rehabilitasi hutan dan lahan harusmempertimbangkan 
lokasi spesifik, sehingga perubahan ekosistem dapat dicegah sedini 
mungkin.Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan dengan 
mengikutsertakan masyarakat.

Penjelasan Pasal 41 Ayat (2)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 42 Ayat (3)
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. pengaturan daerah aliran sungai prioritas,
b. penyusunan rencana,
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c. koordinasi antar sektor tingkat pusat dan daerah,
d. peranan pihak-pihak terkait, dan
e. penggunaan dan pemilihan jenis-jenis tanaman dan teknologi.

Pasal 43
(1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan 

hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi 
hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.

(2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan 
dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau 
pemerintah.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (2)
Dukungan pemerintah dapat berupa bantuan teknis, dana, penyuluhan, 
bibit tanaman, dan lain-lain, sesuai dengan keperluan dan kemampuan 
pemerintah.

Pasal 44
(1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, 

meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan 
dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal 
sesuai dengan peruntukannya.

(2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan 
pelaksanaan reklamasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1), Ayat (2)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (3)
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:  

a. teknik, 
b. tata cara,  
c. pembiayaan,  
d. organisasi,  
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e. penilaian, dan  
f. pengendalian dan pengawasan.  

Pasal 45
(1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan 
reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan 
pemerintah.

(2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib 
dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan 
tahapan kegiatan pertambangan.

(3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di 
luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan 
dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan 
rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 45 Ayat (1), Ayat (2)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 45 Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan perubahan permukaan tanah adalah berubahnya 
bentang alam pada kawasan hutan. 

Yang dimaksud dengan perubahan penutupan tanah adalah berubahnya 
jenis-jenis vegetasi yang semula ada pada kawasan hutan.  

Penjelasan Pasal 45 Ayat (4)  
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:  

a. pola, teknik, dan metode,  
b. pembiayaan,  
c. pelaksanaan, dan  
d. pengendalian dan pengawasan.  

Bagian Kelima
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
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Pasal 46
Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan 
menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, 
fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Penjelasan Pasal 46 
Fungsi konservasi alam berkaitan dengan: konservasi sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya, konservasi tanah, konservasi air, serta konservasi 
udara; diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 47
Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan 
hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, 
kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan

b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan 
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta 
perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pejelasan Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48
(1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di 

luar kawasan hutan.
(2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh 

pemerintah.
(3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima 
wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.

(4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang 
haknya.

(5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-
baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 48 Ayat (1), Ayat (2)  
Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 48 Ayat (3)  
Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan hutan 
dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran. 

Penjelasan Pasal 48 Ayat (4), Ayat (5)  
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 48 Ayat (6)  
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:  

a. prinsip-prinsip perlindungan hutan, 
b. wewenang kepolisian khusus,  
c. tata usaha peredaran hasil hutan, dan  
d. pemberian kewenangan operasional kepada daerah.  

Pasal 49
Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan 
di areal kerjanya.

Penjelasan Pasal 49
Cukup jelas.  

Pasal 50
(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan 

hutan.
(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin 

usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil 
hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu 
dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan 
kerusakan hutan.

(3) Setiap orang dilarang:
a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki 

kawasan hutan secara tidak sah;
b. merambah kawasan hutan;
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan 

dengan radius atau jarak sampai dengan:
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri 

kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak 

sungai;
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5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang 

tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
d. membakar hutan;
e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil 

hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari 
pejabat yang berwenang;

f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, 
menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan 
yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan 
hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi 
atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, 
tanpa izin Menteri;

h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang 
tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan;

i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang 
tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh 
pejabat yang berwenang;

j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang 
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut 
hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat 
yang berwenang;

k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, 
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan 
tanpa izin pejabat yang berwenang;

l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan 
kebakaran dan kerusakan serta membahayakan 
keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam 
kawasan hutan; dan

m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-
tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-
undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari 
pejabat yang berwenang.

(4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut 
tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Penjelasan Pasal 50 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, 
badan hukum, maupun badan usaha.  

Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, 
ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan.

Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda 
larangan, dan alat angkut. 

Penjelasan Pasal 50 Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, 
sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau 
tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. 

Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf a 
Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah 
dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, 
antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya. 

Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan 
kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara 
lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan 
hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.  

Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai 
kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara 
lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.  

Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf b 
Yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan 
hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang. 

Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf c 
Secara umum jarak tersebut sudah cukup baik untuk mengamankan 
kepentingan konservasi tanah dan air. Pengecualian dari ketentuan 
tersebut dapat diberikan oleh Menteri, dengan memperhatikan kepentingan 
masyarakat. 

Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf d 
Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang. 
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Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan 
khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian 
kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat 
tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut 
harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.  

Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf e 
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau 
daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin. 

Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf f 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf g 
Yang dimaksud dengan penyelidikan umum adalah penyelidikan 
secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan, dan dari 
udara, dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk 
menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian. 

Yang dimaksud dengan eksplorasi adalah segala penyelidikan ge-
ologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan lebih seksama 
adanya bahan galian dan sifat letakannya. 

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah kegiatan menambang un-
tuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. 

Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf h 
Yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada 
setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu 
dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah 
sebagai bukti. 

Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut 
tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, 
maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah 
sebagai bukti.  

Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf i 
Pejabat yang berwenang menetapkan tempat-tempat yang khusus untuk 
kegiatan penggembalaan ternak dalam kawasan hutan. 
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Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf j 
Yang dimaksud dengan alat-alat berat untuk mengangkut, antara lain berupa 
traktor, buldozer, truk, logging truck, trailer, crane, tongkang, perahu klotok, 
helikopter, jeep, tugboat, dan kapal. 

Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf k 
Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawa alat-
alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis lainnya, sesuai dengan 
tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat. 

Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf l, Huruf m 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 50 Ayat (4)  
Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan mengeluarkan, 
membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi 
adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Pasal 51
(1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada 

pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya 
diberikan wewenang kepolisian khusus.

(2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan 
atau wilayah hukumnya;

b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan 
dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan 
atau wilayah hukumnya;

c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana 
yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak 
pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil 
hutan;

e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka 
untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan

f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang 
terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan 
hutan, dan hasil hutan.
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Penjelasan Pasal 51 
Cukup jelas.

BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN 

SERTA
PENYULUHAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52
(1) Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya 

manusia berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan 
pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan 
yang berkesinambungan.

(2) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan 
dan latihan serta penyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial 
budaya masyarakat.

(3) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan 
dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, pemerintah wajib menjaga 
kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian.

Penjelasan Pasal 52 Ayat (1)
Kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (IPTEK) memiliki peran yang sangat menentukan dalam 
mewujudkan hutan yang lestari. 

Penjelasan Pasal 52 Ayat (2)  
Kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia merupakan 
kekayaan kultural, baik berupa seni dan atau teknologi maupun nilai-nilai 
yang telah menjadi tradisi atau budaya masyarakat. Kekayaan tersebut 
merupakan modal sosial untuk peningkatan dan pengembangan kualitas 
SDM dan penguasaan IPTEK kehutanan. 

Penjelasan Pasal 52 Ayat (3)  
Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa 
organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik. 
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Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan 
nasional. 

Pencurian plasma nutfah adalah mengambil atau memanfaatkan plasma 
nutfah secara tidak sah atau tanpa izin. 

Bagian Kedua
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Pasal 53
(1) Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk 

mengembangkan kemampuan nasional serta budaya ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan.

(2) Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan 
pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil 
hutan.

(3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan 
dilakukan oleh pemerintah dan dapat bekerjasama dengan perguruan 
tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

(4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung 
peningkatan kemampuan untuk menguasai, mengembangkan, dan 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.

Penjelasan Pasal 53 Ayat (1)
Budaya IPTEK adalah kesadaran akan pentingnya IPTEK yang 
diartikulasikan dalam sikap dan perilaku masyarakat, yang secara konsisten 
mau dan mampu memahami, menguasai, menciptakan, menerapkan, dan 
mengembangkan IPTEK dalam kehidupan seharihari. 

Penjelasan Pasal 53 Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 53 Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan pemerintah adalah lembaga penelitian dan 
pengembangan (Litbang) departemen yang bertanggung jawab di bidang 
kehutanan bersama-sama lembaga penelitian nondepartemen.  

Yang dimaksud dengan perguruan tinggi adalah perguruan tinggi negeri dan 
swasta.  
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Yang dimaksud dengan dunia usaha adalah unit litbang BUMN, BUMD, dan 
BUMS Indonesia.  
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah perorangan atau kelompok, 
antara lain pondok pesantren, lembaga keagamaan lainnya, atau lembaga 
swadaya masyarakat.  

Penjelasan Pasal 53 Ayat (4)  
Untuk mendorong dan menciptakan kondisi yang kondusif, pemerintah 
melakukan inisiatif dan koordinasi bagi terselenggaranya penelitian dan 
pengembangan, antara lain melalui kebijakan yang berorientasi pada 
penciptaan insentif dan disinsentif yang memadai. 

Pasal 54
(1) Pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat 

mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan 
serta mengembangkan sistem informasi dan pelayanan hasil 
penelitian dan pengembangan kehutanan.

(2) Pemerintah wajib melindungi hasil penemuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Izin melakukan penelitian kehutanan di Indonesia dapat diberikan 
kepada peneliti asing dengan mengacu kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 54 Ayat (1)
Pemerintah mengembangkan hasil-hasil penelitian dalam bidang kehutanan 
menjadi paket teknologi tepat guna, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat 
dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha pemanfaatan 
dan pengelolaan hutan. 

Penjelasan Pasal 54 Ayat (2)  
Untuk menjamin keberlanjutan inovasi, penemuan, dan pengembangan 
IPTEK, diperlukan jaminan hukum bagi para penemunya untuk dapat 
memperoleh manfaat dari hasil temuannya.

Yang dimaksud melindungi adalah melindungi dari pencurian terhadap hak 
paten, hak cipta, merk, atau jenis hak lainnya yang menjadi hak istimewa 
yang dimiliki oleh peneliti atau lembaga Litbang. 
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Penjelasan Pasal 54 Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Latihan Kehutanan

Pasal 55
(1) Pendidikan dan latihan kehutanan dimaksudkan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 
kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah 
dan berakhlak mulia.

(2) Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk 
sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan 
dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 
pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(3) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan dilakukan oleh 
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

(4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung 
terselengaranya pendidikan dan latihan kehutanan, dalam rangka 
meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

Penjelasan Pasal 55 Ayat (1)
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 55 Ayat (2)  
Semua upaya pemanfaatan dan pengembangan IPTEK hendaknya 
merupakan manifestasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
diarahkan untuk kepentingan manusia sebagai makhluk individu dan mahluk 
sosial. 

Penjelasan Pasal 55 Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah perorangan atau kelompok, 
antara lain pondok pesantren, lembaga keagamaan lainnya, atau lembaga 
swadaya masyarakat.  

Penyelenggaraan pendidikan dan latihan dapat bekerjasama dengan 
lembaga-lembaga internasional. 
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Penjelasan Pasal 55 Ayat (4)  
Mengingat penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan tidak 
hanya dilaksanakan oleh pemerintah, maka peran serta dunia usaha dan 
masyarakat sangat diperlukan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah 
harus mengambil inisiatif dan melakukan koordinasi dalam mendorong dan 
menciptakan situasi yang kondusif.

Bagian Keempat
Penyuluhan Kehutanan

Pasal 56
(1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar 
mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar 
iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan 
pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

(2) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh pemerintah, 
dunia usaha, dan masyarakat.

(3) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung 
terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan.

Penjelasan Pasal 56 Ayat (1)
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 56 Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 56 Ayat (3)  
Mengingat penyelenggaraan penyuluhan kehutanan tidak dapat 
dilaksanakan hanya oleh pemerintah, maka peran serta dunia usaha dan 
masyarakat sangat diperlukan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah 
harus mengambil inisiatif dan melakukan koordinasi dalam mendorong dan 
menciptakan situasi yang kondusif.

Bagian Kelima
Pendanaan dan Prasarana

Pasal 57
(1) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana 

investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan 
latihan, serta penyuluhan kehutanan.
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(2) Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan 
mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan 
latihan, serta penyuluhan kehutanan.

Penjelasan Pasal 57 Ayat (1)
Untuk penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan 
latihan, serta penyuluhan kehutanan, diperlukan biaya yang cukup besar 
dan berkelanjutan, guna percepatan pengembangan kualitas SDM dan 
penguasaan IPTEK untuk mengejar ketinggalan selama ini. Oleh karena itu 
diperlukan dana investasi yang memadai.

Untuk mengelola dana tersebut, dunia usaha bidang kehutanan bersama 
Menteri membentuk lembaga. Pengelolaan dana dan operasionalisasi 
lembaga tersebut di bawah koordinasi dan pengawasan Menteri.  

Penjelasan Pasal 57 Ayat (2)  
Penyediaan kawasan hutan dimaksudkan untuk dijadikan lokasi penelitian 
dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, serta 
pengembangan usaha guna memberdayakan lembaga penelitian, pendidikan 
dan latihan serta penyuluhan kehutanan.

Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan 
latihan, serta penyuluhan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 58 
Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:  

a. kelembagaan,  
b. tata cara kerjasama,  
c. perizinan,  
d. pengaturan tenaga peneliti asing, 
e. pendanaan dan pemberdayaan,  
f. pengaturan, pengelolaan kawasan hutan, penelitian dan 

pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan,  
g. sistem informasi, dan  
h. pengawasan dan pengendalian.
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BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 59
Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan 
menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai 
secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan 
atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

Penjelasan Pasal 59 
Yang dimaksud dengan pengawasan kehutanan adalah pengawasan 
ketaatan aparat penyelenggara dan pelaksana terhadap semua ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. 

Pasal 60
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan 

kehutanan.
(2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan 

kehutanan.

Penjelasan Pasal 60 
Cukup jelas.

Pasal 61
Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan 
hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Penjelasan Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan 
terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh 
pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 62
Cukup jelas.
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Pasal 63
Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 60 ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah berwenang 
melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan 
atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Penjelasan Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional.

Penjelasan Pasal 64 
Yang dimaksud dengan berdampak nasional adalah kegiatan pengelolaan 
hutan yang mempunyai dampak terhadap kehidupan bangsa, misalnya 
penebangan liar, pencurian kayu, penyelundupan kayu, perambahan hutan, 
dan penambangan dalam hutan tanpa izin. 

Yang dimaksud dengan berdampak internasional adalah pengelolaan hutan 
yang mempunyai dampak terhadap hubungan internasional, misalnya 
kebakaran hutan, labelisasi produk hutan, penelitian dan pengembangan, 
kegiatan penggundulan hutan, serta berbagai pelanggaran terhadap 
konvensi internasional.  

Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 65 
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:  

a. tata cara dan mekanisme pengawasan, 
b. kelembagaan pengawasan,  
c. obyek pengawasan, dan 
d. tindak lanjut pengawasan.

BAB VIII
PENYERAHAN KEWENANGAN
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Pasal 66
(1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah 

menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.
(2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas 
pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 66 Ayat (1)
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 66 Ayat (2)  
Kewenangan yang diserahkan adalah pelaksanaan pengurusan hutan yang 
bersifat operasional. 

Penjelasan Pasal 66 Ayat (3) 
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain: 
jenis-jenis urusan yang kewenangannya diserahkan,  

tatacara dan tata hubungan kerja,  

mekanisme pertanggungjawaban, dan  

pengawasan dan pengendalian.

BAB IX
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 67
(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada 

dan diakui keberadaannya berhak:
a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang 
bersangkutan;

b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum 
adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-
undang; dan

c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraannya.

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 67 Ayat (1)
Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya 
memenuhi unsur antara lain:  

a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap); 
b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;  
c. ada wilayah hukum adat yang jelas; 
d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang 

masih ditaati; dan  
e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan 

sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.  

Penjelasan Pasal 67 Ayat (2)  
Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para 
pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat 
adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain 
yang terkait. 

Penjelasan Pasal 67 Ayat (3)  
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:  

a. tata cara penelitian,  
b. pihak-pihak yang diikutsertakan,  
c. materi penelitian, dan  
d. kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat.  

BAB X
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 68
(1) (Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang 

dihasilkan hutan.
(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:

a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil 
hutan, dan informasi kehutanan;
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c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam 
pembangunan kehutanan; dan

d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak 
langsung.

(3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh 
kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya 
sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan 
perundangundangan yang berlaku.

(4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak 
atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan 
hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Penjelasan Pasal 68 Ayat (1)
Dalam pengertian menikmati kualitas lingkungan, termasuk untuk 
memperoleh manfaat sosial dan budaya bagi masyarakat yang tinggal di 
dalam dan di sekitar hutan. 

Penjelasan Pasal 68 Ayat (2)  
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 68 Ayat (3)  
Perubahan status atau fungsi hutan dapat berpengaruh pada putusnya 
hubungan masyarakat dengan hutan atau bahkan kemungkinan 
menyebabkan hilangnya mata pencaharian mereka. 

Agar perubahan status dan fungsi hutan dimaksud tidak menimbulkan 
kesengsaraan, maka pemerintah bersama pihak penerima izin usaha 
pemanfaatan hutan berkewajiban untuk mengupayakan kompensasi yang 
memadai, antara lain dalam bentuk mata pencaharian baru dan keterlibatan 
dalam usaha pemanfaatan hutan di sekitarnya.  

Penjelasan Pasal 68 Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 69
(1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga 

kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
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(2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta 
pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya 
masyarakat, pihak lain, atau pemerintah.

Penjelasan Pasal 69 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memelihara dan menjaga, adalah mencegah dan 
menanggulangi terjadinya pencurian, kebakaran hutan, gangguan ternak, 
perambahan, pendudukan, dan lain sebagainya. 

Penjelasan Pasal 69 Ayat (2)  
Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan 
dan konservasi, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan 
dan dukungan dalam bentuk bantuan teknis, pelatihan, serta bantuan 
pembiayaan.

Pendampingan dimungkinkan karena adanya keuntungan sosial seperti 
pengendalian banjir dan kekeringan, pencegahan erosi, serta pemantapan 
kondisi tata air.

Keberadaan lembaga swadaya masyarakat dimaksudkan sebagai mitra 
sehingga terbentuk infrastruktur sosial yang kuat, mandiri, dan dinamis.

Pasal 70
(1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang 

kehutanan.
(2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui 

berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan 
berhasil guna.

(3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah dan 
pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 70 Ayat (1), Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 70 Ayat (3)  
Forum pemerhati kehutanan merupakan mitra pemerintah dan pemerintah 
daerah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurusan 
hutan dan berfungsi merumuskan dan mengelola persepsi, aspirasi, dan 
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inovasi masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah dalam rangka 
perumusan kebijakan.

Keanggotaan forum antara lain terdiri dari organisasi profesi kehutanan, 
lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan, tokoh-
tokoh masyarakat, serta pemerhati kehutanan.  

Penjelasan Pasal 70 Ayat (4)  
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:  

a. kelembagaan,  
b. bentuk-bentuk peran serta, dan  
c. tata cara peran serta.

BAB XI
GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 71
(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan 

dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan 
yang merugikan kehidupan masyarakat.

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 71 
Cukup jelas.

Pasal 72
Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau 
kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan 
masyarakat, maka instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang 
bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan 
masyarakat.

Penjelasan Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, 

organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan 
untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
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(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. berbentuk badan hukum;
b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan 

tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk 
kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan

c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran 
dasarnya.

Penjelasan Pasal 73
Cukup jelas.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN

Pasal 74
(1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara 
sukarela para pihak yang bersengketa.

(2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di 
luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan 
setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang 
bersengketa.

Penjelasan Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
(1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku 

terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang 
ini.

(2) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan 
untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, 
besarnya ganti-rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu 
yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

(3) Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa 
pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau 
pendampingan organisasi nonpemerintah untuk membantu 
penyelesaian sengketa kehutanan.
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Penjelasan Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
(1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan 

untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, 
besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan 
oleh pihak yang kalah dalam sengketa.

(2) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran 
uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu 
tersebut setiap hari.

Penjelasan Pasal 76 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tindakan tertentu adalah tindakan yang harus 
dilakukan oleh pihak yang kalah sesuai keputusan pengadilan. 

Penjelasan Pasal 76 Ayat (2)  
Cukup jelas.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 77
(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), berwenang untuk:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang 
menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan 
hutan, dan hasil hutan;

c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam 
kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti 
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tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan 
hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau 
badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang 
menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan 
pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana;

g. membuat dan menanda-tangani berita acara;
h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti 

tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, 
kawasan hutan, dan hasil hutan.

(3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan 
hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana.

Penjelasan Pasal 77 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  

Yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri sipil tertentu meliputi pejabat 
pegawai negeri sipil di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas 
dan tanggung jawab dalam pengurusan hutan.  

Penjelasan Pasal 77 Ayat (2) Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf e 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 77 Ayat (2) Huruf f 
Menangkap dan menahan orang yang diduga atau sepatutnya dapat diduga 
melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil 
hutan.  

Dalam rangka menjaga kelancaran tugas di wilayah-wilayah kerja tertentu, 
maka penerapan koordinasi dengan pihak POLRI dilaksanakan dengan tetap 
mengacu KUHAP dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.  

Penjelasan Pasal 77 Ayat (2) Huruf g 
Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 77 Ayat (2) Huruf h 
Penghentian penyidikan wajib diberitahukan kepada penyidik POLRI dan 
penuntut umum. 

Penjelasan Pasal 77 Ayat (3)
Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan 
kepada pejabat penyidik POLRI, dan hasil penyidikan diserahkan kepada 
penuntut umum melalui pejabat penyidik POLRI.

Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya 
telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.  Mekanisme hubungan 
koordinasi antara pejabat penyidik pegawai 
negeri sipil dengan pejabat penyidik POLRI dilakukan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 78
(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, 
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diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat 
(11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

(14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan 
hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan 
terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama, 
dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing 
ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan 
atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud 
dalam pasal ini dirampas untuk Negara.
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Penjelasan Pasal 78 Ayat (1), Ayat (2)
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 78 Ayat (3)
Selain pidana penjara dan denda kepada terpidana, pelanggaran terhadap 
Pasal 50 ayat (3) huruf d, juga dapat dikenakan hukuman pidana tambahan. 

Penjelasan Pasal 78 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7)
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 78 Ayat (8)
Ketentuan pidana yang dikenakan pada ayat ini merupakan pelanggaran 
terhadap kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh rakyat. Oleh 
karena itu sanksi pidana yang diberikan relatif ringan dan diarahkan untuk 
pembinaan. 

Penjelasan Pasal 78 Ayat (9), Ayat (10), Ayat (11),  Ayat (12), Ayat (13)
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 78 Ayat (14)
Yang termasuk badan hukum dan atau badan usaha, antara lain perseroan 
terbatas, perseroan komanditer (comanditer venootschaap), firma, koperasi, 
dan sejenisnya. 

Penjelasan Pasal 78 Ayat (15)
Yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, 
tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain. 

Pasal 79
(1) Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa 

temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara.

(2) Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan 
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang 
disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 79 
Cukup jelas.
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BAB XV
GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80
(1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-

undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana 
diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab 
perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat 
kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk 
biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang 
diperlukan.

(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha 
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, 
atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-
undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan 
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 80
Cukup jelas.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81
Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundangundangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-
undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di 
bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan 
undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan 
pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 82
Cukup jelas.
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka dinyatakan tidak 
berlaku:

1. Boschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 
Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 
1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 
Nomor 63;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823).

Penjelasan Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 83A1

Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan 
yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau 
perjanjian dimaksud.

Penjelasan Pasal 83A1
Cukup jelas.

Pasal 83B2

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Penjelasan Pasal 83B2
Cukup jelas.

Pasal 84
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Penjelasan Pasal 84
Cukup jelas.

1 Pasal Tambahan sesuai dengan Peraturan seusai UU Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Peneta-
pan Peraturan   Pemerintah Pegganti UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Kehutanan menjadi UU.    
2 Idem. 
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Agar semua orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
Pada tanggal 30 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 167

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I,
ttd.
LAMBOCK V. NAHATTANDS



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO.20 TAHUN 
2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Menimbang :
a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan 
nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar 1945;

b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga 
menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan 
nasional yang menuntut efisiensi tinggi;

c. Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena 
itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam 
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
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Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum.

2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang tentang Kepegawaian;
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana;
c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara 

atau daerah;
d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi 

yang menerima bantuan dari keuangan negara atau 
daerah; atau

e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain 
yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau 
masyarakat.

3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Penjelasan Pasal 1
Cukup jelas.

BAB II
TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, 
dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 
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paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup 
perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, 
yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang-
undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak 
sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam 
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan 
ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian 
negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, 
yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur 
perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah 
keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak 
pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-
dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana 
alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, 
penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak 
pidana korupsi. 

Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling 
sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penjelasan Pasal 3
Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.
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Pasal 4
Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak 
menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Penjelasan Pasal 4
Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka 
pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak 
menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya 
merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pasal 51

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri 
atau penyelenggara negara dengan maksud supaya 
pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang 
bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan 
sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan 
atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 

Penjelasan Pasal 5 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam Pasal ini 
adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian 
“penyelenggara negara” tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya 
dalam Undang-undang ini.

1 Perubahan sesuai dengan UU No.20 Tahun 2001  
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Pasal 62

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan 
maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang 
diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang 
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang 
pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat 
atau pendapat yang akan

c. diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan 
kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima 
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, 
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1).

 
Pasal 73

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat 
bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu 
menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan 
curang yang dapatmembahayakan keamanan orang atau 
barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan 
atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan 
perbuatancurang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang 
keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang 
yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam 
keadaan perang; atau

2 Idem
3 Idem
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d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang 
keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan 
perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang 
yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional 
Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 
membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam 
ayat(1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penjelasan Pasal 7
Dalam ketentuan ini, frasa “Angkatan Laut atau Angkatan Darat” yang dimuat 
dalam Pasal 388 KUHP harus dibaca “Tentara Nasional Indonesia”.

Pasal 84

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh 
ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai 
negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus 
menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang 
atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan 
uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, 
atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 

Pasal 95

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang 
diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau 
untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-
daftaryang khusus untuk pemeriksaan administrasi. 

Pasal 106

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 

4 Idem 
5 Idem
6 Idem
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(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima 
puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang 
diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau 
untuk sementara waktu, dengan sengaja:

a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak 
dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk 
meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, 
yang dikuasai karena jabatannya; atau

b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, 
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, 
atau daftar tersebut; atau

c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, 
atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar 
tersebut.

Pasal 117

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa 
hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan 
yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang 
yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan 
jabatannya. 

Pasal 128

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah 
atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau 
janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan 
dengan kewajibannya

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, 
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan 

7 Idem 
8 Idem
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sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya;

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau 
patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk 
diadili;

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, 
menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga 
bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau 
pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang 
diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 
atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang 
memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran 
dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya 
sendiri;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 
menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong 
pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau 
penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai 
utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan 
merupakan utang;

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 
menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau 
penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, 
padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 
menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di 
atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan 
perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal 
diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan 
peraturan perundangundangan; atau

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun 
tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, 
pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, 
untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau 
mengawasinya.
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Penjelasan Pasal 12 Huruf d
Yang dimaksud dengan “advokat” adalah orang yang berprofesi memberi 
jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi 
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku

Pasal 12 A9

(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 
10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi 
yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 
5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah).

Pasal 12 B10

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara 
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya 
dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan 
ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan 
merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap 
dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit 
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 12 B Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam 
arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, 

9 Idem 
10 Idem
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pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan 
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri 
dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa 
sarana elektronik.

Pasal 12 C11

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak 
berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya 
kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan 
wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik 
negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 13
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan 
mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau 
kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada 
jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus 
lima puluh juta rupiah).

Pasal 14
Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara 
tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang 
tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam 
Undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 14
Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini” 
adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

11 idem
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Pasal 15
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan 
jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang 
sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan 
Pasal 14.

Penjelasan Pasal 15
Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada 
percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 
(satu pertiga) dari ancaman pidananya.

Pasal 16
Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan 
bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi` tindak pidana 
korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana 
korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai 
dengan Pasal 14.

Penjelasan Pasal 16
Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana 
korupsi yang bersifat tradisional atau lintas batas teritorial sehingga segala 
bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar 
negara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

Yang dimaksud dengan “bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan” 
dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17
Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18
(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang 

tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan 
untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, 
termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak 
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pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang 
menggantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari 
tindak pidana korupsi;

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, 
yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada 
terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) 
bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan 
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi 
untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 
tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai 
dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana 
tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Penjelasan Pasal 18 Ayat 1 huruf c
Yang dimaksud dengan “penutupan seluruh atau sebagian perusahaan” 
adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara 
waktu sesuai dengan putusan pengadilan.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (3)
Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka 
Negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai 
hasil lelang atas barang tersebut.

Pasal 19
(1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan 

kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga 
yang beritikad baik akan dirugikan.

(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, 
maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan 
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kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 
(dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka 
untuk umum.

(3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan 
pengadilan.

(4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim 
meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.

(5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkaman Agung oleh 
pemohon atau penuntut umum.

Pasal 20
(1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu 

korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak 
pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam 
lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka 
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap 
sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya 
pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka 
panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan 
tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus 
atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya 
pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 
(satu pertiga).

Penjelasan Pasal 20 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang 
menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan 
anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki 
kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat 
dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
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BAB III
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN

DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 21
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau 
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa 
ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau 
denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, 
atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi 
keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling 
sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23
Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau 
Pasal 430 Kitab Undangundang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan 
atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 24
Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau 
denda paling banyak Rp. 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG 

PENGADILAN
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Pasal 25
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam 
perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna 
penyelesaian secepatnya.

Penjelasan Pasal 25
Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-undang 
ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara 
tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses 
peradilan.

Pasal 26
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 
tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang 
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 26
Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan 
penyadapan (wiretaping)

Pasal 26 A12

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, 
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang 
serupa dengan itu; dan

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat 
dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan 
atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, 
benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara 
elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 
huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Penjelasan Pasal 26 A Huruf a
Yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik” misalnya data yang 
disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) 
atau Write Once Read Many (WORM). Yang dimaksud dengan “alat optik 
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atau yang serupa dengan itu” dalam ayat ini tidak terbatas pada data 
penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik 
(e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Pasal 27
Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka 
dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Penjelasan Pasal 27
Yang dimaksud dengan “tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya”, 
antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar 
modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang 
moneter dan keuangan yang :

a. bersifat lintas sektoral;
b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
c. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai 

Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-
undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 28
Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan 
tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, 
dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang 
diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan 
tersangka.

Pasal 29
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di 

sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang 
meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan 
tersangka atau terdakwa.

(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan 
diterima secara lengkap.
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(4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank 
untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa 
yang diduga hasil dari korupsi.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa 
tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut 
umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Penjelasan Pasal 29 Ayat (1)
Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan 
penuntutan, pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap 
memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan Instansi terkait.

Penjelasan Pasal 29 Ayat (4)
Yang dimaksud dengan”rekening simpanan” adalah dana yang dipercayakan 
oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana 
dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk 
lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (custodian) dan 
penyimpanan barang atau surat berharga (safe deposit box).

Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga 
obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut.

Pasal 30
Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman 
melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai 
hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Penjelasan Pasal 30
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada penyidik 
dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam 
Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa 
atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua 
Pengadilan Negeri.

Pasal 31
(1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi 

dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi 
dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang 
memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.
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Penjelasan Pasal 31 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang 
memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak 
pidana korupsi danbukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana.

Penjelasan Pasal 31 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” 
adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil 
temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Penjelasan Pasal 31 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “putusan bebas” adalah putusan pengadilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 32
(1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu 

atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, 
sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, 
maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan 
tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan 
perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk 
mengajukan gugatan.

(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak 
menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan 
negara.

Pasal 33
Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, 
sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka 
penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut 
kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang 
dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Penjelasan Pasal 33
Yang dimaksud dengan “ahli waris” dalam Pasal ini adalah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 34
Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di 
siding pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan 
negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita 
acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan 
kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap 
ahli warisnya.

Pasal 35
(1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, 

kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, 
anak, dan cucu dari terdakwa.

(2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki 
dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.

(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka 
dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Pasal 36
Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat 
atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama 
yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Penjelasan Pasal 36
Yang dimaksud dengan “petugas agama” dalam Pasal ini adalah hanya 
petugas agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang 
dipercayakan untuk menyimpan rahasia.

Pasal 37
(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak 

melakukan tindak pidana korupsi.
(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan 

tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh 
pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak 
terbukti.

Penjelasan Pasal 37 Ayat (1)
Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian 
terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan 
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hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang 
berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan 
menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

Penjelasan Pasal 37 Ayat (2)
Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut 
undang-undang (negatief wettelijk). 

Pasal 37 A
(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta 

bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda 
setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan 
dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang 
tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan 
kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa 
terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, 
Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai 
dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap 
berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38
(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di 

sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat 
diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan 
dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan 
saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya 
dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan 
oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor 
Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

(4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan 
dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah 
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melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut 
umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

(6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak 
dapat dimohonkan upaya banding.

(7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan 
kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Penjelasan Pasal 38 Ayat (1)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan 
negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan 
diputus oleh hakim.

Penjelasan Pasal 38 Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “putusan” yang diumumkan atau diberitahukan 
adalah petikan surat putusan pengadilan

Penjelasan Pasal 38 Ayat (5)
Ketentuan dalam ayat ini, dimaksudkan pula untuk menyelamatkan kekayaan 
negara.

Penjelasan Pasal 38 Ayat (7)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga 
yang beritikad baik. Batasan waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksudkan untuk 
menjamin dilaksanakannya eksekusi terhadap barang-barang yang memang 
berasal dari tindak pidana korupsi.

Pasal 38 A13

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan 
pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penjelasan Pasal 38 B
Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan 
pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak 
pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 
16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini 
sebagai tindak pidana pokok.
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Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut 
dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan 
prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.
Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah 
alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa 
dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan 
pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pasal 38 B14

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana 
korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, 
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib 
membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum 
didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak 
pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari 
tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh 
atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan 
tuntutannya pada perkara pokok.

(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa 
pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan 
dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa 
pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (4).

(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala 
tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta 
benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus 
ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C15

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau 

14 Idem
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patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan 
perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat 
(2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan 
atau ahli warisnya.

Penjelasan Pasal 38 C
Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi 
rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang 
menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari 
tindak pidana korupsi.

Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh 
kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk 
melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya 
terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan 
memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-
undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-
undang tersebut.

Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk 
mewakili negara.

Penjelasan Pasal Pasal 39
Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-
sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Penjelasan Pasal 39
Yang dimaksud dengan “mengkoordinasikan” adalah kewenangan Jaksa 
Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Pasal 40
Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di 
lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.
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BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41
(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diwujudkan dalam bentuk :
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi 

adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, 

memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan 
telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum 
yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara 
bertanggung jawab kepada penegak hukum yang 
menangani perkara tindak pidana korupsi;

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang 
laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, b, dan c;
2. diminta hadir dalam proses penyelidikan, 

penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai 
saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;

3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
korupsi.

4. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan 
berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan dengan menaati norma agama 
dan norma sosial lainnya.

5. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan 
peran serta masyarakat dalam pencegahan 
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dan pemberantasan tindak pidana korupsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 41 Ayat (1)
Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penjelasan Pasal 41 Ayat (2) Huruf e
Perlindungan hukum terhadap pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa 
aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 42
(1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat 

yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, 
atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

(2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 42 Ayat (1)
Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam mengungkap tindak 
pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan baik 
berupa piagam maupun premi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43
(1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang 

ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.

(2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan 
wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri 
atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, 
pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan 
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Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ayat (2), dan ayat (3) 
diatur dengan Undang-undang.

Pasal 43 A16

(1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang 
menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 
5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang 
ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 
7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang 
terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini 
diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana 
penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 
5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini. 

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), 
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

16 Sesuai dengan  UU No.20 Tahun 2001
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.

                                                                                                      Disahkan di 
Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1999 NOMOR: 140





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 TAHUN 2004 

TENTANG 
PERKEBUNAN 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: 
a. bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, 

sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang 
dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan potensi 
yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional 
termasuk di dalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 
secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya 
serta ditingkatkan fungsi dan peranannya; 

c. bahwa perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber 
daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, 
profesional, dan bertanggung jawab; 

d. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya 
dapat dijadikan landasan untuk penyelenggaraan perkebunan yang 
sesuai denga perkembangan lingkungan strategis; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkebunan 
perlu diatur dalam suatu undang-undang; 

Mengingat: 
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEBUNAN: 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman 
tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam 
ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan 
jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan 
kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 

2. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman 
tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan 
sebagai tanaman perkebunan  

3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/
atau jasa perkebunan 

4. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan 
perkebunan yang mengelola usaha perkebunan  

5. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang 
melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai 
skala tertentu 

6. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga 
negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum 
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha 
perkebunan dengan skala tertentu 

7. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada 
luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal 
dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha. 

8. Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan 
dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan 
yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi. 

9. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari 
perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk 
sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya. 

10. Agribisnis perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat 
kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, 
subsistem pemasaran dan subsistem jasa lainnya. 

11. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat  
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12. Provinsi adalah pemerintah provinsi 
13. Kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota 
14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

perkebunan. 

Penjelasan Pasal 1
Cukup jelas.

Bagai Kedua 
Asas, Tujuan dan Fungsi

 
Pasal 2 

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan 
berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

Penjelasan Pasal 2
Yang dimaksud dengan asas manfaat dan berkelanjutan adalah bahwa 
penyelenggaraan perkebunan harus dapat meningkatkan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan 
hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan 
perkebunan harus dilakukan dengan memadukan subsistem produksi, 
pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan. Yang dimaksud dengan 
asas kebersamaan adalah bahwa agar dalam setiap penyelenggaraan 
perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling 
keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha 
perkebunan. 

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa penyelenggaraan 
perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan 
didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas berkeadilan adalah bahwa agar dalam setiap 
penyelenggaraan perkebunan harus memberikan peluang dan kesempatan 
yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan 
kemampuannya. Bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan 
dengan memperhatikan kepentingan nasional, antardaerah, antarwilayah, 
antarsektor, dan antarpelaku usaha perkebunan.
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Pasal 3 
Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan: 

a. meningkatkan pendapatan masyarakat; 
b. meningkatkan penerimaan negara; 
c. meningkatkan penerimaan devisa negara; 
d. menyediakan lapangan kerja; 
e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing; 
f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam 

negeri; dan 
g. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara 

berkelanjutan. 

Penjelasan Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4 
Perkebunan mempunyai fungsi: 

a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 
serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; 

b. ekologi, yaitu peninkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, 
penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan  

c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. 

Penjelasan Pasal 4 Huruf a, Huruf b
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 4 Huruf c
Penyelenggaraan perkebunan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu 
bangsa dimaksudkan bahwa penerapan kemitraan usaha perkebunan 
serta kesamaan budaya agraris mampu menciptakan kondisi saling 
ketergantungan, keterkaitan secara sinergis antar pelaku usaha maupun 
antar wilayah.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup 

Pasal 5 
Ruang lingkup pengaturan perkebunan meliputi: 

a. perencanaan; 
b. penggunaan tanah; 
c. pemberdayaan dan pengelolaan usaha; 
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d. pengolahan dan pemasaran hasil; 
e. penelitian dan pengembangan; 
f. pengembangan sumber daya manusia; 
g. pembiayaan; dan  
h. pembinaan dan pengawasan. 

Penjelasan Pasal 5
Cukup Jelas.

BAB II 
PERENCANAAN PERKEBUNAN 

Pasal 6 
(1) Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah, 

pedoman, alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan 
perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

(2) Perencanaan perkebunan terdiri dari perencanaan nasional, 
perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota. 

(3) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dengan 
memperhatikan kepentinagan masyarakat. 

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perencanaan perkebunan adalah perencanaan 
makro baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, bukan perencanaan 
usaha/perencanaan mikro yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7 
(1) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

dilakukan berdasarkan: 
a. rencana pembangunan nasional; 
b. rencan tata ruang wilayah; 
c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk 

usaha perkebunan; 
d. kinerja pembangunan  
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e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
f. sosial budaya; 
g. lingkungan hidup; 
h. kepentingan dan masyarakat; 
i. pasar; dan  
j. aspirasi daerah dengantetap menjunjung tinggi keutuhan 

bangsa dan negara. 
(2) Perencanaan perkebunan mencakup: 

a. wilayah; 
b. tanaman perkebunan; 
c. sumber daya manusia; 
d. kelembagaan; 
e. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir; 
f. saran dan prasaran; dan  
g. pembiayaan. 

Penjelasan Pasal 7 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Huruf a
Wilayah mencakup, antara lain, ketersediaan hamparan lahan yang menurut 
agroklimat sesuai untuk usaha perkebunan, perlindungan wilayah geografis 
bagi komoditas perkebunan spesifik lokasi, dan kawasan pengembangan 
industri masyarakat perkebunan.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Huruf b
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Huruf c
Sumber daya manusia perkebunan mencakup pelaku usaha perkebunan, 
tenaga kerja perkebunan,serta aparat Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/
kota yang terkait di bidang perkebunan.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Huruf d
Kelembagaan perkebunan mencakup, antara lain, kelembagaan pelaku 
usaha perkebunan dan kelembagaan layanan Pemerintah, provinsi, dan 
kabupaten/kota.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Huruf c
Keterkaitan dan keterpaduan hulu hilir maksudnya seluruh kegiatan 
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perencanaan diselenggarakan dengan memperhatikan pendekatan sistem 
dan usaha agribisnis untuk membangun sinergi.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Huruf f
Sarana perkebunan meliputi, antara lain, bibit, pupuk, pestisida, alat dan 
mesin, sedangkan prasarana meliputi, antara lain, jalan, jembatan, dan 
saluran irigasi.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Huruf g
Pembiayaan mencakup sumber dan komponen pembiayaan yang diperlukan 
dalam penyelenggaraan usaha perkebunan.

Pasal 8 
Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 
Pasal 7 harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta 
dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel. 

Penjelasan Pasal 8
Yang dimaksud dengan partisipatif adalah proses penyusunan rencana yang 
melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak terkait. 

Yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa rencana nasional, provinsi 
dan kabupaten/kota disusun secara terkoordinasi, terintegrasi, dan 
tersinkronisasi.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah bahwa informasi mengenai 
perencanaan dapat diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah bahwa perencanaan tersebut 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bab III 
Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan 

Pasal 9 
(1) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku 

usaha sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah 
yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak 
guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
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(2) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat 
masyarakat hukum adat yang menurut kenyataanya masih ada, 
mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat 
hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas 
tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai 
penyerahan tanah dan imbalannya. 

Penjelasan Pasal 9 Ayat (1)
Pemberian hak milik dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas 
permohonan pekebun. Pemberian hak guna usaha dilakukan oleh pejabat 
yang berwenang atas tanah negara berdasarkan permohonan
perusahaan perkebunan. Pemberian hak guna bangunan dilakukan oleh 
pejabat yang berwenang atas permohonan pelaku Usaha perkebunan 
apabila diperlukan dalam area perkebunannya.

Pemberian hak pakai dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas tanah 
negara sesuai dengan
peruntukannya.

Penjelasan Pasal 9 Ayat (2)
Masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, jika 
memenuhi unsur:

a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgememschaft);
b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang 

masih ditaati; dan
e. ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

Musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan para 
warga pemegang hak alas tanah tidak selamanya diikuti dengan pemberian 
hak alas tanah.

Pasal 10 
(1) Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan 

luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian 
hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang 
pertanahan.
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(2) Dalam menetapkan luas maksimum dan luas minimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Menteri berpedoman pada jenis tanaman 
ketersediaan tanah yang sesuai dengan agroklimat, modal, kapasitas 
pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, 
kondisi geografis dan perkembangan teknologi. 

(3) Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang 
mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas 
minimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). 

(4) Pemindahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dinyatakan tidak sah dan tidak dapat didaftarkan. 

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1), Ayat (2)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (3)
Larangan pemindahan hak tersebut bertujuan agar tanah perkebunan 
dengan batas minimum tidak terjadipemecahan yang dapat mengubah 
peruntukan dan penggunaan tanahnya, sehingga tidak memenuhiskala 
usaha yang dipersyaratkan.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11 
(1) Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka 

waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun. 
(2) Jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), atas 

permohonan pemegang hak diberikan perpanjangan waktu paling 
lama 25 (dua puluh lima) tahun oleh instansi yang berwenang 
di bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan yang 
bersangkutan menurut penilaian Menteri memenuhi seluruh 
kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan 
ketentuan teknis yang ditetapkan. 

(3) Setelah jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berakhir, atas permohonan bekas pemegang hak 
diberikan hak guna usaha baru, dengan jangka waktu sebagaimana 
yang ditentukan pada ayat (1) dan persyaratan yang ditentukan 
sebagaimana dimsaksud pada ayat (2). 

Penjelasan Pasal 11 Ayat (1)
Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 11 Ayat (2)
Pengaturan mengenai penilaian oleh Menteri dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian usaha bagi perusahaan perkebunan yang secara 
nyata dan beriktikad baik dalam mengelola usaha perkebunan, sehingga 
memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, masyarakat sekitar, dan negara.

Penjelasan Pasal 11 Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12 
Menteri dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang di bidang 
pertanahan untuk menghapus hak guna usaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1), apabila menurut penilaian Menteri hak guna usaha 
yang bersangkutan tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana ayat 
dipersyaratkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak 
diberikan hak guna usaha yang bersangkutan. 

Penjelasan Pasal 12
Di samping tidak melaksanakan syarat-syarat dalam rangka pemberian hak 
dan ditelantarkannya tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, hak 
guna usaha juga dapat dihapuskan karena sebab-sebab lain, sebagai mana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, antara 
lain:

1. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan 
pemberian atau perpanjangan haknya;

2. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka 
waktunya berakhir;

3. dicabut haknya;
4. tanahnya musnah;
5. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka 

waktunya berakhir karena:
a. tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau 

dilanggarnya ketentuan/syarat dalam surat keputusan pemberian/
perpanjangan haknya; dan

b. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. subjek haknya tidak memenuhi syarat lagi.



131Undang-Undang No. 18 Tahun 2004

BAB IV 
PEMBERDAYAAN DAN PENGOLAHAN 

USAHA PERKEBUNAN 
Bagian Kesatu 

Pelaku Usaha Perkebunan 

Pasal 13 
(1) Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia 

oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan 
perkebunan. 

(2) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang 
melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku 
usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia. 

(3) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikenakan sanksi berupa larangan membuka usaha perkebunan. 

Penjelasan Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14 
(1) Pengalihan kepemilikan badan hukum pelaku usaha perkebunan 

yang belum terbuka dan/atau mengalami kepailitan kepada 
badan hukum asing, terlebih dahulu harus mendapat saran dan 
pertimbangan dari Menteri. 

(2) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
didasarkan pada kepentingan nasional.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (1)
Pengaturan perlunya mendapat saran dan pertimbangan dari Menteri 
dimaksudkan agar usaha perkebunan yang telah mendapat fasilitas dari 
negara tidak dialihkan kepemilikannya kepada pihak asingdengan iktikad 
tidak baik, dan tidak mendatangkan peningkatan pendapatan masyarakat.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kepentingan nasional adalah suatu pendekatan yang 
bertujuan menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan 
keamanan nasional.
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Bagian Kedua 
Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan  

Pasal 15 
(1) Usaha perkebunan terdiri atas budi daya tanaman perkebunan dan/

atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan. 
(2) Usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, 
pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. 

(3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku 
utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah 

(4) Industri Pengolahan hasil perkebunan merupakan pengolahan 
hasil perkebunan uang bahan bakunya karena menurut sifat dan 
karakteristiknya tidak dapat dipisahkan dengan usaha budi daya 
tanaman perkebunan terdiri dari gula pasir dari tebu, teh hitam dan 
teh hijau serta ekstraksi kelapa sawit

(5)  Penambahan atau pengurangan jenis usah industri pengolahan hasil 
perkebunan sebagimana  dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sortasi adalah kegiatan pemilihan dan pemilahan 
hasil perkebunan.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (3), Ayat (4)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (5)
Dalam rangka mengikuti perkembangan di bidang teknik budi daya, teknologi 
pengolahan, dan transportasi, jenis-jenis komoditas dimaksud pada ayat (4) 
dapat ditambah atau dikurangi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah 
setelah berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang 
industri.

Pasal 16 
Jenis tanaman perkebunan pada usaha budi daya tanaman perkebunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayar (1) ditetapkan oleh Menteri 
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Penjelasan Pasal 16 
Cukup Jelas.

Pasal 17 
(1) Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan 

tanah tertentu dan/atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan 
dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha 
perkebunan. 

(2) Kewajiban memperoleh izin usaha perkebunan sebagimana 
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perkebunan. 

(3) Luasan tanah tertentu untuk usaha budi daya tanaman perkebunan 
dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha industri pengelolaan hasil 
perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetepkan oleh 
Menteri berdasarkan jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, dan 
modal. 

(4) Usaha industri pengelolaan hasil perkebunan harus dapat menjamin 
ketersediaan bahan bakunga dengan mengusahakan budi daya 
tanaman perkebunan sendiri, melakukan kemitraan dengan pekebun, 
perusahaan perkebunan, dan/atau bahan baku dari sumber lainnya. 

(5) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan 
Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota. 

(6) Pelaku usaha perkebunan yang telah mendapat izin usaha 
perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya 
secara berkala sekurangkurangnya 1 tahun sekali kepada pemberi 
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

(7) Kekentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin 
usaha perkebunan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
serta laporan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) ditetapkan oleh Menteri. 

Penjelasan Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (4)
Kewajiban melakukan kemitraan dimaksudkan untuk menjamin pasar 
bagi pekebun dengan prioritas yang berada di lingkungan usaha industri 
pengolahan hasil perkebunan yang bersangkutan pada tingkat harga yang 
wajar.
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Di samping itu, ketentuan ini juga dimaksudkan untuk memberikan nilai 
tambah yang lebih besar kepada pekebun sebagai salah satu upaya 
pemberdayaan pekebun.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (5)
Apabila lahan usaha perkebunan melintas lebih dari satu wilayah Provinsi, 
maka izin diberikan oleh masing-masing provinsi yang bersangkutan. 
Pemberian izin usaha pada wilayah khusus seperti Provinsi Papua dan 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disesuaikan dengan Undang-undang 
yang berlaku.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (6)
Laporan perkembangan usaha meliputi, antara lain, perkembangan 
pelaksanaan perizinan, pelaksanaan kemitraan, kegiatan lapangan, pabrik 
pengolahan, pemasaran, dan pengelolaan lingkungan.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (7)
Hal-hal pokok yang diatur dalam keputusan Menteri meliputi persetujuan 
prinsip, pemenuhan persyaratan, antara lain, kemitraan, tata cara, 
pemberian, penolakan, dan pencabutan izin usaha perkebunan, serta 
kewajiban penyampaian laporan.

Bagian Ketiga 
Pemberdayaan Usaha Perkebunan 

Pasal 18 
(1) Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, 

propinsi, dan kabupaten/kota bersama palaku usaha perkebunan 
serta lembaga terkait lainnya. 

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan; 
b. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan 

peraturan perusing-undangan; 
c. memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil perkebunan; 
d. mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri; 
e. mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan; 

dan/atau 
f. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta informasi. 
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Penjelasan Pasal 18 Ayat (1)
Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan melalui fasilitasi kepada 
pelaku usaha perkebunan diutamakan kepada pekebun agar mampu 
mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya.

Yang dimaksud dengan lembaga terkait, antara lain, lembaga keuangan baik 
bank maupun nonbank, asosiasi komoditas, asosiasi pemasaran, asosiasi 
penelitian perkebunan, penyedia jasa sarana, dan prasarana produksi 
perkebunan.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19 
(1) Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota mendorong dan memfasilitasi 

pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun, 
serta asosiasi pekebun erdasarkan jenis tanaman yang 
dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan. 

(2) Untuk membangun sinergi antarpelaku usaha agribisnis perkebunan. 
(3) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya dewan 

komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan 
komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan 
perkebunan. 

Penjelasan Pasal 19 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 19 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dewan komoditas adalah suatu wadah berhimpunnya 
semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang mengusahakan 
komoditas strategis perkebunan yang sejenis untuk meningkatkan kerja 
sama, koordinasi, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada 
Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas perkebunan.

Yang dimaksud dengan komoditas strategi perkebunan adalah komoditas 
perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, 
ekonomi, dan lingkungan, antara lain, kelapa sawit, karet, kakao, kopi, tebu, 
dan tembakau.
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Pasal 20 
Pelaku usaha perkebunan melakukan usaha perkebunan dikoordinasikan 
oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di 
sekitarnya. 

Penjelasan Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 211 (Dicabut dan Tidak Berlaku) 
Setiap orang dilarang melakukan pengamanan usaha kerusakan kebun 
dan/atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau 
tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usah perkebunan.

Penjelasan Pasal 21
Yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan 
kebun adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada tanaman, 
antara lain, penebangan pohon, panen paksa, atau pembakaran sehingga 
kebun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan 
penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah 
tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya 
usaha perkebunan adalah, antara lain, tindakan yang mengganggu 
pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun 
sebagaimana mestinya.

Bagian Keempat 
Kemitraan Usaha Perkebunan 

Pasal 22 
(1) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling 

menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling 
memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, 
dan masyarakat sekitar perkebunan. 

(2) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), polanya dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, 
kerja sama produksi, pengelolaan dan pemasaran, transportasi, kerja 
sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya. 

1 Menurut Putusan MK Nomor 55/PUU-VII/2010
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha perkebunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. 

Penjelasan Pasal 22 Ayat (1)
Ketentuan kemitraan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan 
karyawan, pekebun dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, 
kesinambungan, dan keutuhan usaha perkebunan.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (2), Ayat (3)
Cukup jelas.

Bagian Kelima 
Kawasan Pengembangan Perkebunan 

Pasal 23 
(1) Usaha perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam 

agribisnis perkebunan dengan pendekatan kasawan pengembangan 
perkebunan. 

(2) Dalam kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perkebunan dapat melakukan 
diversifikasi usaha. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan 
perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan pengembangan perkebunan adalah wilayah 
pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan 
sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (2)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (3)
Pengaturan kawasan pengembangan perkebunan ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah yang berisi, antara lain, potensi, rancang bangun, 
pengusulan dan penetapan pengembangan kawasan agribisnis masyarakat 
perkebunan, pengembangan jejaring (networking), dan ketentuan lain yang 
menunjang pengembangan kawasan perkebunan.
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Bagian Keenam 
Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produksi Perkebunan 

Spesifik Lokasi 

Pasal 24 
(1) Wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang 

bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi 
geografis. 

(2) Wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi 
kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan. 

(3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan 
sebagimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa 
wajib membatal-alihkan fungsi yang bersangkutan dan wajib 
mengembalikan wilayah geografis kepada fungsi semula. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah geografis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi jenis tanaman 
perkebunan dan hubungannya dengan cita rasa spesifik hasil 
tanaman tersebut serta tata cara penetapan batas wilayah ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Penejelasan Pasal 24 Ayat (1)
Pengaturan perlindungan wilayah geografis dimaksudkan untuk menunjukkan 
daerah asal suatu komoditas perkebunan yang karena faktor lingkungan 
geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua 
faktor tersebut, memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada komoditas
perkebunan yang dihasilkan dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya. 
Sebagai contoh, tembakau Deli tumbuh optimal dengan cita rasa spesifik 
apabila ditanam pada wilayah sekitar Sungai Wampu dan Sungai Ular. 
Apabila ditanam di daerah lain walaupun agro-ekosistemnya mirip dan 
menggunakan teknologi yang sama, cita rasa spesifiknya tidak muncul.

Penejelasan Pasal 24 Ayat (2)
Perubahan fungsi tanah dari wilayah yang dilindungi dengan indikasi 
geografis menjadi fungsi yang lain, misalnya perubahan jenis komoditas, 
atau bahkan untuk kepentingan permukiman industri dilarang.

Penejelasan Pasal 24 Ayat (3), Ayat (4)
Cukup jelas.
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Bagian Ketujuh 
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup 

Pasal 25 
(1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya. 
(2) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha 
perkebunan perusahaan perkebunan wajib : 

a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup 
atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 
pemantauan lingkungan hidup; 

b. memiliki analisis dan manajemen risiko yang menggunakan 
hasil rekayasa genetik; 

c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan 
sarana, prasarana, dan system tanggap darurat yang 
memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam 
pembukaan dan /atau pengolahan lahan. 

(3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah 
dan menanggulangi kerusakannya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan 
perkebunan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan 
hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 
pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen 
risiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya. 

(4) Setiap perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagiamana dimaksud pada ayat (2) ditolak permohonan izin 
usahanya. 

(5) Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha 
perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak 
lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan 
upaya pemantauan lingkungan hidup sebagimana dimaksud pada 
ayat (3) dicabut izin usahanya. 

Penjelasan Pasal 25 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup 
di dalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan 
perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari 
pelaku usaha perkebunan. Dalam hal ini; Pemerintah, provinsi, dan 
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kabupaten/kota berkewajiban membina dan memfasilitasi pemeliharaan 
kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada pekebun.

Penjelasan Pasal 25 Ayat (2) Huruf a
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang 
harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha perkebunan 
yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting 
terhadap lingkungan hidup. Sedangkan bagi pelaku usaha yang usaha 
atau kegiatannya kemungkinan tidak menimbulkan dampak besar dan 
penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan 
lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pekebun tidak diwajibkan membuat analisis mengenai dampak lingkungan 
hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup. Namun demikian, dalam hal kegiatan perkebun secara 
bersama-sama pada satu hamparan yang secara luasan berdampak 
terhadap kerusakan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah, provinsi, dan/atau 
kabupaten/kota membina dan memfasilitasi pembuatan analisis mengenai 
dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan 
upaya pemantauan lingkungan hidup kawasan perkebunan.

Adapun kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau 
kegiatan terhadap lingkungan hidup mengacu kepada peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup yaitu, antara lain:

a. jumlah manusia yang akan terkena dampak;
b. luas wilayah persebaran dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
e. sifat kumulatif dampak;
f. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Penjelasan Pasal 25 Ayat (2) Huruf b
Kewajiban analisis dan manajemen risiko dibebankan kepada perusahaan 
yang memproduksi dan/atau memasarkan benih hasil rekayasa genetik agar 
memenuhi kaidah-kaidah keamanan hayati dan keamanan pangan/pakan.

Penjelasan Pasal 25 Ayat (2) Huruf c
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 25 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5)
Cukup jelas.
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Pasal 26
Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah 
lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan 
kerusakan fungsi lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 26
Kriteria pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup mengikuti 
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB V 
PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN 

Pasal 27 
(1) usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dilakukan untuk 

memperoleh nilai tambah melalui penerapan system dan usaha 
agribisnis perkebunan. 

(2) Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota melakukan pembinaan dalam 
rangka pengembangan usaha industri pengolahan hasil perkebunan 
untuk memberikan nalai tambah yang maksimal. 

(3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat dilakukan di 
dalam atau di luar kawasan pengembangan perkebunan, dan 
dilakukan secara terpadu dengan usaha budi daya tanaman 
perkebunan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha 
industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budi daya 
tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) ditetapkan dengah Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 27 Ayat (1)
Nilai tambah dari kegiatan usaha industri pengolahan hasil perkebunan 
harus dinikmati secara berkeadilan oleh semua pihak yang terlibat dalam 
usaha perkebunan, termasuk pekebun yang bergerak di bidang budi daya 
tanaman perkebunan melalui berbagai pola kemitraan dengan usaha industry 
pengolahan hasil perkebunan.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pembinaan adalah memfasilitasi, memberikan 
pedoman, kriteria, standar dan pelayanan informasi yang meliputi, antara 
lain, sumber dan potensi bahan baku, teknologi pengolahan, sarana dan 
prasarana, serta permodalan.
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Penjelasan Pasal 27 Ayat (3)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (4)
Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pembinaan 
dan keterpaduan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha 
budi daya tanaman perkebunan meliputi, antara lain, jaminan ketersediaan 
bahan baku dalam kaitannya dengan kapasitas industri pengolahan hasil
perkebunan, peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, 
peningkatan pendapatan pekebun, jenis dan kualitas hasil usaha industri 
pengolahan hasil perkebunan, dan sanksi administrasi bagi perusahaan 
perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban.

Pasal 28 
(1) Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan 

yang berdaya saing, Pemerintah menetapkan system mutu produk 
olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil 
perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

(2) Ketentuan tentang penerapan, pembinaan, dan pengawasan sistem 
mutu produk olahan hasil perkebunan serta pedoman industri 
pengelolaan hasil perkebunan ditetapkan oleh Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1)
Penetapan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan 
benar (good processing practices) didasarkan pada sifat pengolahan hasil 
perkebunan.

Penjelasan Pasal 28 Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29 
Industri pengolah hasil perkebunan dilakukan berdasarkan peraturan 
perundangundangan di bidang perindustrian, kecuali untuk hal-hal yang 
diatur dalam undangundang ini. 

Penjelasan Pasal 29
Cukup Jelas
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Bagian Kedua 
Pemasaran Hasil Perkebunan 

Pasal 30 
(1) Pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi 

komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat 
bekerja sama menyelenggarakan informasi pasar, promosi dan 
menumbuhkembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun di 
luar negeri. 

(2) Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota memfasilitasi kerja sama 
antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi 
komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

Penjelasan Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31 
Setiap pelaku usaha perkebunan dalam melakukan pengolahan, peredaran, 
dan atau pemasaran hasil perkebunan dilarang : 

a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan; 
b. menggunakan bahan penolong untuk pengolahan; dan/atau 
c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain; 

yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak 
fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak 
sehat. 

Penjelasan Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32 
Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang mengiklankan hasil usaha 
perkebunan yang menyesatkan konsumen. 

Penjelasan Pasal 32
Cukup Jelas. 

Pasal 33 
Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang menadah hasil usaha perkebunan 
yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian. 
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Penjelasan Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34 
Pemasaran hasil industri perkebunan dilakukan berdasarkan peraturan 
perundang-undang di bidang perdagangan.

Penjelasan Pasal 34
Cukup Jelas.

BAB VI 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN 

Pasal 35 
Penelitian dan pengembangan perkebunan dimaksudkan untuk 
menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam 
pengembangan usaha perkebunan agar berdaya saing tinggi dan ramah 
lingkungan dengan menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal. 

Penjelasan Pasal 35
Ketentuan menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal dimaksudkan 
agar penerapan teknologi untuk pengembangan usaha perkebunan di 
suatu wilayah dapat bersinergi dengan kebiasaan, tradisi, adat, agama, dan 
budaya setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat agar mencapai 
hasil yang optimal.

Pasal 36 
(1) Penelitian dan pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan 

oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan 
pengembangan pemerintah dan/atau swasta, serta lembaga 
penelitian dan pengembangan lainnya. 

(2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan 
pengembangan pemerintah dan/atau swasta, serta lembaga 
penelitian dan pengembangan lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (10 dapat melakukan kerja sama dengan : 

a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan; 
b. pelaku usah perkebunan; 
c. asosiasi komoditas perkebunan; 
d. organisasi profesi terkait; dan/atau 
e. lembaga penelitian dan pengembangan perkebunan asing. 
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(3) Pemerintah, perguruan tinggi, kabupaten/kota dan/atau pelaku 
usaha perkebunan dalam hal tertentu menyediakan fasilitas untuk 
mendukung peningkatan kemampuan pelaksana penelitian dan 
pengembangan untuk menguasasi dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi perkebunan. 

(4) Pemerintah, perguruan tinggi, kabupaten/kota mendorong agar 
pelaku usaha perkebunan baik secara sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama membentuk unit penelitian dan pengembangan 
perkebunan atau melakukan kemitraan antara pelaku usaha, 
pelaksana penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi. 

(5) Perorangan warga negara asing dan/atau lembaga penelitian 
dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan 
pengembangan perkebunan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu 
dari instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(6) Pemerintah, perguruan tinggi, kabupaten/kota melalui instrumen 
kebijakannya memotivasi pelaku usaha perkebunan asing untuk 
melakukan alih teknologi. 

Penjelasan Pasal 36 Ayat (1)
Lembaga penelitian dan pengembangan lainnya di antaranya adalah 
Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) berbadan hukum.

Penjelasan Pasal 36 Ayat (2)
Kerja sama di sini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem informasi 
manajemen penelitian dan pengembangan.

Organisasi profesi, antara lain, Persatuan Agronomi Indonesia (PERAGI), 
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Ikatan Ahli Gula 
Indonesia (IKAGI),dan lain-lain.

Penjelasan Pasal 36 Ayat (3)
Penyediaan fasilitas dalam hal tertentu untuk mendukung peningkatan 
kemampuan lembaga penelitian, antara lain, berupa kemudahan perizinan 
penelitian, kemudahan pemasukan sarana/prasarana penelitian dari luar 
negeri, akses penggunaan sarana/ prasarana penelitian di dalam negeri.

Penjelasan Pasal 36 Ayat (4), Ayat (5)
Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 36 Ayat (6)
Alih teknologi dari pelaku usaha perkebunan asing dilakukan antara lain 
melalui pendampingan, pelatihan, dan pemagangan.

Pasal 37 
(1) Pemerintah, perguruan tinggi, kabupaten/kota memfasilitasi 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelaku usaha 
perkebunan dan masyarakat dalam mempublikasikan dan 
mengembangkan system pelayanan informasi hasil penelitian dan 
pengembangann perkebunan, dengan memperhatikan hak kekayaan 
intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemerintah memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual atas 
hasil invensi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perkebunan. 

(3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan melaksanakan 
pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan hasil penelitian 
perkebunan. 

Penjelasan Pasal 37 Ayat (1)
Publikasi hasil penelitian dan pengembangan dilakukan, antara lain, melalui:

a. media cetak seperti buletin, jurnal, majalah ilmiah, poster, dan bentuk 
sarana penyuluhan lainnya;

b. media elektronik seperti radio, televisi, dan internet;
c. seminar, gelar teknologi, pameran teknologi, dan diseminari teknologi.

Yang dimaksud dengan pengembangan sistem pelayanan informasi 
hasil penelitian dan pengembangan, antara lain, website, networking, 
perpustakaan, dan internet.

Fasilitasi publikasi dan pengembangan sistem pelayanan informasi hasil 
penelitian dan pengembangan bagi pelaku usaha perkebunan terutama 
ditujukan untuk kepentingan pekebun melalui kegiatan penyuluhan.

Penjelasan Pasal 37 Ayat (2)
Perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang perkebunan mengacu pada 
peraturan perundangundangan di bidang hak cipta, paten, disain industri, hak 
perlindungan varietas tanaman, merek dagang, rahasia dagang, dan indikasi 
geografis.

Penjelasan Pasal 37 Ayat (3)
Cukup jelas.
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BAB VII 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERKEBUNAN 

Pasal 38 
(1) Pengembangan sumber daya manusia perkebunan dilaksanakan 

melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, 
dan/atau metode pengembangan lainnya untuk meningkatkan 
keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan meningkatkan 
dedikasi. 

(2) Sumber daya manusia perkebunan meliputi aparatur dan seluruh 
pelaku usaha perkebunan baik perorangan maupun kelompok. 

Penjelasan Pasal 38 Ayat (1)
Penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan 
metode pengembangan lainnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan 
kebutuhan, budaya masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.

Penjelasan Pasal 38 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan aparatur adalah pegawai negeri baik struktural 
maupun fungsional, pusat maupun daerah termasuk penyuluh perkebunan.

Pasal 39 
Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota serta pelaku usaha perkebunan 
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta membina sumber daya 
manusia perkebunan baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama.

Penjelasan Pasal 39
Selain dilakukan oleh Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku 
usaha perkebunan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat juga 
dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan khusus perkebunan, 
lembaga swadaya masyarakat, perorangan, dan lain-lain.

Pasal 40 
Penyuluhan perkebunan dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan pelaku 
usaha perkebunan baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama 

Penjelasan Pasal 40
Yang dimaksud dengan penyuluhan perkebunan adalah salah satu upaya 
pemberdayaan pekebun yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, 
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keterampilan dan mengubah sikap serta perilakunya, yang dilaksanakan 
antara lain melalui pendidikan nonformal. 

Penyuluhan perkebunan merupakan urusan rumah tangga kabupaten/kota.

Pasal 41 
Pedoman dan standar pembinaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, 
dan metode pengembangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 41
Pedoman pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan metode 
pengembangan lainnya meliputi:

a. standar;
b. kurikulum dan silabus; dan
c. syarat dan prosedur penetapan sertifikasi dan akreditasi.

BAB VIII 
PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN 

Pasal 42 
(1) Pembiayaan usaha perkebunan bersumber dari pelaku usaha 

perkebunan, masyarakat, lembaga pendanaan dalam dan luar negeri, 
Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota. 

(2) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembag 
keuangan perkebunan yang sesuai dengan kebutuhan dan 
karakteristik usaha perkebunan 

(3) Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah, provinsi, dan 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan 
untuk pekebun. 

Penjelasan Pasal 42 Ayat (1)
Pembiayaan dari lembaga pendanaan dalam dan luar negeri diutamakan 
bagi pekebun diberikan, antara lain, dengan kemudahan prosedur dan 
tingkat bunga yang layak.

Penjelasan Pasal 42 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan lembaga keuangan perkebunan, antara lain, 
lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank, serta lembaga 
asuransi. Yang dimaksud dengan karakteristik usaha perkebunan yaitu 
bahwa usaha perkebunan memiliki siklus waktu usaha yang relatif panjang, 
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terkait dengan sumber daya alam, iklim dan musim, mengandung risiko yang 
tinggi, sehingga memerlukan investasi jangka panjang dengan tingkat suku 
bunga yang layak bagi pengembangan usaha perkebunan.

Penjelasan Pasal 42 Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mengutamakan pemberdayaan 
pekebun agar dapat mengembangkan usahanya dengan skim pendanaan 
yang sesuai antara lain, subsidi bunga, kemudahan prosedur, dan bantuan 
penjaminan.

Pasal 43 
(1) Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku usaha perkebunan 

menghimpun dana untuk pengembangan sumber daya manusia, 
penelitian dan pengembangan, serta promosi perkebunan 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 43 Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur mengenai penghimpunan dana dari sumber 
Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku usaha perkebunan. Dana 
dari pelaku usaha perkebunan berupa iuran pelaku usaha perkebunan 
dihimpun dalam suatu badan yang dibentuk oleh pelaku usaha perkebunan 
itu sendiri dengan tujuan untuk membiayai pendidikan dan pelatihan, 
penyuluhan, penelitian dan pengembangan, serta promosi perkebunan.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (2)
Cukup jelas.

BAB IX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERKEBUNAN 

Pasal 44 
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan 

oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan usaha 
perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Menteri. 

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1)
Pembinaan terhadap usaha perkebunan dilakukan dengan pendekatan 
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sistem dan usaha agribisnis yang memadukan keterkaitan berbagai 
subsistem dimulai dari penyediaan sarana produksi, subsistem produksi, 
subsistem pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta subsistem 
jasa penunjang lainnya untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha 
perkebunan.

Pengawasan usaha perkebunan dimaksudkan agar pelaku usaha 
perkebunan mematuhi peraturan perundang-undangan perkebunan.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (2)
Cukup jelas.

BAB X 
PENYIDIKAN

 
Pasal 45 

(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan. 

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang untuk: 

a. Melakukan pemeriksanaan atas kebenaran laporan atau 
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perkebunan; 

b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk 
didengar dan diperiksa sebagai tersngka atau sebagai saksi 
dalam tindak pidana di bidang perkebunan; 

c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti 
tindak pidana di bidang perkebunan; 

d. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau 
badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
perkebunan; 

e. Membuat dan menandatangani berita acara; dan 
f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti 

tentang adanya tindak pidana di bidang perkebunan. 
(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil 
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penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 

Penjelasan Pasal 45
Cukup Jelas.

BAB XI 
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya 

tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha 
industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak 
memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar 
rupiah). 

(2) Setiap orang yang karena kalalaiannya melakukan usaha budidaya 
tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha 
industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak 
memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah). 

 
Penjelasan Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 472 (Dicabut dan Tidak Berlaku)
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan 

tindakan yang berakibat pada kerusakan kabun dan/atau aset 
lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan 
lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang 
berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan 
lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tidnakan lainnya yang 
mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana 

2 Menurut Putusan MK Nomor 55/PUU-VII/2010
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dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 

Penjelasan Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah 

lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya 
pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud dalma Pasal 26, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 
banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49 
(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau 

mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya 
pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah). 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50 
(1) Setiap orang yang melakukan pengolahan, dan/atau pemasaran hasil 

perkebunan dengan sengaja melanggar larangan: 
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a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan; 
b. menggunakan bahan penolong untuk usaha industri 

pengolahan hasil perkebunan; dan atau 
c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan 

lain; 
yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, 
merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan 
usaha tidak sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua limiar rupiah). 

(2) Setiap orang yang melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau 
pemasaran hasil perkebunan karena kelalaiannya melanggar 
larangan: 

a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan; 
b. menggunakan bahan penolong untuk usaha industri 

pengolahan hasil perkebunan; dan atau 
c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan 

lain; 
yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, 
merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan 
usaha tidak sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan 

mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar larangan 
mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 51
Cukup Jelas.
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Pasal 52 
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan menadah hasil 
usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diancam dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah). 
 
Penjelasan Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53 
Semua benda sebagai hasil tindak pidana dan/atau alat-alat termasuk alat 
angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 
51, dan Pasal 52 dapat dirampas dan/atau dimusnahkan oleh negara sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 53
Cukup Jelas.

BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN

 
Pasal 54 

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di 
bidang perkebunan yang telah ada, pada tanggal berlakunya Undang-
undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum 
digandi dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. 

Penjelasan Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55 
Kecuali terhadap hak atas tanah yang telah diberikan, perusahaan 
perkebunan yang telah melalukan pengelolaan perkebunan yang tidak sesuai 
dengan ketentuan Undang-undang ini, diberi waktu 3 (tiga) tahun untuk 
melaksanakan penyesuaian sejak Undang-undang ini diberlakukan. 

Penjelasan Pasal 55
Cukup Jelas.
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BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 56 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik 
Indonesia. 

Penjelasan Pasal 56
Cukup Jelas.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2004 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2004 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 
ttd BAMBANG KESOWO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 84.





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 
TAHUN 2007 

TENTANG 
PENATAAN RUANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 
a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai 
kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 
udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber 
daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, 
berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah 
penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat 
terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum 
dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional 
menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, 
kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan 
penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila; 

c. bahwa untuk memperkukuh Ketahanan Nasional berdasarkan 
Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah 
yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah 
daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan 
tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan 
antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan 
kesenjangan antardaerah; 

d. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat 
yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga 
diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, 
dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, 
dan berkelanjutan; 

e. bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan 
ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan 
keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan; 

f. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 
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Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan 
ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang 
yang baru; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Penataan Ruang; 

Mengingat : 
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG. 
BAB I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan 
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 

2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki 
hubungan fungsional. 

4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan 
ruang untuk fungsi budi daya. 

5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi 
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan 
ruang. 

7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 
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Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

8. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan 
hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam 
penataan ruang. 

10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan 
kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat. 

11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan 
penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan 
penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan 
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan 
penetapan rencana tata ruang. 

14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur 
ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 
penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan 
tertib tata ruang. 

16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 

18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang 
mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. 

19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang 
mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan. 

20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 
budi daya. 

21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 
sumber daya alam dan sumber daya buatan. 

22. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
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utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber 
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan 
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan 
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, 
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi. 

24. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau 
lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem 
produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu 
yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki 
keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 

25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

26. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas 
sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan 
perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang 
saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan 
sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah 
penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu 
juta) jiwa. 

27. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) 
atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional 
dan membentuk sebuah sistem. 

28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara 
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan 
negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk 
wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 

29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam 
lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 
lingkungan. 

30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan 
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting 
dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, 
dan/atau lingkungan. 

31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 
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mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 
sengaja ditanam. 

32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam 
kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam bidang penataan ruang. 

Penjelasan Pasal 1
Cukup Jelas

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang 
diselenggarakan berdasarkan asas: 

a. keterpaduan; 
b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; 
c. keberlanjutan; 
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 
e. keterbukaan; 
f. kebersamaan dan kemitraan; 
g. pelindungan kepentingan umum; 
h. kepastian hukum dan keadilan; dan 
i. akuntabilitas. 

Penjelasan Pasal 2 Huruf a 
Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang 
bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. 
Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat. 

Penjelasan Pasal 2 Huruf b 
Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” 
adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan 
keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara 
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kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan 
perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan 
perdesaan. 

Penjelasan Pasal 2 Huruf c 
Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan 
generasi mendatang. 

Penjelasan Pasal 2 Huruf d 
Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah 
bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat 
ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin 
terwujudnya tata ruang yang berkualitas. 

Penjelasan Pasal 2 Huruf e 
Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada 
masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan 
ruang. 

Penjelasan Pasal 2 Huruf f 
Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa 
penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku 
kepentingan. 

Penjelasan Pasal 2 Huruf g 
Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa 
penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan 
masyarakat. 

Penjelasan Pasal 2 Huruf h 
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa 
penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan 
dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak 
dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. 
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Penjelasan Pasal 2 Huruf i 
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan 
penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, 
pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3 
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang 
wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: 

a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan 
buatan; 

b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan 
sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; 
dan 

c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak 
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

Penjelasan Pasal 3 
Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat 
menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai 
ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat 
dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana 
yang tenang dan damai. 

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi 
berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi 
untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing. Yang 
dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik 
dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi 
untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber 
daya alam tak terbarukan. 

BAB III 
KLASIFIKASI PENATAAN RUANG 

Pasal 4 
Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, 
wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. 

Penjelasan Pasal 4 
Cukup jelas.
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Pasal 5 
(1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan 

sistem internal perkotaan. 
(2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas 

kawasan lindung dan kawasan budi daya. 
(3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas 

penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, 
dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 

(4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan 
ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. 

(5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas 
penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang 
kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis 
kabupaten/kota. 

Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) 
Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan 
dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat 
wilayah. Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkotaan merupakan 
pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan di 
dalam kawasan perkotaan.

Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) 
Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen 
dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah 
administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Yang 
termasuk dalam kawasan lindung adalah: 

a. kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya, antara 
lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan 
resapan air; 

b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, 
sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan 
sekitar mata air; 

c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka 
alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai 
berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata 
alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya 
dan ilmu pengetahuan; 

d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan 
gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah 
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longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan 
banjir; dan 

e. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, 
kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, 
dan terumbu karang. 

Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan 
produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, 
kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, 
kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan 
peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan 
kawasan pertahanan keamanan. 

Penjelasan Pasal 5 Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 5 Ayat (4) 
Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman 
perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan 
pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman 
perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, 
kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

Penjelasan Pasal 5 Ayat (5) 
Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung 
kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: 

a. tata ruang di wilayah sekitarnya; 
b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; 

dan/atau 
c. peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut 
kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, 
budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta 
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 
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Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan 
keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau 
kecil terdepan, dan kawasan latihan militer. Yang termasuk kawasan strategis 
dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan 
metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi 
terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan 
bebas.

 Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, 
antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan 
budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, 
seperti Kompleks Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan. 

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan 
sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan 
pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan 
gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga 
nuklir. 

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya 
dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan pelindungan dan 
pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai 
warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, 
dan Taman Nasional Komodo. 

Nilai strategis kawasan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diukur 
berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan 
kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang 
Pemerintahan Daerah.  

Pasal 6 
(1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: 

a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang rentan terhadap bencana; 

b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 
sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, 
politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, 
serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu 
kesatuan; dan 

c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. 
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(2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, 
dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara 
berjenjang dan komplementer. 

(3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi 
dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang 
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu 
kesatuan. 

(4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang 
darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-
undang tersendiri. 

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 6 Ayat (2) 
Yang dimaksud “komplementer” adalah bahwa penataan ruang wilayah 
nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah 
kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak 
terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya. 

Penjelasan Pasal 6 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) 
Cukup jelas.

BAB IV 
TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas 

Pasal 7 
(1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang 
kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. 

(3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 7 Ayat (3) 
Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Wewenang Pemerintah 

Pasal 8 
(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang 

meliputi: 
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, 
dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan 
ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/
kota; 

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; 
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; 

dan 
d. kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan 

kerja sama penataan ruang antarprovinsi.

(2) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional 
meliputi: 

a. perencanaan tata ruang wilayah nasional; 
b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan 
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.

(3) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan 
strategis nasional meliputi: 

a. penetapan kawasan strategis nasional; 
b. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional; 
c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan 
d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 

nasional.

(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan 
ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui 
dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. 
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(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah 
berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan 
ruang. 

(6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pemerintah: 

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 1) 
rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka 
pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; 2) arahan 
peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam 
rangka 

b. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan 3) 
pedoman bidang penataan ruang; 

c. menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan 
ruang. 

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf c 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Huruf d 
Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara lain sehingga 
terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan wewenang 
Pemerintah. Yang termasuk kerja sama penataan ruang antarnegara adalah 
kerja sama penataan ruang di kawasan perbatasan negara. 

Pemberian wewenang kepada Pemerintah dalam memfasilitasi kerja sama 
penataan ruang antarprovinsi dimaksudkan agar kerja sama penataan ruang 
memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh provinsi yang bekerja sama. 

Penjelasan Pasal 8 Ayat (2), Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 8 Ayat (4) 
Kewenangan Pemerintah dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional mencakup aspek yang terkait 
dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. 
Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tetap 
memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait 
dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. 
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Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dekonsentrasi 
diberikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah, sedangkan 
tugas pembantuan dapat diberikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. 

Penjelasan Pasal 8 Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan “pedoman bidang penataan ruang” adalah mencakup 
pula norma, standar, dan manual dalam bidang penataan ruang. Yang 
termasuk standar bidang penataan ruang adalah ketentuan teknis sebagai 
acuan dalam pelaksanaan penataan ruang. 

Yang termasuk manual bidang penataan ruang adalah petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan penataan 
ruang.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (6) Huruf a 
Penyebarluasan informasi dilakukan antara lain melalui media elektronik, 
media cetak, dan media komunikasi lain, sebagai bentuk perwujudan asas 
keterbukaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.  

Penjelasan Pasal 8 Ayat (6) Huruf b 
Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan 
pemberi layanan yang  disusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintah 
daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada 
masyarakat secara merata. 

Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang disusun oleh Pemerintah 
dan diberlakukan untuk seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota untuk menjamin mutu pelayanan dasar kepada 
masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 9 
(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang 

Menteri. 
(2) Tugas dan tanggung jawab Menteri dalam penyelenggaraan 

penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang; 
b. pelaksanaan penataan ruang nasional; dan 
c. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, 

lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. 
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Penjelasan Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2)
Cukup jelas. 

Bagian Ketiga 
Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi 

Pasal 10 
(1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan 

penataan ruang meliputi: 
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan 
kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan 
ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota; 

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; 
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; 

dan 
d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan 

pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/
kota.

(2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan 
ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 

a. perencanaan  tata ruang wilayah provinsi; 
b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan 
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

(3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi 
melaksanakan: 

a. penetapan kawasan strategis provinsi; 
b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi; 
c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan 
d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 

provinsi.

(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan 
ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah 
kabupaten/kota melalui tugas pembantuan. 
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(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, 
pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan 
bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

(6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah 
provinsi: 

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 
1. rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam 

rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah 
provinsi; 

2. arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi 
yang disusun dalam rangka pengendalian 
pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan 

3. petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan 

ruang.

(7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi 
standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah 
mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf c 
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d 
Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah provinsi dalam 
memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota dimaksudkan 
agar kerja sama penataan ruang memberikan manfaat yang optimal bagi 
kabupaten/kota yang bekerja sama. 

Penjelasan Pasal 10 Ayat (2), Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 10 Ayat (4) 
Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi mencakup 
aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan 
kawasan strategis. Pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki 
kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai 
strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis.
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Penjelasan Pasal 10 Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan “dapat menyusun petunjuk pelaksanaan” adalah 
bahwa penyusunan petunjuk pelaksanaan oleh pemerintah daerah provinsi 
disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan karakteristik daerah. 
Petunjuk pelaksanaan dimaksud merupakan penjabaran dari pedoman 
bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 10 Ayat (6) Huruf a 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 10 Ayat (6) Huruf b 
Contoh jenis pelayanan minimal dalam perencanaan tata ruang wilayah 
provinsi antara lain adalah keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan 
rencana tata ruang wilayah provinsi; sedangkan mutu pelayanannya 
dinyatakan dengan frekuensi keikutsertaan masyarakat dalam proses 
perencanaan tata ruang wilayah provinsi.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (7) 
Langkah penyelesaian yang diambil Pemerintah mencakup pula pembinaan 
kepada pemerintah provinsi, agar mampu memenuhi standar pelayanan 
minimal bidang penataan ruang. Upaya pembinaan tersebut dapat berupa 
bantuan teknis untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang tidak 
dipenuhi pemerintah daerah provinsi. 

Bagian Keempat  
Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Pasal 11 
(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 

penyelenggaraan penataan ruang meliputi: 
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan 
kawasan strategis kabupaten/kota; 

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/

kota; dan 
d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota. 

(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 
penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota; 
b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan 
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 

(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah 
daerah kabupaten/kota melaksanakan: 

a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; 
b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; 
c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan 
d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 

kabupaten/kota.

(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota 
mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk 
pelaksanaannya. 

(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/
kota: 

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan 
rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka 
pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan 

b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan 
ruang. 

(6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi 
standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah 
daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 11 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 11 Ayat (5) Huruf a  
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 11 Ayat (5) Huruf b 
Contoh jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/
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kota, antara lain, adalah keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan 
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; sedangkan mutu pelayanannya 
dinyatakan dengan frekuensi keikutsertaan masyarakat dalam proses 
perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota. 

Penjelasan Pasal 11 Ayat (6) 
Pemerintah daerah provinsi mengambil langkah penyelesaian dalam 
bentuk pemenuhan standar pelayanan minimal apabila setelah melakukan 
pembinaan, pemerintah daerah kabupaten/kota belum juga dapat 
meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan penataan ruang tersebut 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang otonomi 
daerah. 

BAB V  
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG 

Pasal 12 
Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan 
peraturan perundangundangan bidang penataan ruang termasuk pedoman 
bidang penataan ruang. 

Penjelasan Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
(1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada 

pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan 
masyarakat. 

(2) Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui: 

a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; 
b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi 

pedoman bidang penataan ruang; 
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi 

pelaksanaan penataan ruang; 
d. pendidikan dan pelatihan; 
e. penelitian dan pengembangan; 
f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan 

ruang; 
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g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada 
masyarakat; dan 

h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab 
masyarakat.

(3) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/
kota menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menurut kewenangannya masing-masing. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 
pemerintah. 

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 13 Ayat (2) Huruf a 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 13 Ayat (2) Huruf b 
Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang 
penataan ruang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 
aparat pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, tentang 
substansi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan 
ruang. 

Penjelasan Pasal 13 Ayat (2) Huruf c 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 13 Ayat (2) Huruf d 
Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan 
kemampuan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan 
rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan 
ruang. 

Penjelasan Pasal 13 Ayat (2) Huruf e, Huruf f, Huruf g 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 13 Ayat (2) Huruf h 
Yang termasuk upaya pengembangan kesadaran dan tanggung jawab 
masyarakat adalah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan 
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tanggung jawab masyarakat, yang diharapkan akan meningkatkan peran 
masyarakat dalam penyelenggaran penataan ruang. 

Penjelasan Pasal 13 Ayat (3), Ayat (4) 
Cukup jelas. 

BAB VI 
PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 

Bagian 
Kesatu Perencanaan Tata Ruang 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 14 
(1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan: 

a. rencana umum tata ruang; dan 
b. rencana rinci tata ruang.

(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a secara berhierarki terdiri atas: 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 
b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan 
c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata 

ruang wilayah kota. 

(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b terdiri atas: 

a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang 
kawasan strategis nasional; 

b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan 
c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata 

ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 

(4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. 

(5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
a dan huruf b disusun apabila: 

a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar 
dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang; dan/atau 
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b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan 
yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang 
tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

 
(6) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud  pada ayat (3) 

huruf c dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata 

ruang diatur dengan peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) Huruf a 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) Huruf b 
Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang 
yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan 
kawasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah. 

Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana umum 
tata ruang yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi 
masyarakat sehingga muatan rencana masih dapat disempurnakan dengan 
tetap mematuhi batasan yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan 
zonasi. 

Penjelasan Pasal 14 Ayat (2) 
Rencana umum tata ruang dibedakan menurut wilayah administrasi 
pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang dibagi 
sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan. 

Penjelasan Pasal 14 Ayat (2) Huruf a, Huruf b 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 14 Ayat (2) Huruf c 
Secara administrasi pemerintahan, rencana tata ruang wilayah kabupaten 
dan rencana tata ruang wilayah kota memiliki kedudukan yang setara. 

Penjelasan Pasal 14 Ayat (3) Huruf a 
Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan 
strategis nasional merupakan rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional. 
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Penjelasan Pasal 14 Ayat (3) Huruf b 
Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi merupakan rencana rinci 
untuk rencana tata ruang wilayah provinsi. 

Penjelasan Pasal 14 Ayat (3) Huruf c 
Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan 
strategis kabupaten/kota merupakan rencana rinci untuk rencana tata ruang 
wilayah kabupaten/kota. 

Penjelasan Pasal 14 Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 14 Ayat (5) Huruf a 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 14 Ayat (5) Huruf b 
Efektivitas penerapan rencana tata ruang sangat dipengaruhi oleh tingkat 
ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta dalam rencana tata 
ruang. Perencanaan tata ruang yang mencakup wilayah yang luas pada 
umumnya memiliki tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala 
peta yang tidak rinci. Oleh karena itu, dalam penerapannya masih diperlukan 
perencanaan yang lebih rinci. 

Apabila perencanaan tata ruang yang mencakup wilayah yang luasnya 
memungkinkan pengaturan dan penyediaan peta dengan tingkat ketelitian 
tinggi, rencana rinci tidak diperlukan. 

Penjelasan Pasal 14 Ayat (6), Ayat (7) 
Cukup jelas.

Pasal 15 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, 
dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, 
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. 

Penjelasan Pasal 15 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup pula rencana 
pemanfaatan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif Indonesia. 
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Pasal 16 
(1) Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali. 
(2) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa: 
a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai 

dengan masa berlakunya; atau 
b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi. 

(3) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan 
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi 
rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak 
yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara peninjauan 
kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
(1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan 

rencana pola ruang. 
(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi  rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem 
jaringan prasarana. 

(3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya. 

(4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan 
pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan 
keamanan. 

(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan 
paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai. 

(6) Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan 
antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata 
ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan 
sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan 
peraturan pemerintah. 
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Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 17 Ayat (2) 
Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan 
yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada 
kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan. Dalam sistem 
internal perkotaan, pusat permukiman adalah pusat pelayanan kegiatan 
perkotaan.  Sistem jaringan prasarana, antara lain, mencakup sistem 
jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan 
telekomunikasi, sistem persampahan dan sanitasi, serta sistem jaringan 
sumber daya air. 

Penjelasan Pasal 17 Ayat (3), Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 17 Ayat (5) 
Penetapan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daerah aliran sungai 
dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan tata air, karena sebagian besar 
wilayah Indonesia mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta 
mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung 
yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, 
sedimentasi, serta kekurangan air. 

Distribusi luas kawasan hutan disesuaikan dengan kondisi daerah aliran 
sungai yang, antara lain, meliputi morfologi, jenis batuan, serta bentuk 
pengaliran sungai dan anak sungai. Dengan demikian kawasan hutan tidak 
harus terdistribusi secara merata pada setiap wilayah administrasi yang ada 
di dalam daerah aliran sungai. 

Penjelasan Pasal 17 Ayat (6) 
Keterkaitan antarwilayah merupakan wujud keterpaduan dan sinergi 
antarwilayah, yaitu wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah 
kabupaten/kota. 

Keterkaitan antarfungsi kawasan merupakan wujud keterpaduan dan sinergi 
antarkawasan, antara lain, meliputi keterkaitan antara kawasan lindung dan 
kawasan budi daya. 
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Keterkaitan antarkegiatan kawasan merupakan wujud keterpaduan dan 
sinergi antarkawasan, antara lain, meliputi keterkaitan antara kawasan 
perkotaan dan kawasan perdesaan. 

Penjelasan Pasal 17 Ayat (7) 
Rencana tata ruang untuk fungsi pertahanan dan keamanan karena sifatnya 
yang khusus memerlukan pengaturan tersendiri. Sifat khusus tersebut terkait 
dengan adanya kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan sebagian informasi 
untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Rencana tata ruang 
yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem 
rencana tata ruang wilayah mengandung pengertian bahwa penataan 
ruang kawasan pertahanan dan keamanan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari upaya keseluruhan penataan ruang wilayah.

Pasal 18 
(1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana 

tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih 
dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri. 

(2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang 
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata 
ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari 
Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur. 

(3) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan 
rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan 
Menteri. 

Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) 
Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturan daerah 
tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan rencana rinci tata ruang 
mengacu pada rencana umum tata ruang. Selain itu, persetujuan tersebut 
dimaksudkan pula untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, 
baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan 
pedoman bidang penataan ruang.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (2), Ayat (3) 
Cukup jelas. 
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Paragraf 2 
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional 

Pasal 19 
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memperhatikan: 

a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; 
b. perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil 

pengkajian implikasi penataan ruang nasional; 
c. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas 

ekonomi; 
d. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan 

daerah; 
e. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 
f. rencana pembangunan jangka panjang nasional; 
g. rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan 
h. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah 

kabupaten/kota. 

Penjelasan Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: 

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah 
nasional; 

b. rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi 
sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan 
perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem 
jaringan prasarana utama; 

c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan 
lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai 
strategis nasional; 

d. penetapan kawasan strategis nasional; 
e. arahan  pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program 

utama jangka menengah lima tahunan; dan 
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional 

yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem 
nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, 
serta arahan sanksi. 
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(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk: 
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang 

nasional; 
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 

nasional; 
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang 

di wilayah nasional; 
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan 

perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian 
antarsektor; 

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; 
f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan 
g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 

(3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua 
puluh) tahun. 

(4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara 
yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 
(lima) tahun. 

(6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan 
pemerintah. 

Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Huruf a 
Tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan keterpaduan 
pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan. 

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional merupakan 
landasan bagi pembangunan nasional yang memanfaatkan ruang. 
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional dirumuskan dengan 
mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan data dan 
informasi, serta pembiayaan pembangunan. 

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional, antara lain, 
dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi 
tantangan global, serta mewujudkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan 
Nasional. 
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Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Huruf b 
Sistem perkotaan nasional dibentuk dari kawasan perkotaan dengan skala 
pelayanan yang berhierarki yang meliputi pusat kegiatan skala nasional, 
pusat kegiatan skala wilayah, dan pusat kegiatan skala lokal. Pusat kegiatan 
tersebut didukung dan dilengkapi dengan jaringan prasarana wilayah yang 
tingkat pelayanannya disesuaikan dengan hierarki kegiatan dan kebutuhan 
pelayanan. 

Jaringan prasarana utama merupakan sistem primer yang dikembangkan 
untuk mengintegrasikan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
selain untuk melayani kegiatan berskala nasional yang meliputi sistem 
jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan 
telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. 

Yang termasuk dalam sistem jaringan primer yang direncanakan adalah 
jaringan transportasi untuk menyediakan Alur Laut Kepulauan Indonesia 
(ALKI) bagi lalu lintas damai sesuai dengan ketentuan hukum internasional. 

Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Huruf c 
Pola ruang wilayah nasional merupakan gambaran pemanfaatan ruang 
wilayah nasional, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun 
budi daya yang bersifat strategis nasional, yang ditinjau dari berbagai sudut 
pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung 
pencapaian tujuan pembangunan nasional. 

Kawasan lindung nasional, antara lain, adalah kawasan lindung yang secara 
ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah 
provinsi, kawasan lindung yang memberikan pelindungan terhadap kawasan 
bawahannya yang terletak di wilayah provinsi lain, kawasan lindung yang 
dimaksudkan untuk melindungi warisan kebudayaan nasional, kawasan hulu 
daerah aliran sungai suatu bendungan atau waduk, dan kawasan-kawasan 
lindung lain yang menurut peraturan perundang-undangan pengelolaannya 
merupakan kewenangan Pemerintah. 

Kawasan lindung nasional adalah kawasan yang tidak diperkenankan dan/
atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi 
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber 
daya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak 
dari bencana alam. 
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Kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis nasional, antara lain, 
adalah kawasan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi pertahanan 
dan keamanan nasional, kawasan industri strategis, kawasan pertambangan 
sumber daya alam strategis, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan-
kawasan budi daya lain yang menurut peraturan perundang-undangan 
perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Huruf d 
Yang termasuk kawasan strategis nasional adalah kawasan yang menurut 
peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai kawasan khusus. 

Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Huruf e 
Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat usulan program 
utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan 
waktu pelaksanaan  dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang 
sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan 
acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang 
merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan 
sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi 
program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua 
puluh) tahun.  

Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Huruf f 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 20 Ayat (2) 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan bagi instansi 
pemerintah tingkat pusat dan daerah serta masyarakat untuk mengarahkan 
lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan 
yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. 

Penjelasan Pasal 20 Ayat (3) 
Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun 
dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan matra spasial dari 
rencana pembangunan jangka panjang. 

Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tata ruang berakhir, 
dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru, hak yang telah dimiliki 
orang yang jangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetap 
diakui. 
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Penjelasan Pasal 20 Ayat (4) 
Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat 
kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang 
memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, 
serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai 
berikut: 

a. perlu dilakukan revisi karena ada perubahan kebijakan nasional yang 
mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi 
dan/atau keadaan yang bersifat mendasar; atau 

b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan 
nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat 
perkembangan teknologi dan keadaan yang bersifat mendasar. 

Penjelasan Pasal 20 Ayat (5) 
Keadaan yang bersifat mendasar, antara lain, berkaitan dengan bencana 
alam skala besar, perkembangan ekonomi, perubahan batas teritorial 
negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Peninjauan 
kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dilakukan bukan 
untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang. 

Penjelasan Pasal 20 Ayat (6) 
Cukup jelas.

Pasal 21 
(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (3) huruf a diatur dengan peraturan presiden. 
(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan 

rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan Menteri. 

Penjelasan Pasal 21 
Cukup jelas. 

Paragraf 3  
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Pasal 22 
(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada: 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 
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b. pedoman bidang penataan ruang; dan 
c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. 

(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus 
memperhatikan: 

a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian 
implikasi penataan ruang provinsi; 

b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi provinsi; 

c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan 
pembangunan kabupaten/kota; 

d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 
e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; 
f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan; 
g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan 
h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. 

Penjelasan Pasal 22
Cukup jelas. 

Pasal 23 
(1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat: 

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah 
provinsi; 

b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi 
sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan 
kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan 
sistem jaringan prasarana wilayah provinsi; 

c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan 
lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis 
provinsi; 

d. penetapan kawasan strategis provinsi; 
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi 

indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; 
dan 

f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi 
yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem 
provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, 
serta arahan sanksi. 
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(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk: 
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang 

daerah; 
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 

daerah; 
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang 

dalam wilayah provinsi; 
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan 

perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta 
keserasian antarsektor; 

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; 
f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan 
g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 

(3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua 
puluh) tahun. 

(4) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara 
dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang, 
rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) 
kali dalam 5 (lima) tahun. 

(6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan 
daerah provinsi. 

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf a 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf b 
Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan 
sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah 
provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah provinsi 
selain untuk melayani kegiatan skala provinsi yang meliputi sistem jaringan 
transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan 
telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh 
daerah hulu bendungan/waduk dari daerah aliran sungai. 
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Dalam rencana tata ruang wilayah provinsi digambarkan sistem perkotaan 
dalam wilayah provinsi dan peletakan jaringan prasarana wilayah 
yang menurut peraturan perundang-undangan pengembangan dan 
pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dengan 
sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.  

Rencana struktur ruang wilayah provinsi memuat rencana struktur ruang 
yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf c 
Pola ruang wilayah provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang 
wilayah provinsi, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung 
maupun budi daya, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih 
berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan 
pembangunan provinsi apabila dikelola oleh pemerintah daerah provinsi 
dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.  

Kawasan lindung provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis 
merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/
kota, kawasan lindung yang memberikan pelindungan terhadap kawasan 
bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, dan kawasan-
kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah 
provinsi.  

Kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis provinsi merupakan 
kawasan budi daya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian 
pembangunan provinsi dan/atau menurut peraturan perundang-undangan 
perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah 
daerah provinsi.  

Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi dapat berupa 
kawasan permukiman, kawasan kehutanan, kawasan pertanian, kawasan 
pertambangan, kawasan perindustrian, dan kawasan pariwisata. 

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten memuat rencana pola ruang yang 
ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 
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Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf d 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf e 
Indikasi program utama adalah petunjuk yang memuat usulan program 
utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan 
waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang 
sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan 
acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang 
merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan 
sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi 
program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua 
puluh) tahun.  

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf f 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 23 Ayat (2) 
Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi instansi pemerintah 
daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan 
ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan 
pemanfaatan ruang di daerah yang bersangkutan. Selain itu,  rencana 
tersebut menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahan 
pemanfaatan ruang. 

Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana pembangunan jangka 
panjang provinsi serta rencana pembangunan jangka menengah provinsi 
merupakan kebijakan daerah yang saling mengacu. 

Penjelasan Pasal 23 Ayat (3) 
Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun 
dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan matra spasial dari 
rencana pembangunan jangka panjang daerah. 

Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tata ruang berakhir, 
maka dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru hak yang telah 
dimiliki orang yang jangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tata 
ruang tetap diakui. 
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Penjelasan Pasal 23 Ayat (4) 
Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat 
kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang 
memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, 
serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. 

Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi berisi 
rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut: 

a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi 
nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah provinsi 
dan/atau terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi 
pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar; atau 

b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan 
dan strategi nasional dan tidak terjadi dinamika internal provinsi yang 
mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar. 

c. Dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang 
provinsi secara mendasar, antara lain, berkaitan dengan bencana alam 
skala besar dan pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang 
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun 
dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang 
mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal 
provinsi yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang 
wilayah nasional. 

Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan 
bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang. 

Penjelasan Pasal 23 Ayat (5), Ayat (6) 
Cukup jelas.

Pasal 24 
(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. 
(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan 

rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan Menteri. 

Penjelasan Pasal 24 
Cukup jelas. 
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Paragraf 4 
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Pasal 25 
(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada: 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata 
ruang wilayah provinsi; 

b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan 
ruang; dan 

c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. 

(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus 
memperhatikan: 

a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian 
implikasi penataan ruang kabupaten; 

b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi kabupaten; 

c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; 
d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 
e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; 
f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; 

dan 
g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. 

Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 25 Ayat (2) Huruf a, Huruf b, Huruf c 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) Huruf d 
Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten diatur berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang penyusunannya dikoordinasikan 
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang 
lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) Huruf e, Huruf f, Huruf g 
Cukup jelas. 
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Pasal 26 
(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: 

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah 
kabupaten; 

b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi 
sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan 
kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah 
kabupaten; 

c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi 
kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya 
kabupaten; 

d. penetapan kawasan strategis kabupaten; 
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi 

indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; 
dan 

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 
kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, 
ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta 
arahan sanksi. 

(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: 
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang 

daerah; 
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 

daerah; 
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang 

di wilayah kabupaten; 
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan 

antarsektor; 
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan 
f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

(3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk 
penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi 
pertanahan. 

(4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua 
puluh) tahun. 

(5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 
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bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, 
wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan 
dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten 
ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan 
daerah kabupaten. 

Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Huruf a 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Huruf b 
Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan 
wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang 
dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain 
untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan 
transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan 
telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh 
daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai. Dalam 
rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan 
wilayah kabupaten dan perletakan jaringan prasarana wilayah yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan 
pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

 Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang 
yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana 
tata ruang wilayah provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang 
bersangkutan.  

Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Huruf c 
Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang 
wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun 
budi daya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. 

Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya 
memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. 
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Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola ruang yang 
ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana 
tata ruang wilayah provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang 
bersangkutan. 

Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Huruf d, Huruf e, Huruf f 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 26 Ayat (2) 
Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman bagi pemerintah 
daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam 
memanfaatkan ruang serta dalam menyusun program pembangunan yang 
berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut dan sekaligus 
menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan 
ruang, sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan 
selalu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten. 

Rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan bagian dari rencana 
tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai instrumen 
pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian yang dapat 
berbentuk kawasan agropolitan. 

Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana pembangunan jangka 
panjang daerah merupakan kebijakan daerah yang saling mengacu. 

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana 
pembangunan jangka panjang kabupaten begitu juga sebaliknya. 

Penjelasan Pasal 26 Ayat (3), Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 26 Ayat (5) 
Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat 
kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang 
memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal 
serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. 

Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota berisi 
rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut: 

a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi 
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nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang 
wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang 
mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau 

b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan 
strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal 
kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara 
mendasar. 

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun 
dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah 
kabupaten yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang 
mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional dan/atau rencana tata ruang wilayah provinsi dan dinamika 
pembangunan di wilayah kabupaten yang bersangkutan. 

Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten 
dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang. 

Penjelasan Pasal 26 Ayat (6), Ayat (7) 
Cukup jelas.

Pasal 27 
(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (3) huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. 
(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan 

rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan Menteri. 

Penjelasan Pasal 27 
Cukup jelas. 

Paragraf 5 
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota  

Pasal 28 
Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis 
untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian 
dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan: 
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a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; 
b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan 
c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana 

jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan 
ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi 
wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat 
pertumbuhan wilayah. 

Penjelasan Pasal 28 
Pemberlakuan secara mutatis-mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan 
mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam 
perencanaan tata ruang wilayah kota.

Pasal 29 
(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a 

terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. 
(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga 

puluh) persen dari luas wilayah kota. 
(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 

20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. 

Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) 
Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan 
dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan 
masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara 
lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang 
jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara 
lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta 
yang ditanami tumbuhan. 

Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) 
Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin 
keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan 
sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan 
meningkatkan  ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta 
sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. 

Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, 
pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di 
atas bangunan gedung miliknya. 
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Penjelasan Pasal 29 Ayat (3) 
Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen 
yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi 
ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga 
memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. 

Pasal  30 
Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki 
pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Penjelasan Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal  31 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka 
hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan Menteri. 

Penjelasan Pasal 31
Cukup jelas. 

Bagian Kedua 
Pemanfaatan Ruang  Paragraf 1 Umum 

Pasal 32 
(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program 

pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. 
(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang 
secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. 

(3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) termasuk jabaran dari indikasi program 
utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah. 

(4) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan 
jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang 
ditetapkan dalam rencana tata ruang. 

(5) Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan 
ruang wilayah administratif sekitarnya. 
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(6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal 
dalam penyediaan sarana dan prasarana. 

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) 
Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas 
pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat 
untuk mewujudkan rencana tata ruang. 

Penyusunan program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi 
program yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan dilengkapi 
perkiraan pembiayaan. 

Penjelasan Pasal 32 Ayat (2) 
Pemanfaatan ruang secara vertikal dan pemanfaatan ruang di dalam bumi 
dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung 
kegiatan secara lebih intensif. Contoh pemanfaatan ruang secara vertikal 
misalnya berupa bangunan bertingkat, baik di atas tanah maupun di dalam 
bumi. Sementara itu, pemanfaatan ruang lainnya di dalam bumi, antara lain, 
untuk jaringan utilitas (jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, 
jaringan pipa air bersih, dan jaringan gas, dan lain-lain) dan jaringan kereta 
api maupun jaringan jalan bawah tanah. 

Penjelasan Pasal 32 Ayat (3) 
Program pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh seluruh pemangku 
kepentingan yang terkait. 

Penjelasan Pasal 32 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) 
Cukup jelas.

Pasal 33 
(1) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan 

dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan 
penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan 
penatagunaan sumber daya alam lain. 

(2) Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan 
neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, 
neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya 
alam lain.  
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(3) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk 
pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum 
memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah 
daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang 
hak atas tanah. 

(4) Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, 
diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah 
untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas 
tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah, penatagunaan 
air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 33 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, 
penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, antara lain, 
adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan 
sumber daya alam lain yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, 
udara, dan sumber daya alam lain melalui pengaturan yang terkait dengan 
pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain sebagai satu 
kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. 

Dalam penatagunaan air, dikembangkan pola pengelolaan daerah aliran 
sungai (DAS) yang melibatkan 2 (dua) atau lebih wilayah administrasi 
provinsi dan kabupaten/kota serta untuk menghindari konflik antardaerah 
hulu dan hilir. 

Penjelasan Pasal 33 Ayat (2) 
Kegiatan penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan 
sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan 
sumber daya alam lain meliputi: 

a. penyajian neraca perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah, 
sumber daya air, udara, dan sumber daya alam lain pada rencana tata 
ruang wilayah; 

b. penyajian neraca kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, 
sumber daya air, udara, dan sumber daya alam lain pada rencana tata 
ruang wilayah; dan 

c. penyajian ketersediaan tanah, sumber daya air, udara, dan  sumber 
daya alam lain dan penetapan prioritas penyediaannya pada rencana 
tata ruang wilayah. 
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Dalam penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan air, 
neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam 
lain, diperhatikan faktor yang mempengaruhi ketersediaannya. Hal ini berarti 
penyusunan neraca penatagunaan sumber daya air memperhatikan, antara 
lain, faktor meteorologi, klimatologi, geofisika, dan ketersediaan prasarana 
sumber daya air, termasuk sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir. 

Penjelasan Pasal 33 Ayat (3) 
Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan 
agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai 
dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan 
tanah yang mudah. Pembangunan bagi kepentingan umum yang 
dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah meliputi: 

a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas 
tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, 
saluran pembuangan air dan sanitasi; 

b. waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan 
lainnya; pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal; 

c. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya 
banjir, lahar, dan lain-lain bencana; 

d. tempat pembuangan sampah; 
e. cagar alam dan cagar budaya; dan 
f. pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. 

Penjelasan Pasal 33 Ayat (4)
Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan 
agar pemerintah dapat menguasai tanah pada ruang yang berfungsi lindung 
untuk menjamin bahwa ruang tersebut tetap memiliki fungsi lindung. 

Penjelasan Pasal 33 Ayat (5) 
Cukup jelas.

Paragraf 2 
Pemanfaatan Ruang Wilayah 

Pasal 34 
(1) Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/

kota dilakukan: 
a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana 

tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan 
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strategis; 
b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan 

struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan 
strategis; dan 

c. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program 
pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.

(2) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi 
rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan kawasan 
budi daya yang dikendalikan dan kawasan budi daya yang didorong 
pengembangannya. 

(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara 
terpadu. 

(4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan: 

a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;  
b. standar kualitas lingkungan; dan 
c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 34 Ayat (1) Huruf a 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 34 Ayat (1) Huruf b 
Program sektoral dalam pemanfaatan ruang mencakup pula program 
pemulihan kawasan pertambangan setelah berakhirnya masa penambangan 
agar tingkat kesejahteraan masyarakat dan kondisi lingkungan hidup tidak 
mengalami penurunan. 

Penjelasan Pasal 34 Ayat (1) Huruf c 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 34 Ayat (2) 
Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan 
pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, 
sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong 
pengembangannya diterapkan mekanisme insentif. 

Penjelasan Pasal 34 Ayat (3) 
Pengembangan kawasan secara terpadu dilaksanakan, antara lain, melalui 
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penerapan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun yang berdiri 
sendiri, konsolidasi tanah, serta rehabilitasi dan revitalisasi kawasan. 

Penjelasan Pasal 34 Ayat (4) Huruf a 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 34 Ayat (4) Huruf b 
Yang dimaksud dengan standar kualitas lingkungan, antara lain, adalah baku 
mutu lingkungan dan ketentuan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan 
ambang batas pencemaran udara, ambang batas pencemaran air, dan 
ambang batas tingkat kebisingan. 

Agar standar kualitas ruang dapat dipenuhi dalam pemanfaatan ruang, 
biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak negatif kegiatan 
pemanfataan ruang diperhitungkan sebagai biaya pelaksanaan kegiatan. 
Dengan demikian, kegiatan seperti penambangan sumber daya alam 
dapat dilaksanakan sejauh biaya pelaksanaan kegiatan tersebut telah 
memperhitungkan biaya untuk mengatasi seluruh dampak negatif yang 
ditimbulkan sehingga standar kualitas lingkungan dapat tetap dipenuhi. 

Penerapan kualitas lingkungan disesuaikan dengan jenis pemanfaatan ruang 
sehingga standar kualitas lingkungan di kawasan perumahan akan berbeda 
dengan standar kualitas lingkungan di kawasan industri. 

Penjelasan Pasal 34 Ayat (4) Huruf c 
Cukup jelas.

Bagian Ketiga 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Pasal 35 
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan 
zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan 
sanksi. 

Penjelasan Pasal 35 
Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang 
dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. 
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Pasal 36 
(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun 

sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. 
(2) Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk 

setiap zona pemanfaatan ruang. 
(3) Peraturan zonasi ditetapkan dengan: 

a. peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem 
nasional; 

b. peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi 
sistem provinsi; dan 

c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi. 

Penjelasan Pasal 36 Ayat (1) 
Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang 
dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan 
sesuai dengan rencana rinci tata ruang. 

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh 
dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas 
ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien 
dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), 
penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan 
untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 

Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain, adalah ketentuan pemanfaatan 
ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan 
pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi. 

Penjelasan Pasal 36 Ayat (2), Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur 

oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan 
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 
wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut 
kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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(3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan 
tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. 

(4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar 
tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang 
wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai 
dengan kewenangannya.  

(5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian 
yang layak kepada instansi pemberi izin. 

(6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya 
perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh 
Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti 
kerugian yang layak. 

(7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin 
pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata 
cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin 
pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan 
harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud 
adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang. 

Penjelasan Pasal 37 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), 
Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif 
dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan 
perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap 
pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, 
berupa: 

a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, 
imbalan, sewa ruang, dan urun saham; 
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b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; 
c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau 
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/

atau pemerintah daerah.

(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan 
perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau 
mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, 
berupa: 

a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan 
besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak 
yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau 

b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan 
kompensasi, dan penalti.

(4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak 
masyarakat. 

(5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: 
a. Pemerintah kepada pemerintah daerah; 
b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan 
c. pemerintah kepada masyarakat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian 
insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) 
Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan 
skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan 
insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala 
besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya 
pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya 
secara bersamaan. 

Penjelasan Pasal 38 Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 38 Ayat (3) 
Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk 
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan 
nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga 
pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi. 
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Penjelasan Pasal 38 Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 38 Ayat (5) 
Insentif dapat diberikan antarpemerintah daerah yang saling berhubungan 
berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya 
memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah 
dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta 
sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang. 

Penjelasan Pasal 38 Ayat (6) 
Cukup jelas.

Pasal 39 
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan 
tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak 
sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Penjelasan Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemanfaatan ruang diatur 
dengan peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 40
Cukup jelas. 

Bagian Keempat  
Penataan Ruang Kawasan Perkotaan  

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 41 
(1) Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada: 

a. kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah 
kabupaten; atau 

b. kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang 
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada 
satu atau lebih wilayah provinsi.



209Undang-Undang No. 26 Tahun 2007

(2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dan huruf b menurut besarannya dapat berbentuk kawasan 
perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan 
besar, kawasan metropolitan, atau kawasan megapolitan.  

(3) Kriteria mengenai kawasan perkotaan menurut besarannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan 
pemerintah. 

Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 41 Ayat (2) 
Kawasan perkotaan kecil adalah kawasan perkotaan dengan jumlah 
penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000  (lima puluh ribu) jiwa dan 
paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa. 

Kawasan perkotaan sedang adalah kawasan perkotaan dengan jumlah 
penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 
500.000 (lima ratus ribu) jiwa. 

Kawasan perkotaaan besar adalah perkotaan dengan jumlah penduduk yang 
dilayani paling sedikit  500.000 (lima ratus ribu) jiwa. 

Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah 
kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti 
dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan 
fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana 
wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan 
sekurangkurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. 

Kawasan metropolitan yang saling memiliki hubungan fungsional dapat 
membentuk kawasan megapolitan.  Dengan demikian, kawasan megapolitan 
mengandung pengertian kawasan yang terbentuk dari dua atau lebih 
kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk 
sebuah sistem. 

Penjelasan Pasal 41 Ayat (3) 
Cukup jelas.
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Paragraf 2 
Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan  

Pasal 42 
(1) Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian 

wilayah kabupaten adalah rencana rinci tata ruang wilayah 
kabupaten. 

(2) Dalam perencanaan tata ruang kawasan perkotaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 29, dan Pasal 30. 

Penjelasan Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
(1) Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau 

lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi 
merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang 
bersifat lintas wilayah. 

(2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 
arahan struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah 
administratif. 

Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) 
Pengertian lintas wilayah mencakup pula dampak pemanfaatan ruang 
yang dapat melintasi wilayah administrasi sehingga harus dikelola secara 
terkoordinasi antara wilayah yang menjadi sumber dampak dan wilayah yang 
terkena dampak. 

Penjelasan Pasal 43 Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
(1) Rencana tata ruang kawasan metropolitan merupakan alat koordinasi 

pelaksanaan pembangunan lintas wilayah. 
(2) Rencana tata ruang kawasan metropolitan dan/atau kawasan 

megapolitan  berisi: 
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan 

metropolitan dan/atau megapolitan; 
b. rencana struktur ruang kawasan metropolitan yang meliputi 

sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana 
kawasan metropolitan dan/atau megapolitan; 
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c. rencana pola ruang kawasan metropolitan dan/atau 
megapolitan yang  meliputi kawasan lindung dan kawasan 
budi daya; 

d. arahan pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/
atau megapolitan yang berisi indikasi program utama yang 
bersifat interdependen antarwilayah administratif; dan 

e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan 
metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi arahan 
peraturan zonasi kawasan metropolitan dan/atau 
megapolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan 
insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) 
Rencana tata ruang kawasan metropolitan sebagai alat koordinasi dimaksud 
tidak berbentuk sebagai rencana seperti halnya rencana tata ruang wilayah, 
tetapi berbentuk pedoman keterpaduan untuk rencana tata ruang wilayah 
administrasi di dalam kawasan. 

Penjelasan Pasal 44 Ayat (2) 
Mengingat setiap daerah administrasi dalam kawasan metropolitan memiliki 
kewenangan untuk menyusun rencana tata ruang wilayahnya, rencana tata 
ruang kawasan metropolitan memuat rencana yang bersifat lintas wilayah 
dan interdependen. 

Paragraf 3  
Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan 

Pasal 45 
(1) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian 

wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah 
kabupaten. 

(2) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian 
dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau 
lebih wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan program 
pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi 
antarwilayah kabupaten/kota terkait. 

Penjelasan Pasal 45 Ayat (1) 
Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 45 Ayat (2) 
Koordinasi pemanfaatan ruang antarkabupaten/kota mencakup pula 
koordinasi dalam penahapan pelaksanaan pembangunan. 

Paragraf 4 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan 

Pasal 46 
(1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang 

merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian 
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang 
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau 
lebih wilayah provinsi dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota. 

(3) Untuk kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah 
kabupaten/kota yang mempunyai lembaga pengelolaan tersendiri, 
pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud. 

Penjelasan Pasal 46 Ayat (1), Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 46 Ayat (3) 
Pelaksanaan pengendalian oleh lembaga pengelolaan kawasan perkotaan 
yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota dapat dilakukan 
secara lebih efektif apabila lembaga dimaksud diberi wewenang oleh seluruh 
pemerintah kabupaten/kota terkait. 

Paragraf 5 
Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perkotaan 

Pasal 47 
(1) Penataan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau 

lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerja sama 
antardaerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perkotaan 
diatur dengan peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 47 
Cukup jelas. 
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Bagian Kelima 
Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 48 
(1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk: 

a. pemberdayaan masyarakat perdesaan; 
b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang 

didukungnya; 
c. konservasi sumber daya alam; 
d. pelestarian warisan budaya lokal; 
e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk 

ketahanan pangan; dan 
f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-

perkotaan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan terhadap kawasan 
lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e diatur dengan Undang-Undang. 

(3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada: 
a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah 

kabupaten; atau 
b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang 

mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu 
atau lebih wilayah provinsi. 

(4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berbentuk kawasan agropolitan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan 
agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan 
diatur dengan peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Huruf a 
Yang termasuk upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan, antara 
lain, adalah pengembangan lembaga perekonomian perdesaan untuk 
meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalam kawasan perdesaan, 
termasuk kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan perkebunan, dan 
kegiatan kehutanan. 
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Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf e, Huruf f 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 48 Ayat (2),Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 48 Ayat (4) 
Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih 
pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian 
dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya 
keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman 
dan sistem agrobisnis. 

Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan 
efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, 
baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam proses produksi, 
maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melalui 
pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi 
pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana. 

Kawasan agropolitan merupakan embrio kawasan perkotaan yang 
berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang 
pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian. 

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pendekatan dalam 
pengembangan kawasan perdesaan.  

Pendekatan ini dapat diterapkan pula untuk, antara lain, pengembangan 
kegiatan yang berbasis kelautan, kehutanan, dan pertambangan.  

Penjelasan Pasal 48 Ayat (5), Ayat (6) 
Cukup jelas.

Paragraf 2 
Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan  

Pasal 49 
Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah 
kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten. 
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Penjelasan Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
(1) Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah 

kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau 
beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan 
desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah 
kabupaten. 

(2) Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) 
atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam 
pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. 

(3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah 
administratif. 

Penjelasan Pasal 50
Cukup jelas. 

Pasal 51 
(1) Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci 

tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten. 
(2) Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat: 

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan 
agropolitan; 

b. rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi 
sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana 
kawasan agropolitan; 

c. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi 
kawasan lindung dan kawasan budi daya; 

d. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang 
berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen 
antardesa; dan 

e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan 
agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan 
agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan 
insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 

Penjelasan Pasal 51 Ayat 1 
Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 51 Ayat (2) Huruf a 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 51 Ayat (2) Huruf b 
Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat 
kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk 
mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian 
dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, 
maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan 
agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan 
kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya 
air. 

Penjelasan Pasal 51 Ayat (2) Huruf c 
Pola ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran pemanfaatan ruang 
kawasan, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya. 

Penjelasan Pasal 51 Ayat (2) Huruf d 
Yang dimaksud dengan interdependen antardesa adalah saling bergantung/
saling terkait antara 1 (satu) desa dan desa yang lain. 

Penjelasan Pasal 51 Ayat (2) Huruf e 
Cukup jelas.

Paragraf 3 
Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan 

Pasal 52 
(1) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian 

wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah 
kabupaten. 

(2) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian 
dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui 
penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara 
terkoordinasi antarwilayah kabupaten terkait. 

Penjelasan Pasal 52 
Cukup jelas. 
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Paragraf 4 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan 

Pasal 53 
(1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang 

merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian 
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang 
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh 
setiap kabupaten. 

(3) Untuk kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah 
kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama antarwilayah 
kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga 
dimaksud. 

Penjelasan Pasal 53
Cukup jelas. 

Paragraf 5 
Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 

Pasal 54 
(1) Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) 

atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama 
antardaerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawasan agropolitan 
yang berada dalam 1 (satu) kabupaten diatur dengan peraturan 
daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 
(dua) atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan peraturan daerah 
provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) 
atau lebih wilayah provinsi diatur dengan peraturan pemerintah. 

(3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara 
terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan 
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 

(4) Penataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan dalam 
keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional. 

(5) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup 
keterpaduan sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka, 
baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau. 
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Penjelasan Pasal 54
Cukup jelas. 

BAB VII 
PENGAWASAN PENATAAN RUANG 

Pasal 55 
(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan 

ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan 
terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan 
ruang.  

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
tindakan pemantauan, evaluasi, dan  pelaporan.  

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

(4) Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran 
masyarakat. 

(5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan 
kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. 

Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) 
Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan 
penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan 
perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan seluruh 
pemangku kepentingan, dan terjaminnya pelaksanaan penataan ruang. 

Kegiatan pengawasan termasuk pula pengawasan melekat dalam 
unsurunsur struktural pada setiap tingkatan wilayah. 

Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) 
Tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan 
penataan ruang merupakan kegiatan mengamati dengan cermat, menilai 
tingkat pencapaian rencana secara objektif, dan memberikan informasi hasil 
evaluasi secara terbuka.  

Penjelasan Pasal 55 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) 
Cukup jelas.
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Pasal 56 
(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 

ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian 
antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam 
penyelenggaraan penataan ruang, Menteri, Gubernur, dan Bupati/
Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan 
kewenangannya. 

(3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah 
penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota. 

(4) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri 
mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Gubernur. 

Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 56 Ayat (2) 
Langkah penyelesaian merupakan tindakan nyata pejabat administrasi, 
antara lain, berupa tindakan administratif untuk menghentikan terjadinya 
penyimpangan. 

Penjelasan Pasal 56 Ayat (3), Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pihak yang melakukan 
penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan 

ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pula 
pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan 
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penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal 
bidang penataan ruang. 

(2) Dalam rangka peningkatan kinerja fungsi dan manfaat 
penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional disusun standar 
pelayanan penyelenggaraan penataan ruang untuk tingkat nasional. 

(3) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pelayanan dalam 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. 

(4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang 
provinsi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang 
kabupaten/kota. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal bidang 
penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
diatur dengan peraturan Menteri. 

Penjelasan Pasal 58 Ayat (1) 
Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan 
pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintah 
daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mutu pelayanan 
dasar secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.  

Penjelasan Pasal 58 Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 58 Ayat (3) 
Jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/
kota, antara lain, adalah pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana 
tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, sedangkan mutu pelayanannya 
dinyatakan dengan frekuensi pelibatan masyarakat. 

Penjelasan Pasal 58 Ayat (4) 
Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang provinsi/kabupaten/
kota ditetapkan Pemerintah sebagai alat untuk menjamin jenis dan mutu 
pelayanan dasar yang diberikan pemerintah provinsi/kabupaten/kota kepada 
masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 

Penjelasan Pasal 58 Ayat (5) 
Cukup jelas.
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Pasal 59 
(1) Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah 

dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang. 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada 

pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap 

pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang diatur 
dengan peraturan Menteri. 

Penjelasan Pasal 59 
Cukup jelas.

BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT 

Pasal 60 
Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: 

a. mengetahui rencana tata ruang; 
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul 

akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 
rencana tata ruang; 

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap 
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di 
wilayahnya; 

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian 
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada 
pejabat berwenang; dan 

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau 
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. 

Penjelasan Pasal 60 Huruf a 
Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara 
atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh 
pemerintah. 

Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, 
antara lain, adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang 
bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang 
secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut. 
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Penjelasan Pasal 60 Huruf b 
Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, 
budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung 
terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas 
lingkungan. 

Penjelasan Pasal 60 Huruf c 
Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau 
besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang 
diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Penjelasan Pasal 60 Huruf d, Huruf e, Huruf f 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: 

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari 

pejabat yang berwenang; 
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 

pemanfaatan ruang; dan 
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan 

perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum. 

Penjelasan Pasal 61 Huruf a 
Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai 
kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat 
yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. 

Penjelasan Pasal 61 Huruf b 
Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan 
sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang 
sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang. 

Penjelasan Pasal 61 Huruf c 
Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan 
ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi 
ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang. 

Penjelasan Pasal 61 Huruf d 
Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat 
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mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan 
sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila 
memenuhi syarat berikut: 

a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau 
b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud. Yang termasuk dalam 

kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah 
sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 62 
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 61, dikenai sanksi administratif. 

Penjelasan Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara kegiatan; 
c. penghentian sementara pelayanan umum; 
d. penutupan lokasi; 
e. pencabutan izin; 
f. pembatalan izin; 
g. pembongkaran bangunan; 
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau 
i. denda administratif. 

Penjelasan Pasal 63 Huruf a, Huruf b 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 63 Huruf c 
Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan 
sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang 
menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang. 

Penjelasan Pasal 63 Huruf d, Huruf e, Huruf f 
Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 63 Huruf g 
Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang 
bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang. 

Penjelasan Pasal 63 Huruf h, Huruf i 
Cukup jelas.

Pasal 64 
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan 
peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan 

melibatkan peran masyarakat. 
(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: 
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; 
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan 
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran 
masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 65 Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 65 Ayat (2) Huruf a 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 65 Ayat (2) Huruf b 
Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang 
perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan 
pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. 

Penjelasan Pasal 65 Ayat (2) Huruf c  
Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 65 Ayat (3) 
Cukup jelas.

Pasal 66 
(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang 

dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. 
(2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi 
penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. 

Penjelasan Pasal 66 Ayat (1) 
Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang mencakup pula kerugian 
akibat tidak memperoleh informasi rencana tata ruang yang disebabkan oleh 
tidak tersedianya informasi tentang rencana tata ruang. 

Penjelasan Pasal 66 Ayat (2) 
Cukup jelas.

BAB IX 
PENYELESAIAN SENGKETA 

Pasal 67 
(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama 

diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. 
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya 
penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Penjelasan Pasal 67 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan 
antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. 

Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalui 
musyawarah untuk mufakat. 

Penjelasan Pasal 67 Ayat (2) 
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepakati oleh pihak yang 
bersengketa. 
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Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup penyelesaian secara 
musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain, 
dengan mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

BAB X 
PENYIDIKAN 

Pasal 68 
(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, 

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah 
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan 
ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu 
pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang: 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam 
bidang penataan ruang; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang 
penataan ruang; 

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang 
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan 
ruang; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga 
terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan 
penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang 
hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara 
tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan 
ruang. 

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik 
kepolisian negara Republik Indonesia. 

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik 
pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik 
kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui 
pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. 

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara 
serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 68 Ayat (1) 
Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan 
memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan 
pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum. 

Penjelasan Pasal 68 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) 
Cukup jelas. 

BAB XI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 69 
(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang 
mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan 
barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 
(delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus juta rupiah). 

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 69 
Cukup jelas. 
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Pasal 70 
(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin 

pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan 
barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima 
ratus juta rupiah). 

(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 70
Cukup jelas. 

Pasal 71 
Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam 
persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 71
Cukup jelas. 

Pasal 72 
Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang 
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Penjelasan Pasal 72
Cukup jelas. 
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Pasal 73 
(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin 

tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku 
dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak 
dengan hormat dari jabatannya. 

Penjelasan Pasal 73
Cukup jelas. 

Pasal 74 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, 

Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, 
selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang 
dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan 
pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72. 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi 
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 

a. pencabutan izin usaha; dan/atau 
b. pencabutan status badan hukum. 

Penjelasan Pasal 75
Cukup jelas. 

Pasal 75 
(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan 
Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada 
pelaku tindak pidana. 

(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana. 

Penjelasan Pasal 76
Cukup jelas. 
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BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 76 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan 
yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-
Undang ini. 

Penjelasan Pasal 76 
Cukup jelas. 

Pasal 77 
(1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan 
dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian 
pemanfaatan ruang. 

(2) Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang 
sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk 
penyesuaian. 

(3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum 
penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin 
tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada 
pemegang izin diberikan penggantian yang layak. 

Penjelasan Pasal 77 Ayat (1)
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 77 Ayat (2) 
Masa transisi selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penetapan peraturan 
perundang-undangan tentang rencana tata ruang dituangkan dalam 
Lembaran Negara dan Lembaran Daerah sesuai dengan hierarki rencana 
tata ruang. 

Selama masa transisi tidak dapat dilakukan penertiban secara paksa. 
Penertiban secara paksa dilakukan apabila masa transisi berakhir dan 
pemanfaatan ruang tersebut tidak disesuaikan dengan rencana tata ruang 
yang baru. 

Penjelasan Pasal 77 Ayat (3) 
Cukup jelas.
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BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 78 
(1) Peraturan pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini 

diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diberlakukan. 

(2) Peraturan presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini 
diselesaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diberlakukan. 

(3) Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini 
diselesaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diberlakukan. 

(4) Dengan berlakunya Undang-Undang ini: 
a. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional disesuaikan paling lambat dalam waktu 
1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-
Undang ini diberlakukan; 

b. semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata 
ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling 
lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diberlakukan; dan 

c. semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang 
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau 
disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak 
Undang-Undang ini diberlakukan. 

Penjelasan Pasal 78 Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 78 Ayat (2) 
Batas akhir penyelesaian peraturan presiden paling lambat 5 (lima) tahun 
terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan mengandung pengertian 
bahwa Pemerintah harus segera memulai proses penyusunan peraturan 
presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini sehingga dalam waktu 
paling lambat 1 (satu) tahun sudah ada peraturan presiden yang ditetapkan. 
Peraturan presiden yang disusun dan ditetapkan mencakup pula peraturan 
presiden tentang penetapan rencana tata ruang kawasan strategis nasional. 

Penjelasan Pasal 78 Ayat (3), Ayat (4) 
Cukup jelas.
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Pasal 79 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Penjelasan Pasal 79 
Cukup jelas. 

Pasal 80 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Penjelasan Pasal 80
Cukup jelas. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 26 April 2007 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2007 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
HAMID AWALUDIN 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 68 
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PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 26 TAHUN 2007 

TENTANG 
PENATAAN RUANG 

I. UMUM 
1. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik 

sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, 
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai 
sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada 
bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola 
secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 
sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara 
Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, 
Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa 
negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan 
wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah 
dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

2. Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berada di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik 
bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem, 
kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada 
di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang 
merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa 
Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis 
tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang 
secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan 
keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah 
nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, 
terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, 
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian 
lingkungan hidup.
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3. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, 
termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk 
lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan 
hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. 
Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang 
wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, 
Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan 
ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan 
buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber 
daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan 
pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 
terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah 
penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam 
setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

4. Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal 
batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional 
yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan 
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan 
kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung 
jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam 
proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, 
keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan 
daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam 
Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan 
sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan 
kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang 
penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah 
daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada 
pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan 
pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah 
nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, 
yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut 
batasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber 
daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan 
sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat 
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pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata 
dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan 
pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan 
ruang. Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, Undang-
Undang ini secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan 
dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya 
ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, 
yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun 
yang sengaja ditanam.

Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan 
terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang 
kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurut besarannya, 
dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan 
sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, dan 
kawasan megapolitan. Penataan ruang kawasan metropolitan dan 
kawasan megapolitan, khususnya kawasan metropolitan yang berupa 
kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya 
yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan 
jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi, merupakan pedoman 
untuk keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah administrasi 
di dalam kawasan, dan merupakan alat untuk mengoordinasikan 
pelaksanaan pembangunan lintas wilayah administratif yang 
bersangkutan. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan 
pada kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah 
kabupaten atau pada kawasan yang secara fungsional berciri 
perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten 
pada 1 (satu) atau lebih wilayah provinsi. Kawasan perdesaan 
yang merupakan bagian wilayah kabupaten dapat berupa kawasan 
agropolitan.

Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan 
dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/
atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis 
kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan 
yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan 
kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif 
didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan 
negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/
atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai 
warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, 
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dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis 
nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, 
budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan 
kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, diukur 
berdasarkan pendekatan ekternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi 
penanganan kawasan yang bersangkutan.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu 
dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan 
ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang 
yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung 
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi 
pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan 
terjadinya penurunan kualitas ruang.

5. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung 
dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi 
yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan 
keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan 
kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu 
berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat 
mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, 
pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu 
sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya 
suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat 
memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan 
maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, 
baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, 
baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus 
dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 
Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh 
bertentangan dengan rencana tata ruang. 

6. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana 
umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum 
tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif 
dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan 
rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan 
pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan 
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dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan 
blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut 
dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata 
ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan 
zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun 
untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam 
rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/
kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut 
menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang 
sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan 
rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. 

7. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui 
perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, 
serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan 
sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap 
pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata 
ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah 
dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-
masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki 
izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau 
sanksi pidana denda.  

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan 
imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan 
rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun 
oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat 
berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana 
(infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur 
perizinan, dan pemberian penghargaan.

Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, 
membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak 
sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa 
pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana 
dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian 
pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan 
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penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang ini 
pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang 
yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, 
tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang 
yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang.

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, 
sebagai dasar pengaturan penataan ruang selama ini, pada dasarnya 
telah memberikan andil yang cukup besar dalam mewujudkan tertib 
tata ruang sehingga hampir semua pemerintah daerah telah memiliki 
rencana tata ruang wilayah. Sejalan dengan perkembangan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa pertimbangan yang 
telah diuraikan sebelumnya, dan dirasakan adanya penurunan 
kualitas ruang pada sebagian besar wilayah menuntut perubahan 
pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. 

Beberapa perkembangan tersebut antara lain (i) situasi 
nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip 
keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka 
penyelenggaraan penataan ruang yang baik; (ii) pelaksanaan 
kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang 
semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 
penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu 
diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta 
tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah; dan (iii) kesadaran dan 
pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan 
ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan 
yang terjadi di masyarakat.

Untuk menyesuaikan perkembangan tersebut dan untuk 
mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan dalam 
penataan ruang, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penataan 
Ruang yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 

9. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang 
tersebut, Undang-Undang ini, antara lain, memuat ketentuan pokok 
sebagai berikut: 
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a. pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota 
dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan 
kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat 
pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional 
yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; 

b. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui 
penetapan peraturan perundang-undangan termasuk 
pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan 
penyelenggaraan penataan ruang; 

c. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk 
meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang; 

d. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan 
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;  

e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan 
terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan 
penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja 
pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan 
ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan; 

f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam 
penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin 
keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam 
setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;  

g. penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun 
antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat;  

h. penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri 
sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang 
dilakukan; 

i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai 
dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan 
penataan ruang; dan 

j. ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian 
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang 
baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk 
penyesuaian.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4725





SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA 
PERPAJAKAN

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai 
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha 
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa 
pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan 
barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha 
perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah 
pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar 
daerah pabean.

5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan 
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
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6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada 
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib 
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 
terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan 
dalam Undang-Undang ini.

8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali 
bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun kalender.

9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun 
Pajak.

10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian 
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajaka 

11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, 
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.

12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu 
Masa Pajak.

13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk 
suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran 
pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar.

16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang 
telah ditetapkan.
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18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah 
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang.

20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.  

21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak. 

22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar 
sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang 
dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun 
berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang 
dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan 
yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan 
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari 
pajak yang terutang.  

23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan 
yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian 
pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak 
yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang 
terutang.  

24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi 
yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh 
penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.  

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.  

26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa 
keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk 
adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak 
pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang 
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.  

27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan 
untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah 
terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 
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28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang 
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan 
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan 
lampiranlampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran 
penulisan dan penghitungannya. 

31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

32. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan 
Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, 
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau 
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib 
Pajak. 

36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas 
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gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangundangan perpajakan dapat diajukan gugatan. 

37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas 
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau 
oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan 
Gugatan dari badan peradilan pajak. 

38. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian 
pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu. 

39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan 
yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada 
Wajib Pajak. 

40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal 
faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah 
tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan 
secara langsung. 

41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal 
faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal 
pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.  

Penjelasan Pasal 1 
Cukup jelas. 

BAB II 
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, 

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, 
SURAT PEMBERITAHUAN, 

DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 2 (1) 
(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal 
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 
kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok 
Wajib Pajak. 

(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak 
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan 
perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat 
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
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tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan 
untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 

(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan: 
a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha 

selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau 
b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak 

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor 
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 
tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang 
pribadi pengusaha tertentu. 

(4) (Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/
atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila 
Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat 
(2).

(5) (4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor 
Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan 
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor 
Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha 
Kena Pajak. 

(6) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran 
dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(7) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Pajak apabila: 

a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib 
Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib 
Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau 
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan; 

b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau 
penggabungan usaha; 

c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan 
usahanya di Indonesia; atau 

d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk 
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menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak 
yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau 
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

(8) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus 
memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor 
Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib 
Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak 
badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(9) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib 
Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak.

(10) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus 
memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak 
tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1)
Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan 
berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor 
Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus 
untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan 
mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan 
perubahannya. 

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima 
atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan 
pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak 
Penghasilan 1984 dan perubahannya. 

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin 
yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan 
keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian 
pemisahan penghasilan dan harta.

Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk 
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar 
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wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 
perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya. 

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam 
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 
identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya 
diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib 
Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak 
dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan 
dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan 
Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak 
mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) 
Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan 
Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan 
perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak. 

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada 
kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagi 
Pengusaha badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor 
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan 
Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. 

Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai 
tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal 
Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor 
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan 
usaha dilakukan.   

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk 
mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna 
untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan 
administrasi perpajakan.   
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Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha 
Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.   

Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) 
Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktur 
Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak selain 
yang ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai tempat pendaftaran 
untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak.   

Selain itu, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib 
Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa 
tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa 
pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan diri pada kantor 
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal 
Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat 
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib 
Pajak dilakukan.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (4)
Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi 
kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat 
diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan 
data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata 
orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat 
untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (4a)
Ayat ini mengatur bahwa dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/
atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan harus 
memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif dari 
Wajib Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut 
tidak dikecualikan dari pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan 
untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun 
Pemerintah berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri 
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dan hak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya terhadap Wajib Pajak diterbitkan 
Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan pada tahun 2008 dan ternyata 
Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhitung sejak tahun 
2005, kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak tahun 2005.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (5)
Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak dibatasi jangka waktunya karena hal ini berkaitan 
dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. 
Pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan tersebut, 
tata cara pemberian dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta 
pengukuhan dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 2A
Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain 
yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan 
kalender. 

Penjelasan Pasal 2A
Cukup jelas.

Pasal 3
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan 

benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan 
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, 
dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat 
Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau 
tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(1a)  Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk 
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa 
asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat 
Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan 
satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang 
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pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.

(1b)  Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda 
tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan 
hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) 
mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang 
tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.

(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: 
a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
akhir Tahun Pajak; atau

c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah 
akhir Tahun Pajak.

(3a)  Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa 
Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.

(3b)  Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3c)  Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan 
pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan 
badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.

(4) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain 
kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai 
dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) 
Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan 
kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya 
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diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(6) (5a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai 

batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas 
waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat 
Teguran.

(7) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau 
dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan 
untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(8) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:
a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1);
b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri 

keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6);

c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar 
disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya 
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan 
Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau

d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur 
Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan 
surat ketetapan pajak. 

(7a)  Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal Pajak wajib 
memberitahukan kepada Wajib Pajak.

(9) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1)
Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah 
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan 
tentang:

a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 
dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 
(satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 

b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
c. harta dan kewajiban; dan/atau
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d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan 
atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) 
Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai 
sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 
jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu 
Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah 
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak 
yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi 
formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/ atau dalam bentuk 
elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk 
pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam 
mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam 
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 
dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan 
objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan; dan

c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan 
unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas 
tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat 
Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak.
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Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau 
pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1a), Ayat (1b)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (2)
Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada
Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-
kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan 
oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh 
Wajib Pajak. Di samping itu, Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat 
Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs 
Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan 
tersebut. 

Namun, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, Direktur Jenderal 
Pajak dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (3)
Ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan 
segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak dan 
penyelesaian pembukuannya.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (3a)
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, antara lain Wajib Pajak usaha kecil, 
dapat:

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 
25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran 
seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut Surat Pemberitahuan Masa 
tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang 
terakhir; dan/ atau

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selain yang disebut 
pada huruf a untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat 
pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas 
waktu untuk Masa Pajak yang bersangkutan.
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Penjelasan Pasal 3 Ayat (3b), Ayat (3c) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 3 Ayat (4) 
Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat 
menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah 
ditetapkan pada ayat (3) huruf b, atau huruf c karena luasnya kegiatan 
usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau 
sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian 
dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib 
Pajak dapat memperpanjang penyampaian Surat  Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara 
tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara 
elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak. 

Penjelasan Pasal 3 Ayat (5) 
Untuk mencegah usaha penghindaran dan/atau perpanjangan waktu 
pembayaran pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang harus 
dibayar sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, 
perlu ditetapkan persyaratan yang berakibat pengenaan sanksi administrasi 
berupa bunga bagi Wajib Pajak yang ingin memperpanjang waktu 
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Persyaratan tersebut berupa keharusan menyampaikan pemberitahuan 
sementara dengan menyebutkan besarnya pajak yang harus dibayar 
berdasarkan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) 
Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan, sebagai 
lampiran pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 

Penjelasan Pasal 3 Ayat (5a) 
Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan 
batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikan 
Surat Teguran. 

Penjelasan Pasal 3 Ayat (6) 
Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib Pajak, 
antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 
jumlah pajak dan pembayarannya, dalam rangka keseragaman dan 
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mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat 
Pemberitahuan, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang 
digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurangkurangnya 
memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan Kena 
Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi. 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib 
menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan 
berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan 
untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. 

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurangkurangnya 
memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau 
kelebihan pajak. 

Penjelasan Pasal 3 Ayat (7) 
Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah 
satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat Pemberitahuan. 
Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang disampaikan, 
tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan, tidak dianggap 
sebagai Surat Pemberitahuan dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. 
Dalam hal demikian, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data 
perpajakan. 

Demikian juga apabila penyampaian Surat Pemberitahuan yang menyatakan 
lebih bayar telah melewati 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, 
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah ditegur secara 
tertulis, atau apabila Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur 
Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan 
pajak, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan. 

Penjelasan Pasal 3 Ayat (7a)
Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 3 Ayat (8)
Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan 
menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau 
pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak 
Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat 
Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau 
memperoleh penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, tetapi 
karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 4
(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan 

dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.
(2) Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh 

pengurus atau direksi.
(3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa 

khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, 
surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat 
Pemberitahuan.

(4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang 
wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan 
lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena 
Pajak. 

(4a)  Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 
laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak.

(4b)  Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat 
Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap 
dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak 
disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b.

(5) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 4 Ayat (4a)
Yang dimaksud dengan Laporan Keuangan masing-masing Wajib Pajak 
adalah laporan keuangan hasil kegiatan usaha masingmasing Wajib Pajak. 
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Contoh:
PT A memiliki saham pada PT B dan PT C. Dalam contoh tersebut, PT A 
mempunyai kewajiban melampirkan laporan keuangan konsolidasi PT A 
dan anak perusahaan, juga melampirkan laporan keuangan atas usaha PT 
A (sebelum dikonsolidasi), sedangkan PT B dan PT C wajib melampirkan 
laporan keuangan masingmasing, bukan laporan keuangan konsolidasi.

Penjelasan Pasal 4 Ayat (4b)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 4 Ayat (5)
Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan memuat hal-
hal mengenai, antara lain, penelitian kelengkapan, pemberian tanda terima, 
pengelompokan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar, Kurang Bayar, dan Nihil, 
prosedur perekaman dan tindak lanjut pengelolaannya, yang diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 5
Untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak dalam 
hal-hal tertentu dapat menentukan tempat lain bukan tempat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).  

Penjelasan Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
(1) Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak 

ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan 
oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti 
penerimaan.

(2) Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos 
dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat 
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap 
sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat 
Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1)
Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 6 Ayat (2)
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan 
dengan perkembangan teknologi informasi, perlu cara lain bagi Wajib Pajak 
untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuannya, 
misalnya disampaikan secara elektronik.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (3)
Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat 
Pemberitahuan melalui pos atau dengan cara lain merupakan bukti 
penerimaan, apabila Surat Pemberitahuan dimaksud telah lengkap, yaitu 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat 
(1a), dan ayat (6).

Pasal 7
(1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu 
perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa 
denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 
(seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, 
dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan 
serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang 
pribadi.

(2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga 

negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di 

Indonesia;
e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha 

lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;

f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya 
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diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (1)
Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur 
pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan 
dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 
menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2)
Bencana adalah bencana nasional atau bencana yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan.

Pasal 8
(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat 
Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan 
tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan 
pemeriksaan.

(1) (1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, 
pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 
(dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan 
Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, 
kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, 
dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir 
sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan. 

(2a)  Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan 
Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, 
kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, 
dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum 
dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran 
yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak 
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akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan 
sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut 
dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak 
yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda 
sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang 
kurang dibayar.

(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, 
dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat 
ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat 
mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran 
pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai 
keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar 
atau lebih kecil;

b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil 
atau lebih besar;

c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan 

proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.
(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari 

pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang 
kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan 
tersendiri dimaksud disampaikan.

(6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan 
yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat 
ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali 
Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, 
yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang 
telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang 
akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah 
menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat 
Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan 
tindakan pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1)
Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat 
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oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan 
atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai 
melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan “mulai melakukan 
tindakan pemeriksaan” adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 
Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota 
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1a)
Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) 
tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian 
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1).

Penjelasan Pasal 8 Ayat (2)
Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan atas kemauan 
sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang terutang dan 
jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah 
semula. Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan 
tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
per bulan.

Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung 
mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan. Yang dimaksud dengan “1 (satu) bulan” adalah jumlah 
hari dalam bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 
22 Juni sampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan bagian 
dari bulan adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, 
misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (2a)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (3)
Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah dilakukan 
pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan kesalahannya dan 
sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) 
dari jumlah pajak yang kurang dibayar, terhadapnya tidak akan dilakukan 
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penyidikan. Namun, apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan 
mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, 
kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sudah 
tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (4)
Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi 
belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik yang 
telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih 
diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian 
Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat berupa Surat 
Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun 
atau masa yang diperiksa. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan tersebut dilakukan dalam laporan tersendiri dan harus 
mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah 
pajak yang sesungguhnya terutang. Namun, untuk membuktikan kebenaran 
laporan Wajib Pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai 
selesai.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (5)
Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 
50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, dan harus dilunasi 
oleh Wajib Pajak sebelum laporan pengungkapan tersendiri disampaikan. 
Namun, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Apabila dari hasil pemeriksaan 
terbukti bahwa laporan pengungkapan ternyata tidak sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya, atas ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapat 
diterbitkan surat ketetapan pajak.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (6)
Sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak, Surat Keputusan 
Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan 
Peninjauan Kembali atas suatu Tahun Pajak yang mengakibatkan rugi fiskal 
yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat 
Pemberitahuan Tahunan tahun berikutnya atau tahun-tahun berikutnya, akan 
dilakukan penyesuaian rugi fiskal sesuai dengan surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, 
atau Putusan Peninjauan Kembali dalam penghitungan Pajak Penghasilan 
tahun-tahun berikutnya, pembatasan jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut 
dimaksudkan untuk tertib administrasi tanpa menghilangkan hak Wajib Pajak 
atas kompensasi kerugian.
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Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan lewat jangka 
waktu 3 (tiga) bulan atau Wajib Pajak tidak mengajukan pembetulan 
sebagai akibat adanya surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, 
Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, 
yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah 
dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, 
Direktur Jenderal Pajak akan memperhitungkannya dalam menetapkan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Untuk jelasnya diberikan contoh sebagai berikut:

Contoh 1:
PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan tahun 2008 yang menyatakan:
Penghasilan Neto sebesar   Rp 200.000.000,00
Kompensasi kerugian berdasarkan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2007
     Rp 150.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak   Rp 50.000.000,00

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2007 
dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 6 Januari 2010 diterbitkan surat 
ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp70.000.000,00.

Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak akan 
mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 menjadi sebagai 
berikut:

Penghasilan Neto sebesar   Rp 200.000.000,00
Rugi menurut Keputusan Keberatan  Rp 70.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak   Rp 130.000.000,00

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat
Pemberitahuan yang semula Rp50.000.000,00 (Rp200.000.000,00
- Rp150.000.000,00) setelah pembetulan menjadi
Rp130.000.000,00 (Rp200.000.000,00 - Rp70.000.000,00)

Contoh 2:
PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
tahun 2008 yang menyatakan:
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Penghasilan Neto sebesar    Rp 300.000.000,00
Kompensasi kerugian berdasarkan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2007
     Rp 200.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak   Rp 100.000.000,00

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2007 
dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 6 Januari 2010 diterbitkan surat 
ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp250.000.000,00.

Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak akan 
mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 menjadi sebagai 
berikut:

Penghasilan Neto sebesar   Rp 300.000.000,00
Rugi menurut Keputusan Keberatan  Rp 250.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak   Rp 50.000.000,00

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan
yang semula Rp100.000.000,00 (Rp300.000.000,00 -
Rp200.000.000,00) setelah pembetulan menjadi Rp50.000.000,00
(Rp300.000.000,00 - Rp250.000.000,00).

Pasal 9
(1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak 
bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari 
setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

(2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas 
sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

(2a)  Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran 
atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh 
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian 
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2b)  Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo 
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi 
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administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang 
dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan 
Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam 
jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3a)  Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, 
jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat 
memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang 
pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.

Penjelasan Pasal 9 Ayat (1)
Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu 
saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas 
waktu tidak melampaui 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak 
atau berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan 
penyetoran tersebut berakibat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penjelasan Pasal 9 Ayat (2)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 9 Ayat (2a)
Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran 
atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut 
diberikan contoh sebagai berikut:

Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 PT A tahun 2008 sejumlah 
Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran masa Mei tahun 2008 dibayar tanggal 
18 Juni 2008 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2008. Apabila pada tanggal 15 
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Juli 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi bunga dalam Surat Tagihan 
Pajak dihitung 1 (satu) bulan sebagai berikut:

1 x 2% x Rp10.000.000,00 = Rp200.000,00.

Penjelasan Pasal 9 Ayat (2b), Ayat (3), Ayat (3a)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 9 Ayat (4)
Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan 
persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang 
terutang termasuk kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang masih 
harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan.

Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 12 (dua 
belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang 
mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 10
(1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang 

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui 
tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.

(1a)  Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi 
sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat 
kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah 
mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta 
tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1), Ayat (1a)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (2)
Adanya tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak, dan pelaporannya, 
serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak yang diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan diharapkan dapat 
mempermudah pelaksanaan pembayaran pajak dan administrasinya.
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Pasal 11
(1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau 
Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata 
Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(2) (1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, 
dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat 
Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib 
Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang 
pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang 
pajak tersebut.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan 
sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau 
sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 
Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau 
Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, 
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan 
Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian 
Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau 
Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan 
pembayaran pajak.

(4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan 
setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan 
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dengan 
saat dilakukan pengembalian kelebihan.

(5) Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
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Penjelasan Pasal 11 Ayat (1)
Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang 
dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit 
pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang) atau telah dilakukan 
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Wajib Pajak berhak 
untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan 
Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak. Dalam hal Wajib Pajak 
masih mempunyai utang pajak yang meliputi semua jenis pajak baik di 
pusat maupun cabangcabangnya, kelebihan pembayaran tersebut harus 
diperhitungkan lebih dahulu dengan utang pajak tersebut dan jika masih 
terdapat sisa lebih, dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Penjelasan Pasal 11 Ayat (1a)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 11 Ayat (2)
Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan ketertiban 
administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan:

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (1), dihitung sejak tanggal diterimanya 
permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak;

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, dihitung sejak tanggal 
penerbitan;

c. untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D, dihitung 
sejak tanggal penerbitan;

d. untuk Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, atau 
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, dihitung sejak tanggal 
penerbitan;

e. untuk Putusan Banding dihitung sejak diterimanya Putusan Banding 
oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan 
putusan pengadilan; atau

f. untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya Putusan 
Peninjauan Kembali oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 
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berwenang melaksanakan putusan pengadilan sampai dengan saat 
diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 
Pajak.

Penjelasan Pasal 11 Ayat (3)
Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak 
melalui pelayanan yang lebih baik, diatur bahwa setiap keterlambatan dalam 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak 
berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan saat diterbitkan 
Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Penjelasan Pasal 11 Ayat (4)
Cukup jelas.

BAB III
PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 12
(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 
dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

(2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan 
yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang 
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.

(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak 
yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan 
jumlah pajak yang terutang.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (1)
Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang 
dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat 
terutangnya pajak tersebut adalah:

a. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak 
ketiga;

b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh 
pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan 
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usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah; atau

c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, atau pun yang 
harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan 
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2), 
oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke kas negara melalui tempat pembayaran 
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Berdasarkan Undang-Undang ini, Direktorat Jenderal Pajak tidak 
berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat 
Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat 
ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan 
oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena 
ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yang telah menghitung 
dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan 
dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak atau 
pun Surat Tagihan Pajak.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (3)
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang 
dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak 
benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, 
Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang 
sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Pasal 13
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak 

atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, 
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 
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lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
b. b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan 
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat 
Teguran;

c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 
lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya 
dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya 
dikenai tarif 0% (nol persen);

d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui 
besarnya pajak yang terutang; atau

e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(4a).

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya 
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak 
atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;

b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak 
atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau 
kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau 
kurang disetor; atau

c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
yang tidak atau kurang dibayar.

(4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak 
dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka 
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waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 
saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun 
Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.

(5) Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat 
diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% 
(empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau 
kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut 
dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 
atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada 
pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap.

(6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1)
Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak 
untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang 
pada hakikatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat ini. Dengan demikian, hanya terhadap Wajib Pajak 
yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi 
kewajiban formal dan/atau kewajiban material. Keterangan lain tersebut 
adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal 
Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan 
Pajak Penghasilan. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk 
melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu 5 
(lima) tahun.

Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar baru diterbitkan jika Wajib Pajak tidak 
membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.

Diketahuinya Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak karena 
dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan 
dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang 
membayar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.
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Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau 
tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain di 
luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat 
dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana 
mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pajak dapat 
dilakukan pemeriksaan.

Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya walaupun 
telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu 
yang ditentukan dalam Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b membawa akibat Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara jabatan.

Terhadap ketetapan seperti ini dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Teguran, antara lain, dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib 
Pajak yang beriktikad baik untuk menyampaikan alasan atau sebab-sebab 
tidak dapat disampaikannya Surat Pemberitahuan karena sesuatu hal di luar 
kemampuannya (force majeur).

Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang 
mengakibatkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administrasi dengan 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan 
kenaikan sebesar 100% (seratus persen).

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi 
permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga Direktur 
Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya 
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal 
Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan 
penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada 
data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja.

Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan 
secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak.
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Sebagai contoh:
1. pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap 

sehingga penghitungan laba rugi atau peredaran tidak jelas;
2. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka 

dalam pembukuan tidak dapat diuji; atau
3. dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar 

dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di 
suatu tempat tertentu sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak 
telah tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk membantu kelancaran 
jalannya pemeriksaan. 

Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (2)
Ayat ini mengatur sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan kepada 
Wajib Pajak karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e. Sanksi administrasi perpajakan 
tersebut berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang 
dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Sanksi administrasi berupa bunga, dihitung dari jumlah pajak yang tidak atau 
kurang dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.

Walaupun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut diterbitkan lebih 
dari 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak, bunga dikenakan atas 
kekurangan tersebut hanya untuk masa 2 (dua) tahun.

Contoh: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan.
Wajib Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajak selama Tahun Pajak 
2006 sebesar Rp100.000.000,00 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan 
tepat waktu.
Pada bulan April 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar maka sanksi bunga dihitung sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak    Rp100.000.000,00
2. Pajak yang terutang (30% xRp100.000.000,00)

   Rp 30.000.000,00
3. Kredit pajak     Rp 10.000.000,00(-)
4. Pajak yang kurang dibayar   Rp 20.000.000,00
5. Bunga 24 bulan (24 x 2% x Rp20.000.000,00)

   Rp 9.600.000,00(+)
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6. Jumlah pajak yang masih harus dibayar
   Rp 29.600.000,00

Dalam hal pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selain harus menyetor pajak 
yang terutang, pengusaha tersebut juga dikenai sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pajak yang kurang dibayar 
yang dihitung sejak berakhirnya Masa Pajak untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan. 

Penjelasan Pasal 13 Ayat (3)
Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapan pajak karena 
melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, huruf c, dan huruf d. Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan 
suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang 
kurang dibayar.

Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis 
pajaknya, yaitu untuk jenis Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak 
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen), untuk 
jenis Pajak Penghasilan yang dipotong oleh orang atau badan lain sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen), sedangkan 
untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).

Penjelasan Pasal 13 Ayat (4)
Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak berkenaan dengan 
pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem self assessment, apabila 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 
atau berakhirnya Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan 
surat ketetapan pajak, jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam 
Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan pada 
hakikatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti 
karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (5)
Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan, untuk menentukan kerugian pada pendapatan negara, atas 
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jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan surat ketetapan pajak.
Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan melalui proses 
pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) tahun. 
Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib Pajak yang disidik oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil, tetapi oleh penuntut umum tidak dituntut berdasarkan 
sanksi pidana perpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidana 
oleh pengadilan karena melakukan penyelundupan yang dalam putusan 
pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak yang 
belum dikenai pajak.

Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali pajak yang terutang 
tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana 
di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan 
kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah 
pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui. 

Penjelasan Pasal 13 Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13A
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak 
benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak 
benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, 
tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan 
oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan 
pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang 
dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar.

Penjelasan Pasal 13A
Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama 
kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dikenai sanksi 
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pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi.
Oleh karena itu, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan 
Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya 
tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya 
tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara 
tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan 
Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan 
pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang 
dibayar.

Pasal 14
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak 

apabila:
a. a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau 

kurang dibayar;
b. b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran 

pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 

dan/atau bunga;
d. d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau 
membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

e. e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, 
selain:

2. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan 
perubahannya; atau

3. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang- 
Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam 
hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang 
eceran;

a. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak 
sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau

b. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah 
diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

(4) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan 
pajak.

(5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah 
dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung 
sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian 
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
Tagihan Pajak.

(6) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-
masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar 
Pengenaan Pajak.

(7) Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, 
dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian 
Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan 
Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 
bulan.

(8) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (2)
Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini disamakan kekuatan hukumnya 
dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat juga 
dilakukan dengan Surat Paksa.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (3)
Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas Surat 
Tagihan Pajak yang diterbitkan karena:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
atau
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b. penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak kurang 
dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung.

Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungan sebagai berikut:
1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar 
Rp100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15. Pajak 
Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu sebesar 
Rp40.000.000,00.

Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan 
Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2008 dengan 
penghitungan sebagai berikut:
- Kekurangan bayar Pajak Penghasilan
Pasal 25 bulan Juni 2008
(Rp100.000.000,00 - Rp40.000.000,00)  Rp 60.000.000,00
- Bunga = 3 x 2% x Rp60.000.000,00  Rp 3.600.000,00 (+)
- Jumlah yang harus dibayar   Rp 63.600.000,00

2. Hasil penelitian Surat Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
orang pribadi tahun 2008 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 
2009 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung 
yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar 
Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut 
diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Juni 2009 dengan 
penghitungan sebagai berikut:
- Kekurangan bayar Pajak Penghasilan  Rp 1.000.000,00
- Bunga = 3 x 2% x Rp1.000.000,00  Rp 60.000,00 (+)
- Jumlah yang harus dibayar   Rp 1.060.000,00

Penjelasan Pasal 14 Ayat (4)
Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun 
Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu 
atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi 
berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, 
tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang sama.
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Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar 
Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, sedangkan pajak 
yang terutang ditagih dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (5), Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah 
saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian 
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang 
mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah 
dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah 
kekurangan pajak tersebut.

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan 
apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu 
diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas 
kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai 
melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

(4) Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang 
tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka 
waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat 
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
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Penjelasan Pasal 15 Ayat (1)
Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau pajak 
yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil ditetapkan lebih 
rendah atau telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya 
sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, 
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah 
saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak 
atau Tahun Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan koreksi atas 
surat ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan baru diterbitkan apabila sudah pernah diterbitkan surat ketetapan 
pajak. Pada prinsipnya untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan perlu dilakukan pemeriksaan. Jika surat ketetapan 
pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, perlu dilakukan 
pemeriksaan ulang sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan. Dalam hal surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan 
berdasarkan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan juga harus 
diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, tetapi bukan pemeriksaan ulang.

Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak 
akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan surat 
ketetapan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula 
belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang 
dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.

Sejalan dengan itu, setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan 
sebagai akibat telah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17B, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
diterbitkan hanya dalam hal ditemukan data baru termasuk data yang semula 
belum terungkap.

Dalam hal masih ditemukan lagi data baru termasuk data yang semula belum 
terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, dan/atau data baru termasuk data yang semula belum terungkap 
yang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.
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Yang dimaksud dengan “data baru” adalah data atau keterangan mengenai 
segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah 
pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada 
waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-
lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada 
waktu pemeriksaan.

Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum 
terungkap, yaitu data yang:

a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan 
beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau

b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak 
mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara 
benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat 
menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat 
Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan, 
tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara 
sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitung 
besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah 
pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, hal tersebut 
termasuk dalam pengertian data yang semula belum terungkap.

Contoh:
1. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan tertulis 

adanya biaya iklan Rp10.000.000,00, sedangkan sesungguhnya biaya 
tersebut terdiri atas Rp5.000.000,00 biaya iklan di media massa dan 
Rp5.000.000,00 sisanya adalah sumbangan atau hadiah yang tidak 
boleh dibebankan sebagai biaya. 

Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak 
mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak melakukan 
koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah sehingga 
pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, data mengenai 
pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah tersebut tergolong data 
yang semula belum terungkap.
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2. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan disebutkan 
pengelompokan harta tetap yang disusutkan tanpa disertai dengan 
perincian harta pada setiap kelompok yang dimaksud, demikian 
pula pada saat pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak 
tidak mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak 
dapat meneliti kebenaran pengelompokan dimaksud, misalnya harta 
yang seharusnya termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan 
bangunan kelompok 3, tetapi dikelompokkan ke dalam kelompok 
2. Akibatnya, atas kesalahan pengelompokan harta tersebut tidak 
dilakukan koreksi, sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung 
secara benar. Apabila setelah itu diketahui adanya data yang 
menyatakan bahwa pengelompokan harta tersebut tidak benar, maka 
data tersebut termasuk data yang semula belum terungkap.

3. Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah barang 
dari Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian tersebut oleh 
Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan faktur pajak. Barang-
barang tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan yang mempunyai 
hubungan langsung dengan kegiatan usahanya, seperti pengeluaran 
untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, dan 
sebagian lainnya tidak mempunyai hubungan langsung. Seluruh faktur 
pajak tersebut dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha 
Kena Pajak pembeli.

Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak tidak 
mengungkapkan rincian penggunaan barang tersebut dengan benar 
sehingga tidak dilakukan koreksi atas pengkreditan Pajak Masukan 
tersebut oleh fiskus, sebagai akibatnya Pajak Pertambahan Nilai 
yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila setelah 
itu diketahui adanya data atau keterangan tentang kesalahan 
mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan 
langsung dengan kegiatan usaha dimaksud, data atau keterangan 
tersebut merupakan data yang semula belum terungkap.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (2)
Dalam hal setelah diterbitkan surat ketetapan pajak ternyata masih 
ditemukan data baru termasuk data yang belum terungkap yang semula 
belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, atas pajak 
yang kurang dibayar ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% 
(seratus persen) dari pajak yang kurang dibayar. 
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Penjelasan Pasal 14 Ayat (3)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (4)
Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana yang dapat 
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa pajak berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan, ditambah 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan 
persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka 
waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur 

Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat 
Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat 
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 
Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan 
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 
Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, 
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan 
hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus 
memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, 
permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap 
dikabulkan.

(4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib 
memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang 
menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Penjelasan Pasal 16 Ayat (1)
Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan 
tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau 
kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. 
Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan 
antara fiskus dan Wajib Pajak. Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan 
baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan 
atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan.

Yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan adalah sebagai 
berikut:

a. Surat ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

b. Surat Tagihan Pajak;
c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
d. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
e. Surat Keputusan Pembetulan;
f. Surat Keputusan Keberatan;
g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
h. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
i. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
j. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada kesalahan 
atau kekeliruan sebagai akibat dari:

a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, 
alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis 
pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;

b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari 
penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau 
pembagian suatu bilangan; atau

c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan 
tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, 
kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan 
Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam 
pengkreditan pajak.
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Pengertian “membetulkan” pada ayat ini, antara lain, menambahkan, 
mengurangkan, atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan dan 
kekeliruannya.

Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan 
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan 
kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat 
melakukan pembetulan lagi karena jabatan.

Penjelasan Pasal 16 Ayat (2)
Untuk memberikan kepastian hukum, permohonan pembetulan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak harus diputuskan dalam batas waktu paling lama 6 
(enam) bulan sejak permohonan diterima.

Penjelasan Pasal 16 Ayat (3)
Dalam hal batas waktu 6 (enam) bulan terlampaui, tetapi Direktur Jenderal 
Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap 
dikabulkan.

Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal 
Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan 
Wajib Pajak.

Penjelasan Pasal 16 Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
(1) Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit 
pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah 
pajak yang terutang.

(2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, 
setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak 
yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat diterbitkan lagi 
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru ternyata 
pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan 
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pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (1)
Menurut ketentuan ayat ini Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan 
untuk:

a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada 
jumlah pajak yang terutang;

b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang 
dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak 
yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi 
dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai 
tersebut; atau

c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang 
dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan 
pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang 
menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib 
mengajukan permohonan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 
(2).

Penjelasan Pasal 17 Ayat (2), Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17A
(1) Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak 
atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang 
terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau 
tidak ada pembayaran pajak.

(2) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Penjelasan Pasal 17A

Penjelasan Pasal 17A Ayat (1)
Menurut ketentuan ayat ini, Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan untuk:
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a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak 
yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit 
pajak;

b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan 
jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak 
Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara 
jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh 
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau

c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang 
dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak 
terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

Penjelasan Pasal 17A Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17B
(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan 
surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat 
permohonan diterima secara lengkap.

(1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti 
permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu 
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus 
diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut 
berakhir.

(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak 
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

(4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang 
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perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak dilanjutkan 
dengan penyidikan; dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak 
dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; 
atau dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana 
di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam hal kepada Wajib 
Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada 
Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung 
sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 
(satu) bulan.

Penjelasan Pasal 17B Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “surat permohonan telah diterima secara lengkap” 
adalah Surat Pemberitahuan yang telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3.

Surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berupa Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Penjelasan Pasal 17B Ayat (1a)
Yang dimaksud dengan “sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan” 
adalah dimulai sejak surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan 
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota 
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Penjelasan Pasal 17B Ayat (2)
Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Wajib Pajak atau 
Pengusaha Kena Pajak sehingga bila batas waktu tersebut dilampaui dan 
Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
tersebut dianggap dikabulkan. Selain itu, batas waktu tersebut dimaksudkan 
pula untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan.
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Penjelasan Pasal 17B Ayat (3)
Jika Direktur Jenderal Pajak terlambat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar diterbitkan, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.

Penjelasan Pasal 17B Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17C
(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari 
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak 
Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan 
diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 

kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau 
lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan 
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun 
berturut-turut; dan

d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(3) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menerbitkan 
surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian 
pendahuluan kelebihan pajak.

(5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi 
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administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pembayaran pajak.

(6) (6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak 
apabila:

a. terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

b. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk 
suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;

c. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk 
suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 
(satu) tahun kalender; atau

d. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
(7) Tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 17C Ayat (1)
Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk 
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu setelah dilakukan penelitian harus 
diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 
paling lama:

a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan;
b. 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai

Sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat 
Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). Permohonan dapat disampaikan dengan 
cara mengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan atau dengan surat 
tersendiri. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat 
diberikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan konfirmasi kebenaran 
kredit pajak. 

Penjelasan Pasal 17C Ayat (2)
Termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan 
adalah:

a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 
dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

b. dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa 
untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November yang terlambat 
tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak 
berturut-turut; dan 
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c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu 
penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

Bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan 
pada tanggal 31 Desember. Utang pajak yang belum melewati batas akhir 
pelunasan tidak termasuk dalam pengertian tunggakan pajak.

Penjelasan Pasal 17C Ayat (3)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 17C Ayat (4)
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib 
Pajak yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). Surat ketetapan pajak tersebut dapat berupa Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Penjelasan Pasal 17C Ayat (5)
Untuk mendorong Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang 
berlaku, maka apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan 
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Untuk jelasnya cara penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan 
pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut diberikan contoh 
sebagai berikut:
1) Pajak Penghasilan

- Wajib Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan 
pajak sebesar    Rp80.000.000,00.
- Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Pajak Penghasilan yang terutang sebesar
b. Kredit pajak, yaitu:

  - Pajak Penghasilan Pasal 22   Rp20.000.000,00
  - Pajak Penghasilan Pasal 23   Rp40.000.000,00
  - Pajak Penghasilan Pasal 25   Rp90.000.000,00
 Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan  
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 Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:
 Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp 100.000.000,00
 Kredit Pajak:
  - Pajak Penghasilan Pasal 22   Rp 20.000.000,00
  - Pajak Penghasilan Pasal 23   Rp 40.000.000,00
  - Pajak Penghasilan Pasal 25   Rp 90.000.000,00 (+)
       Rp150.000.000,00
 -  Jumlah Pengembalian
  Pendahuluan Kelebihan Pajak   Rp 80.000.000,00 (-)
 -  Jumlah pajak yang dapat dikreditkan  Rp 70.000.000,00 (-)
  Pajak yang tidak/kurang dibayar  Rp 30.000.000,00
 -  Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%
       Rp 30.000.000,00 (+)
 -  Jumlah yang masih harus dibayar  Rp 60.000.000,00

2) Pajak Pertambahan Nilai
 -  Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh pengembalian
  pendahuluan kelebihan pajak sebesar  Rp60.000.000,00.
 -  Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pajak Keluaran    Rp 100.000.000,00
b. Kredit pajak, yaitu:
Pajak Masukan     Rp 150.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:

 -  Pajak Keluaran    Rp 100.000.000,00
 -  Kredit Pajak:
 -  Pajak Masukan    Rp 150.000.000,00
 -  Jumlah Pengembalian
  Pendahuluan Kelebihan Pajak   Rp 60.000.000,00 (-)
  Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan  Rp 90.000.000,00 (-)
  Pajak yang kurang dibayar   Rp 10.000.000,00
  Sanksi administrasi kenaikan 100%  Rp 10.000.000,00 (+)
  Jumlah yang masih harus dibayar  Rp 20.000.000,00

Penjelasan Pasal 17C Ayat (6), Ayat (7)
Cukup jelas.
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Pasal 17D
(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib 
Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat 
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk 
Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan 
diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat 
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak 
adalah:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha 
atau pekerjaan bebas;

b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau 
pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan 
jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;

c. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan 
jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau

d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan 
jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan 
jumlah tertentu.

(3) Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah 
lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan 
surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak.

(5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan 
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).

Penjelasan Pasal 17D Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 17D Ayat (4)
Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan percepatan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat 



Buku Kumpulan Peraturan296

melakukan pemeriksaan setelah memberikan pengembalian pendahuluan 
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 17D Ayat (5)
Untuk memotivasi Wajib Pajak agar melaporkan jumlah pajak yang terutang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, apabila 
dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% 
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Pasal 17E
Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan 
pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak 
dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak 
Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 17E
Cukup jelas.

BAB IV
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18
(1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan 
jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar 
penagihan pajak.

(2) Dihapus.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (2)
Dihapus.
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Pasal 19
(1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan 
Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih 
harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak 
atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang 
dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari 
tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal 
diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih 
harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara 
pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) 
kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan 
pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu 
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal 
dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

Penjelasan Pasal 19 Ayat (1)
Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan 
jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pada 
saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat dibayar.

Contoh:
a. Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar sebesar Rp10.000.000,00 yang diterbitkan 
tanggal 7 Oktober 2008, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 
November 2008. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 6 
November 2008 Rp 6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2008 
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diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebagai berikut:
Pajak yang masih harus dibayar   Rp 10.000.000,00
Dibayar sampai dengan jatuh tempo pelunasan
      Rp 6.000.000,00 (-)
Kurang dibayar     Rp 4.000.000,00
Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x Rp 4.000.000,00)
      Rp 80.000,00

b. Dalam hal terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
sebagaimana tersebut pada huruf a, Wajib Pajak membayar 
Rp10.000.000,00 pada tanggal 3 Desember 2008 dan pada tanggal 5 
Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi administrasi 
berupa bunga dihitung sebagai berikut:
Pajak yang masih harus dibayar   Rp10.000.000,00
Dibayar setelah jatuh tempo pelunasan
      Rp10.000.000,00 (-)
Kurang dibayar     Rp 0.00
Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x Rp10.000.000,00)
      Rp 200.000,00

Penjelasan Pasal 19 Ayat (2)
Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal 
Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Contoh:
a. Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar 

Rp1.120.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2009 dengan 
batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2009. Wajib Pajak tersebut 
diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka 
waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp224.000,00. 
Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung 
sebagai berikut:
angsuran ke-1 : 2% x Rp1.120.000,00 = Rp22.400,00.
angsuran ke-2 : 2% x Rp 896.000,00 = Rp17.920,00.
angsuran ke-3 : 2% x Rp 672.000,00 = Rp13.440,00.
angsuran ke-4 : 2% x Rp 448.000,00 = Rp 8.960,00.
angsuran ke-5 : 2% x Rp 224.000,00 = Rp 4.480,00.

b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperbolehkan 
untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Juni 
2009.
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Sanksi administrasi berupa bunga atas penundaan pembayaran 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar 5 x 2% x 
Rp1.120.000,00 = Rp112.000,00.

Penjelasan Pasal 19 Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
(1) Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat 

Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta 
Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang 
masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung 
Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak 
dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk 
selamalamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang 
dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan 
atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan 
yang dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan 
membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau 
memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan 
yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan 
perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak 

ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penjelasan Pasal 20 Ayat (1)
Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayar sampai dengan 
tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo 
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penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran 
pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan 
pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung 
Pajak.

Penjelasan Pasal 20 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penagihan seketika dan sekaligus” adalah tindakan 
penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung 
Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi 
seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Penjelasan Pasal 20 Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas 

barangbarang milik Penanggung Pajak.
(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, 
kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

(3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu 
lainnya, kecuali terhadap:

a. a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu 
penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/
atau barang tidak bergerak;

b. b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan 
barang dimaksud; dan/atau

c. c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan 
dan penyelesaian suatu warisan.

(3a)  Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi 
maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk 
melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak 
dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham 
atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk 
membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

(4) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak 
tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan 



301Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

(5) Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut:
a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan 

secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak 
pemberitahuan Surat Paksa; atau

b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau 
persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 
(lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan 
diberikan.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (1)
Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen 
yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik 
Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. 

Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Penjelasan Pasal 21Ayat (2), Ayat (3), Ayat (3a), Ayat (4), Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, 

kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui 
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan 
Kembali.

(2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Paksa;
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung 

maupun tidak langsung;
c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau

d. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
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Penjelasan Pasal 22 Ayat (1)
Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi 
kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. 

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan 
Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, 
banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) 
tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (2)
Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) apabila:

a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat 
Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran 
utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam 
hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal 
pemberitahuan Surat Paksa tersebut.

b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara 
mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran 
utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal 
seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak 
diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak 
karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 
dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan negara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak 
dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut. 

d. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal 
penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan.
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Pasal 23
(1) Dihapus.
(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan 

perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) 
dan Pasal 26; atau

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan 
Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan 
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
(3) Dihapus.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1)
Dihapus

Penjelasan Pasal 23 Ayat (2)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (3)
Dihapus

Pasal 24
Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 24
Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan 
besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain 
karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta 
warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses 
pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek 
pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. Melalui 
cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang 
akan dapat ditagih atau dicairkan.
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BAB V
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur 

Jenderal Pajak atas suatu:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang 
dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib 
Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan 
atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(3a)  Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan 
pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar 
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan 
disampaikan.

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan 
surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai 
Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat 
keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan 
bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti 
penerimaan surat keberatan.

(6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan 
keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan 
secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, 
penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak.
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(7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu 
pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau 
ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan 
keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(8) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan 
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk 
sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
dan ayat (1a).

(9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 
50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan 
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan

(10) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan.

Penjelasan Pasal 25 Ayat (1)
Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan 
pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, Wajib 
Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.

Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan 
pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau 
pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan “suatu” pada ayat ini adalah 1 
(satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) 
Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Contoh:
Keberatan atas ketetapan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 dan Tahun 
Pajak 2009 harus diajukan masing-masing dalam 1 (satu) surat keberatan 
tersendiri. Untuk 2 (dua) Tahun Pajak tersebut harus diajukan 2 (dua) buah 
surat keberatan.

Penjelasan Pasal 25 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan 
dimaksud adalah alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi 
surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan.



Buku Kumpulan Peraturan306

Penjelasan Pasal 25 Ayat (3)
Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal 
pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai 
untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya.

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat 
dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak 
(force majeur), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat 
dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (3a)
Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi 
Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban 
perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir 
hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak 
mengajukan keberatan.

Penjelasan Pasal 25 Ayat (4)
Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak 
dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Penjelasan Pasal 25 Ayat (5)
Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pegawai Direktorat 
Jenderal Pajak atau oleh pos berfungsi sebagai tanda terima surat keberatan 
apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai surat keberatan. Dengan 
demikian, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal 
penerimaan surat dimaksud. 

Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat sebagai surat keberatan 
dan Wajib Pajak memperbaikinya dalam batas waktu penyampaian surat 
keberatan, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak diterima surat 
berikutnya yang memenuhi syarat sebagai surat keberatan.

Penjelasan Pasal 25 Ayat (6)
Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat, 
Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan pajak, penghitungan 
rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan. 
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Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk memenuhi 
permintaan tersebut.

Penjelasan Pasal 25 Ayat (7)
Ayat ini mengatur bahwa jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam surat 
ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Penangguhan jangka waktu 
pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidak 
diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan 
keberatan. 

Penjelasan Pasal 25 Ayat (8)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 25 Ayat (9)
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib 
Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan 
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak 
tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan 
Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang 
pajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi 
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen).

Contoh:
Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 
dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 
diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, 
Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar 
Rp200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut 
sebesar Rp200.000.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan atas 
koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan 
Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi 
sebesar Rp750.000.000,00. Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak dikenai 
sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19, tetapi dikenai 
sanksi sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 50% x (Rp750.000.000,00 Ò 
Rp200.000.000,00) = Rp275.000.000,00.

Penjelasan Pasal 25 Ayat (10)
Cukup jelas.
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Pasal 26
(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 

belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi 
keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat 
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

(3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa 
mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah 
besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan 
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan 
huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan 
ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu 
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Penjelasan Pasal 26 Ayat (1)
Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, kewenangan 
penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada Direktur Jenderal 
Pajak dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian keputusan atas 
keberatan Wajib Pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
tanggal surat keberatan diterima.

Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan 
tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak 
selain terlaksananya administrasi perpajakan.

Penjelasan Pasal 26 Ayat (2), Ayat (3)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 26 Ayat (4)
Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran 
ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap 
pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat ketetapan pajak secara 
jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Tahunan meskipun telah ditegur secara tertulis, 
tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan, atau menolak 
untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa memasuki tempat-
tempat tertentu yang dipandang perlu, dalam rangka pemeriksaan guna 
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menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila Wajib Pajak tidak 
dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan, 
pengajuan keberatannya ditolak.

Penjelasan Pasal 26 Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 26A
(1) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), antara lain, mengatur tentang pemberian 
hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau 
memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.

(3) Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

(4) Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, 
informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak 
diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang 
pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak 
ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain 
dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

Penjelasan Pasal 26A Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 26A Ayat (2)
Agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Wajib Pajak 
untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian keberatannya, dalam tata 
cara sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur, antara lain, Wajib Pajak 
dapat hadir untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan 
mengenai keberatannya. 

Penjelasan Pasal 26A Ayat (3), Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada 

badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
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(2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di 
lingkungan peradilan tata usaha negara.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan 
dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

(4) Dihapus.
(4a)  Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan 

permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan 
keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat 
Keputusan Keberatan yang diterbitkan.

(5) Dihapus.
(5a)  Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan 

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau 
Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat 
pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak 
tanggal penerbitan Putusan Banding.

(5b)  Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan 
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk 
sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
dan ayat (1a).

(5c)  Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan 
banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan 
Putusan Banding diterbitkan.

(5d)  Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% 
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding 
dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan.

(6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
dalam Pasal 23 ayat (2) diatur dengan undang-undang.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (4)
Dihapus.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (4a)
Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 27 Ayat (5)
Dihapus.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (5a)
Ayat ini mengatur bahwa bagi Wajib Pajak yang mengajukan banding, jangka 
waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Penangguhan 
jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 
19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat 
pengajuan keberatan. 

Penjelasan Pasal 27 Ayat (5b)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (5c)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (5d)
Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan 
sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan 
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding, dan 
penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak 
melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana 
dimaksud pada ayat ini.

Contoh:
Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 
dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 
diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, 
Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar 
Rp200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut 
sebesar Rp200.000.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan atas 
koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan 
Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar 
Rp750.000.000,00.

Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh 
Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar 
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menjadi sebesar Rp450.000.000,00. Dalam hal ini baik sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 19 maupun sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur 
dalam Pasal 25 ayat (9) tidak dikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administrasi berupa denda sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 100% x 
(Rp450.000.000,00 Ò Rp200.000.000,00) = Rp250.000.000,00.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 27A
(1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau 

permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana 
dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar 
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran 
dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% 
(dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak 
tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan 
pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan 
Peninjauan Kembali; atau

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat 
ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan 
Peninjauan Kembali.

(1a)  Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan 
atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak 
yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan 
pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak 
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tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan 
pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan 
Ketetapan Pajak;

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat 
ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan 
Ketetapan Pajak; atau

c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal 
pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran 
pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan 
Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 
diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat 
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan 
Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan 
Wajib Pajak.

(3) Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 27A Ayat (1)
Imbalan bunga diberikan berkenaan dengan Surat Keputusan Keberatan, 
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalam Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah 
dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

Penjelasan Pasal 27A Ayat (1a)
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan, 
atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang 
keputusannya mengabulkan sebagian atau seluruhnya, selama jumlah pajak 
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yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan 
pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dibayar menyebabkan kelebihan 
pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan 
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Penjelasan Pasal 27A Ayat (2)
Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat Tagihan 
Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 ayat 
(1) sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang memperoleh 
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda atau 
bunga.

Pengurangan atau penghapusan yang dimaksud merupakan akibat dari 
adanya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan 
Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tersebut, yang mengabulkan 
sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

Penjelasan Pasal 27A Ayat (3)
Cukup jelas.

BAB VI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28
(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib 
menyelenggarakan pembukuan.

(2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan 
pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib 
melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan 
Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang 
pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan 
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau 
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kegiatan usaha yang sebenarnya.
(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia 

dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang 
Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa 
asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan 
stelsel akrual atau kas.

(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus 
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai 
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan 
pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang 
selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah 
mendapat izin Menteri Keuangan.

(9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data 
yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan 
bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung 
jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek 
pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

(10) Dihapus.
(11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 

pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari 
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program 
aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di 
Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak 
orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

(12) Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 28 Ayat (5)
Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode 
pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran 
laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam 
penerapan:

a. stelsel pengakuan penghasilan;
b. tahun buku;
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c. metode penilaian persediaan; atau
d. metode penyusutan dan amortisasi.

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya 
dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada 
waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan 
kapan biaya itu dibayar secara tunai.

Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan 
berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang 
umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai 
dalam bidang usaha tertentu seperti build operate and transfer (BOT) dan 
real estat.

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas 
penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.  

Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila 
benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta 
biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara 
tunai dalam suatu periode tertentu.

Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau 
perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang 
waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak 
berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan 
barang atau jasa ditetapkan pada saat pembayaran dari pelanggan diterima 
dan biaya-biaya ditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi lain 
dibayar.

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan 
yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari 
tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan 
pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk penghitungan Pajak Penghasilan 
dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai 
berikut.

1. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi 
seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam 
menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh 
pembelian dan persediaan.
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2. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hakhak yang 
dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan 
hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.

3. Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).

Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat 
juga dinamakan stelsel campuran.

Penjelasan Pasal 28 Ayat (6)
Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus 
sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan 
metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), 
metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan. Namun, 
perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah 
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode 
pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum 
dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan 
yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari 
perubahan tersebut.

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam 
prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke 
akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode pengakuan 
penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri, misalnya dalam metode 
pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan 
menggunakan metode penyusutan tertentu.

Contoh:
Wajib Pajak dalam tahun 2008 menggunakan metode penyusutan garis lurus 
atau straight line method. Jika dalam tahun 2009 Wajib Pajak bermaksud 
mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode 
penyusutan saldo menurun atau declining balance method, Wajib Pajak 
harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang 
diajukan sebelum dimulainya tahun buku 2009 dengan menyebutkan alasan 
dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan 
tersebut.

Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah 
penghasilan atau kerugian Wajib Pajak. Oleh karena itu, perubahan tersebut 
juga harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.



Buku Kumpulan Peraturan318

Tahun Pajak adalah sama dengan tahun kalender kecuali Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan 
tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih.

Contoh:
a. Tahun buku 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009 adalah Tahun 

Pajak 2008.
b. Tahun buku 1 Oktober 2008 sampai dengan 30 September 2009 

adalah Tahun Pajak 2009.

Penjelasan Pasal 28 Ayat (7)
Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. Pengaturan 
dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat 
dihitung besarnya pajak yang terutang.

Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus 
dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, 
pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, 
jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang 
dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas 
pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean 
di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar 
daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau 
sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar 
Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan 
menentukan lain.  

Penjelasan Pasal 28 Ayat (8)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 28 Ayat (9)
Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan 
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penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka yang semata-mata 
menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya 
hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang 
merupakan objek Pajak Penghasilan. Di samping itu, pencatatan meliputi 
pula penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang 
bersifat final.

Penjelasan Pasal 28 Ayat (10)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 28 Ayat (11)
Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara 
program aplikasi on-line dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi 
dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) 
tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal 
Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau 
pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. 
Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen 
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan 
ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen 
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk 
yang diselenggarakan secara program aplikasi online harus dilakukan 
dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran 
penyimpanan.

Penjelasan Pasal 28 Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 29
(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak 
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki 
tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah 
Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang 
diperiksa. 

(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 
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dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan 
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang 
terutang pajak;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 
ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
(3a)  Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan 

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib 
Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.

(3b)  Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 
atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya 
penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat 
dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan perpajakan.

(4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau 
dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh 
suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk 
merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 29 Ayat (1)
Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 
dan/atau

b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat 
Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya 
dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis 
pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap 
instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong 
pajak.
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Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat 
Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban 
perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha 
sebenarnya dari Wajib Pajak.

Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya:
a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto;
f. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
i. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
j. penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas 

perpajakan; dan/atau
k. pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian 

Penghindaran Pajak Berganda.

Penjelasan Pasal 29 Ayat (2)
Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. 
Oleh karena itu, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal 
pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta 
memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa 
harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup 
dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan 
tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung 
jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri 
dari perbuatan tercela. Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus 
didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.



Buku Kumpulan Peraturan322

Penjelasan Pasal 29 Ayat (3)
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan 
dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan 
dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik (electronic 
data processing/EDP), baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang 
diselenggarakan melalui pihak lain, Wajib Pajak harus memberikan akses 
kepada petugas pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari 
catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan 
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek 
yang terutang pajak.

Berdasarkan ayat ini Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban 
memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau 
ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/
atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib 
Pajak dan melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat 
tersebut.

Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, 
catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain 
yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.

Keterangan tertulis misalnya:
a. surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
b. keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan 

aslinya;
c. surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau
d. surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup. 

Keterangan lisan misalnya:
a. wawancara tentang proses pembukuan Wajib Pajak;
b. wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau
c. wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang 

bersifat khusus.

Penjelasan Pasal 29 Ayat (3a), Ayat (3b)
Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 29 Ayat (4)
Untuk mencegah adanya dalih bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa 
terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta 
keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh 
Wajib Pajak maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu 
ditiadakan.

Pasal 29A
Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi 
sahamnya telah dinyatakan efektif oleh badan pengawas pasar modal dan 
menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan Keuangan 
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa 
Pengecualian yang:

a. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebihbayar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B; atau

b. terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko dapat dilakukan 
pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor.

Penjelasan Pasal 29A
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak 
yang mendaftarkan sahamnya di bursa efek, yaitu dalam hal Wajib Pajak 
dilakukan pemeriksaan, pemeriksaannya dapat melalui Pemeriksaan 
Kantor. Dengan Pemeriksaan Kantor, proses pemeriksaan menjadi lebih 
sederhana dan cepat penyelesaiannya sehingga Wajib Pajak semakin 
cepat mendapatkan kepastian hukum, dibandingkan melalui Pemeriksaan 
Lapangan.

Mengingat pemeriksaan dapat dilakukan melalui Pemeriksaan Kantordan 
jangka waktu pemeriksaannya cukup singkat, Direktur Jenderal Pajak melalui 
Wajib Pajak dapat meminta kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh 
Akuntan Publik.

Pasal 30
(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat 

atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak 
apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b.

(2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
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Penjelasan Pasal 30 Ayat (1)
Dalam pemeriksaan dapat ditemukan adanya Wajib Pajak yang tidak 
memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, yakni 
tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat 
atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, 
misalnya, Wajib Pajak tidak berada di tempat atau sengaja tidak memberikan 
kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang 
dipandang perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Wajib Pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi 
kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang, dan barang 
bergerak dan/atau tidak bergerak, serta mengakses data yang dikelola 
secara elektronik atau tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan 
dianggap menghalangi pelaksanaan pemeriksaan.

Dalam hal demikian, untuk memperoleh buku, catatan, dokumen termasuk 
data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat 
memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib 
Pajak yang diperiksa dipandang perlu memberi kewenangan kepada 
Direktur Jenderal Pajak yang dilaksanakan oleh pemeriksa untuk melakukan 
penyegelan terhadap tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak 
bergerak.

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau 
mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara 
elektronik, dan bendabenda lain yang dapat memberi petunjuk tentang 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar 
tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau 
dipalsukan. 

Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan 
kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan 
dengan kepentingan masyarakat.

Penjelasan Pasal 30 Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
(1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan.
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(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 
antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu 
pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil 
pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir 
dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang 
ditentukan.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak 
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan 
secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan 
surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan 
memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan 
akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

Penjelasan Pasal 31 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 31 Ayat (2)
Untuk lebih memberikan keseimbangan hak kepada Wajib Pajak dalam 
menanggapi temuan hasil pemeriksaan, dalam tata cara pemeriksaan 
tersebut, antara lain, mengatur kewajiban menyampaikan surat 
pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak 
Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam 
batas waktu yang ditentukan. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam batas 
waktu yang ditentukan, hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penjelasan Pasal 31 Ayat (3)
Cukup jelas.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32
(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili 
dalam hal:

a. badan oleh pengurus;
b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang 
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ditugasi untuk melakukan pemberesan;
d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli 

warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta 
peninggalannya; atau

f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam 
pengampuan oleh wali atau pengampunya.

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab 
secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak 
yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan 
Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-
benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang 
terutang tersebut.

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan 
surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.

(3a)  Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai 
wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil 
keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1)
Dalam Undang-Undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap badan, 
badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam 
likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau 
orang yang berada dalam pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu 
ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak 
dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Penjelasan Pasal 32 Ayat (2)
Ayat ini menegaskan bahwa wakil Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-
Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas 
pembayaran pajak yang terutang. Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak apabila wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan 
meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, 
tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban.
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Penjelasan Pasal 32 Ayat (3)
Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk 
meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai 
kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta 
pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Yang dimaksud dengan “kuasa” adalah orang yang menerima kuasa 
khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban 
perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.
Ayat (3a)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 32 Ayat (4)
Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan 
kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan 
kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan 
pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut 
tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte 
pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. 
Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham 
mayoritas atau pengendali.

Pasal 33
Dihapus.

Penjelasan Pasal 33
Dihapus.

Pasal 34
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala 

sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib 
Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
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(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga 
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk 
membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

(2a)  Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) adalah:

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau 
saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri 
Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat 
lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang 
melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.

(3) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi 
izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya 
memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau 
tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara 
pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum 
Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat 
memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 
memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib 
Pajak yang ada padanya.

(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan 
yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang 
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Penjelasan Pasal 34 Ayat (1)
Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di 
bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang 
menyangkut masalah perpajakan, antara lain: 

a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan 
oleh Wajib Pajak;

b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat 

rahasia;
d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkenaan.
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Penjelasan Pasal 34 Ayat (2)
Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh 
Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang 
perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk 
mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1).

Penjelasan Pasal 34 Ayat (2a)
Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan 
informasi yang bersifat umum tentang perpajakan. Identitas Wajib Pajak 
meliputi:

1. nama Wajib Pajak;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. alamat Wajib Pajak;
4. alamat kegiatan usaha;
5. merek usaha; dan/atau
6. kegiatan usaha Wajib Pajak. 

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:
a. penerimaan pajak secara nasional;
b. penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/

atau per Kantor Pelayanan Pajak;
c. penerimaan pajak per jenis pajak;
d. penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;
e. jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar;
f. register permohonan Wajib Pajak;
g. tunggakan pajak secara nasional; dan/atau
h. tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/

atau per Kantor Pelayanan Pajak.

Penjelasan Pasal 34 Ayat (3)
Untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, 
atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah 
lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat 
diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri 
Keuangan.

Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus dicantumkan 
nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat, ahli, 
atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau 
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memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin 
tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh 
Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 34 Ayat (4)
Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara 
pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan, demi 
kepentingan peradilan, Menteri Keuangan memberikan izin pembebasan atas 
kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis hakim ketua 
sidang.

Penjelasan Pasal 34 Ayat (5)
Ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan 
perpajakan yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata 
tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan 
hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

Pasal 35
(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, 
akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau 
pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak 
yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari 
Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan 
keterangan atau bukti yang diminta.

(2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat 
oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, 
penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali 
untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan 
tertulis dari Menteri Keuangan.

(3) Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang 
terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.

Penjelasan Pasal 35 Ayat (1)
Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 
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atas permintaan tertulis Direktur Jenderal Pajak, pihak ketiga yaitu bank, 
akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga 
lainnya yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak 
yang dilakukan pemeriksaan pajak atau penagihan pajak atau penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan harus memberikan keterangan atau bukti-
bukti yang diminta.

Yang dimaksud dengan “konsultan pajak” adalah setiap orang yang dalam 
lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi 
kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.

Penjelasan Pasal 35
Ayat (2)
Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan 
Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank 
agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta 
surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu 
kepada pejabat pajak. 

Penjelasan Pasal 35
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35A
(1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib 

memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan 
kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

(2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun 
data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan 
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
ayat (2).

Penjelasan Pasal 35A Ayat (1)
Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan 



Buku Kumpulan Peraturan332

sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment, data dan informasi 
yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, 
lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi 
atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran 
usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk 
informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas 
devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha 
yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini, sumber, jenis, dan tata cara 
penyampaian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 35A Ayat (2)
Apabila data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang 
diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain belum 
mencukupi, untuk kepentingan penerimaan negara, Direktur Jenderal 
Pajak dapat menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan 
perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan 
berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan 
memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi 
dimaksud.

Pasal 36
(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib 

Pajak dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi 

berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak 
yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; 
atau

d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan 
pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil 
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pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan 

Wajib Pajak.
(1a) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, 

dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 
(dua) kali.

(1b)   Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya 
dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.

(1c)  Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang 
diajukan.

(1d)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) telah 
lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggap dikabulkan.

(1e)  Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib 
memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar 
untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1c).

(2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), 
ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 36 Ayat (1)
Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada 
Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat 
membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan 
perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, 
dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak.

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan 
Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau 
membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak 
yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan 
formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun 
persyaratan material terpenuhi.

Demikian juga, atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan 
pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena 
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jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.

Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, 
Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib 
Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa 
penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam 
hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan 
sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak 
dapat dipertimbangkan.

Penjelasan Pasal 36 Ayat (1a), Ayat (1b), Ayat (1c), Ayat (1d), Ayat (1e), 
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36A
(1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja 

menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan 
undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja 
bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke 
unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan 
pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya 
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan 
pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk 
menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang- 
Undang Hukum Pidana.

(4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri 
secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya 
memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar 
atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi 
dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.

(5) Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun 
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pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan 
pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan perpajakan.

Penjelasan Pasal 36A Ayat (1)
Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan 
profesionalisme pegawai pajak dalam melaksanakan ketentuan undang-
undang perpajakan, terhadap pegawai pajak yang dengan sengaja 
menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan undang-
undang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 36A Ayat (2)
Ayat ini mengatur pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak, misalnya 
apabila pegawai pajak melakukan pelanggaran di bidang kepegawaian, 
pegawai pajak dapat diadukan karena telah melanggar peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian. Apabila pegawai pajak dianggap 
melakukan tindak pidana, pegawai pajak dapat diadukan karena telah 
melakukan tindak pidana. Demikian juga, apabila pegawai pajak melakukan 
tindak pidana korupsi, pegawai pajak dapat diadukan karena melakukan 
tindak pidana korupsi. 

Dalam keadaan demikian, Wajib Pajak dapat mengadukan pelanggaran 
yang dilakukan pegawai pajak tersebut kepada unit internal Departemen 
Keuangan.

Penjelasan Pasal 36A Ayat (3), Ayat (4)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 36A Ayat (5)
Pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan iktikad 
baik apabila pegawai pajak tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak 
untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau 
tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

Pasal 36B
(1) Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai 

Direktorat Jenderal Pajak.
(2) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai 

Direktorat Jenderal Pajak.
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(3) Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan 
pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak 
dilaksanakan oleh Komite Kode Etik yang ketentuannya diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 36B, Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36C
Menteri Keuangan membentuk komite pengawas perpajakan, yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 36C
Cukup jelas.

Pasal 36D
(1) Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian 

kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 36D Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 36D Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan 
oleh Pemerintah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang 
membidangi masalah keuangan.

Penjelasan Pasal 36D Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37
Perubahan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, 
denda, dan kenaikan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 37
Sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan, nilai uang akan dapat 
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berubah-ubah. Karena itu undang-undang memberikan wewenang kepada 
Pemerintah apabila diperlukan dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
untuk mengubah dan menyesuaikan besarnya imbalan bunga dan sanksi 
administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, sesuai dengan keadaan 
ekonomi keuangan.

Pasal 37A
(1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang 
mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih 
besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2009, dapat 
diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa 
bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran 
pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri 
untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) 
tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan 
sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk 
Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak 
dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan 
yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan 
Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Penjelasan Pasal 37A, Ayat (1), Ayat (2)
Cukup jelas.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38
Setiap orang yang karena kealpaannya:

a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau 

tidak lengkap, atau

melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat 
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut 
merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah 
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pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) 
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana 
kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Penjelasan Pasal 38
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai 
sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat 
Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang 
perpajakan dikenai sanksi pidana.

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bukan 
merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di 
bidang perpajakan.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran 
Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kealpaan yang dimaksud dalam Pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak 
hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan 
tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 

Pasal 39
(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib 
Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor 
Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak;

c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
d. d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau 

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29;
f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 

lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau 
tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di 
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Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan 
buku, catatan, atau dokumen lain;

h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen 
lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan 
yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan 
secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau i. tidak 
menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut 
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 
negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 
(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda 
paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak 
atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali 
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) 
kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan 
lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, 
terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak 
pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor 
Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan 
Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar 
atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan 
kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) 
tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang 
dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan 
dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan 
dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Penjelasan Pasal 39 Ayat (1)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang 
dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya 
peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara. 

Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan 
sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa 



Buku Kumpulan Peraturan340

hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan 
tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Penjelasan Pasal 39 Ayat (2)
Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan, 
bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan 
sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau 
seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenai sanksi pidana lebih berat, 
yaitu ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana yang diatur 
pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 39 Ayat (3)
Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak 
atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau penyampaian Surat 
Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka 
mengajukan permohonan restitusi pajak dan/atau kompensasi pajak atau 
pengkreditan pajak yang tidak benar sangat merugikan negara. Oleh karena 
itu, percobaan melakukan tindak pidana tersebut merupakan delik tersendiri.

Pasal 39A
Setiap orang yang dengan sengaja:

d. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan 
pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang 
tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau

e. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 
lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak 
dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/
atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam 
faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau 
bukti setoran pajak.

Penjelasan Pasal 39A
Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi 
yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan 
Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak 
merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang 
sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, 
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bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan 
dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa 
penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti 
pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan 
transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.

Pasal 40
Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 
waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa 
Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang 
bersangkutan.

Penjelasan Pasal 40
Tindak pidana di bidang perpajakan daluwarsa sepuluh tahun, dari sejak 
saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak 
atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna 
memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan 
Hakim.

Jangka waktu sepuluh tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan 
daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan 
dasar penghitungan jumlah pajak yang terhutang, selama sepuluh tahun.

Pasal 41
(1) Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban 

merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 
banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau 
seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 
kerahasiaannya dilanggar.

Penjelasan Pasal 41 Ayat (1)
Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan 
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diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam memberikan 
data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan Undang-
Undang Perpajakan, perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yang 
bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan 
tersebut.

Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan 
karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan 
sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang 
ada pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perpajakan 
dilanggar. Atas kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman yang 
setimpal.

Penjelasan Pasal 41 Ayat (2)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang 
dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan 
dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena kealpaan agar 
pejabat yang bersangkutan lebih berhatihati untuk tidak melakukan 
perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.

Penjelasan Pasal 41 Ayat (3)
Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut 
kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak.

Pasal 41A
Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak 
memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang 
tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Penjelasan Pasal 41A
Agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak 
sebagaimana diatur dalam Pasal 35 maka perlu adanya sanksi bagi pihak 
ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal ini.

Pasal 41B
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit 
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penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 
75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Penjelasan Pasal 41B
Seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, misalnya menghalangi 
penyidik melakukan penggeledahan dan/atau menyembunyikan bahan bukti 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dikenai sanksi pidana.

Pasal 41C
(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya 
kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 
(delapan ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan 
informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak 
Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan 
informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau 
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 41C Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 42
Dihapus.

Penjelasan Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
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(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, 
berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak 
lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang 
menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B 
berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, 
atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (1)
Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang 
perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib 
Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak 
lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut 
serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43A
(1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan 

pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan 
sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang 
menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan 
dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen 
Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.

(3) Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, 
pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses 
menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.

(4) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang 
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 43A Ayat (1)
Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat 
Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen 
atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, 
Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti.
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Penjelasan Pasal 43A Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4)
Cukup jelas.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 44
(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat 

dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan 
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, 
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
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penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

(4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat 
penegak hukum lain.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh 
pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. 
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 
berlaku.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (2)
Pada ayat ini diatur wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik tindak pidana di 
bidang perpajakan, termasuk melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dapat 
dilakukan, baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk 
rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, Penanggung 
Pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (3), Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 44A
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menghentikan 
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf j dalam hal 
tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak 
pidana di bidang perpajakan, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya 
telah daluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

Penjelasan Pasal 44A
Dalam hal penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan kecuali 
karena peristiwanya telah daluwarsa, maka surat ketetapan pajak tetap dapat 
diterbitkan.
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Pasal 44B
(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri 

Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 
(enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.

(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib 
Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau 
yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang 
tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Penjelasan Pasal 44B Ayat (1)
Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, 
Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan 
sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.

Penjelasan Pasal 44B Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal II
(1) Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 

2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, 
diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2000.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 
daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir 
paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013.

(3) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Penjelasan Pasal II
Cukup jelas.





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:  
a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum 

pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan 
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan 
penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu 
pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai 
tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha 
mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan; 

b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang 
merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, 
minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting 
dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan 
ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan; 

c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional 
maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak 
sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-
undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat 
mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara 
mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan bewawasan 
lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara 
berkelanjutan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 

Mengingat:  
Pasal 5 ayat (I), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN 
BATUBARA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral 
atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi 
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 
pengangltutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 

2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang 
memiliki sifat fisik dan kimia. tertentu serta susunan kristal teratur 
atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk 
lepas atau padu. 

3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk 
secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan, 

4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang 
berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, 
serta air tanah. 

5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon 
yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan 
batuan aspal. 

6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan 
mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatarl penyelidikan 
umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstrultsi, penambangan, 
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta 
pascatambang. 

7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin 
untuk melaksanakan usaha pertambangan. 

8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan 
tahapan kegiatan penyelidikan unium, eksplorasi, dan studi 
kelayakan. 
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9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang dlberikan setelah 
selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan 
kegiatan operasi produksi. 

10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah 
izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah 
pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 

11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan 
IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di 
wilayah izin usaha pertambangan khusus. 

12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan 
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi 
kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 

13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah 
selesai pelaksanaan IUPIC Eksplorasi untuk melakukan tahapan 
kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan 
khusus. 

14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan 
untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya 
mineralisasi. 

15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk 
memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, 
bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari 
bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan 
lingkungan hidup. 

16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan 
untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang 
berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha 
pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan 
serta perencanaan pascatambang. 

17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan 
yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, 
termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian 
dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan 
pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk 
pengendalian dampak lingkungan. 

19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk 
memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. 

20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan 
untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk 
memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
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21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk 
memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/
atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. 

22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil 
pertambangan mineral atau batubara. 

23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang 
pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan 
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan 
kegiatan usaha pertambangan. 

25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut 
amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu 
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha 
pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas 
lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai 
peruntukannya. 

27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, 
adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah 
akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk 
memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut 
kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. 

28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan 
kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, 
agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. 

29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah 
yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat 
dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian 
dari tata ruang nasional. 

30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, 
adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, 
potensi, dan/atau informasi geologi. 

31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, 
adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. 

32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut 
WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha 
pertambangan rakyat. 
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33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, 
adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan 
strategis nasional. 

34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut 
WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan. 

35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang 
selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada 
pemegang IUPK. 

36. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

37. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. 

38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. 

Penjelasan Pasal 1
Cukup jelas.

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: 

a. manfaat, keadilan, dan keseimkangan;
b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
d. berkelanjutan dan bewawasan lingkungan.

Penjelasan Pasal 2 Huruf a, Huruf b, Huruf c
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 2 Huruf d 
Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 
adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, 
lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan 
mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa 
mendatang.
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Pasal 3 
Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinanibungan, 
tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah: 

a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha 
pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya 
saing; 

b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secars 
berkelajutan dan bewawasan lingkungan hidup; 

c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan haku 
dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; 

d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar 
lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; 

e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan 
negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar 
kesejahteraan rakyat; dan 

f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha 
pertam bangan mineral dan batubara. 

Penjelasan Pasal 3
Cukup jelas.

BAB III 
PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA 

Pasal 4 
(1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya dan yang tak terbarukan 

merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk 
sebesar-besar kesejahteraan rakyat. 

(2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah. 

Penjelasan Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5 
(1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi 

dengan Dewan Penwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat 
menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara 
untuk kepentingan dalam negeri. 
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(2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat dapat 
dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor. 

(3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan 
jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi. 

(4) Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang 
ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau 
batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan 
pemerintah.

Penjelasan Pasal 5
Cukup jelas.

BAB IV 
KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL  

DAN BATUBARA

Pasal 6 
(1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral 

dan batubara, antara lain, adalah: 
a. penetapan kebijakan nasional; 
b. pembuatan peraturan perundang-undangan; 
c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria; 
d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan 

batubara nasional; 
e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi 

dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik 
masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang 
berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut 
lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; 

g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik 
masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan 
yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah 
provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil 
dari garis pantai; 
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h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik 
masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi 
produksi yang herdampak lingkungan langsung Iintas 
provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua 
belas) mil dari garis pantai; 

i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi; 
j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan 

oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan 
kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah 
pertambangan yang baik; 

k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, 
dan konservasi; 

l. penetapan kebijakan kerjasama, kemitraan, dan 
pemberdayaan masyarakat; 

m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak 
dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara; 

n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan 
pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan 
oleh pemerintah daerah; 

o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah 
di bidang pertambangan; 

p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta 
eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi 
mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan 
WPN; 

q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber 
daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan 
pada tingkat nasional; 

r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan 
pascatambang; 

s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara 
tingkat nasional; 

t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan 
usaha pertambangan; dan 

u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam 
penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. 

(2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a, Huruf b
Cukup jelas

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf c
Standar nasional di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah 
spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf d, Huruf e, Huruf f, Huruf g, Huruf h, Huruf 
i, Huruf j, Huruf k, Huruf l, Huruf m, Huruf m, Huruf n, Huruf o, Huruf p, Huruf 
q, Huruf r
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf s
Yang dimaksud dengan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat 
nasional adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya, 
cadangan, dan produksi mineral dan batubara secara nasional.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf t, Huruf u
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7 
(1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan 

mineral dan batubara, antara lain, adalah: 
a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; 
b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik 

masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada 
lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 
(empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; 

c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik 
masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi 
produksi yang kegiatannya berada pada lintas masyarakat 
dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak 
lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah 
laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; 

d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik 
masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang 
berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/
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atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua 
belas) mil;

e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta 
eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi 
mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya; 

f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber 
daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan 
pada daerah/wilayah provinsi; 

g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara 
pada daerah/wilayah provinsi; 

h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan, 
dengan kewenangannya; 

i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat 
dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan 
kelestarian lingkungan;

j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan 
bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan 
kewenangannya;

k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan 
umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan 
bupati/walikota; 

l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam 
negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota; 

m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan 
pasca tambang; dan 

n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi 
dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 
pengelolaan usaha pertambangan. 

(2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penjelasan Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
(1) Kewenangan pemerintah kabupaten kota dalam pengelolaan 

pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: 
a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; 
b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik 
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masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di 
wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai 
dengan 4 (empat) mil; 

c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik 
masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi 
produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/
kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; 

d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta 
eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi 
mineral dan batubara; 

e. pengelolaan informasi geologi, infomasi potensi mineral 
dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah 
kabupaten kota; 

f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara 
pada wilayah kabupaten/kota; 

g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat 
dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan 
kelestarian lingkungan; 

h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat 
kegiatan usaha pertambangan secara optimal; 

i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan 
umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi 
kepada Menteri dan gubernur; 

j. penyampaian informasi hasil produlcai, penj ualan dalam 
negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur; 

k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan 
pascatambang; dan 

l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/
kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha 
pertambangan. 

(2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 8
Cukup jelas.
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BAB V 
WILAYAH PERTAMBANGAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 9
(1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan 

bagi penetapan kegiatan pertambangan. 
(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Penjelasan Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10 
Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: 

a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; 
b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi 

pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan 
aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan 
lingkungan; dan 

c. dengan memperhatikan aspirasi daerah. 

Penjelasan Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11 
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan 
penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP. 

Penjelasan Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12 
Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan WP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, dan Pasal I1 diatur dengan 
peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 12
Cukup jelas.
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Pasal 13 
WP terdiri atas: 

a. WUP; 
b. WPR; dan 
c. WPN. 

Penjelasan Pasal 13
Cukup jelas.

Bagian Kedua
Wilayah Usaha Pertambangan 

Pasal 14 
(1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi 

dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada 
Dewan Penvakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan 
informasi yang dimiliki Peinerintah dan pemerintah daerah. 

Penjelasan Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan 
WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada pemerintah 
provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 15 
Kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan dalam menetapkan 
WUP untuk mineral bukan logam dan batuan dalam satu kabupaten/kota 
atau lintas kabupaten/kota. 

Pasal 16 
Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas 
wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) 
wilayah kabupaten/kota. 

Penjelasan Pasal 16
Cukup jelas.



Buku Kumpulan Peraturan362

Pasal 17
Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh 
Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria 
yang dimiliki oleh Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 17 
Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum. 
Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua 
pihak.

Pasal 18 
Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP 
adalah sebagai berikut:

a. letak geografis; 
b. kaidah konservasi; 
c. daya dukung lindungan lingkungan; 
d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan 
e. tingkat kepadatan penduduk. 

Penjelasan Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas dan luas WIUP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 19
Cukup jelas.

Bagian Ketiga 
Wilayah Pertambangan Rakyat 

Pasal 20
Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.  

Penjelasan Pasal 20
Cukup jelas.
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Pasal 21
WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota 
setelah berkonsultasi dengan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah kabupaten/
kota. 

Penjelasan Pasal 21
Penetapan WPR didasarkan pada perericanaan dengan melakukan 
sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP.

Pasal 22 
Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut: 

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/
atau di antara tepi dan tepi sungai; 

b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan 
kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter; 

c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; 
d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh 

lima) hektare; 
e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau 
f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah 

dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. 

Penjelasan Pasal 22 Huruf a 
Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi 
pengayaan mineral sekunder (pay streak) dalam suatu meander sungai.

Penjelasan Pasal 22 Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf e, Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 23 
Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/
walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR 
kepada masyarakat secara terbuka.

Penjelasan Pasal 23
Pengumuman rencana LVPR dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/
instansi terkait; dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, 
luas, dan batas serta daftar koordinat; dan dilengkapi daftar pemegang hak 
atas tanah yang berada dalam WPR.



Buku Kumpulan Peraturan364

Pasal 24
Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi 
belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai 
WPR. 

Penjelasan Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan 
WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 diatur dengan 
peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26 
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan 
peraturan daerah kabupaten/kota. 

Penjelasan Pasal 26
Cukup jelas.

Bagian Keempat 
Wilayah Pencadangan Negara 

Pasal 27 
(1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 
dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai 
daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah 
konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan 
lingkungan. 

(2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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(4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK. 

Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) 
Penetapan WPN untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan energi dan industri strategis 
nasional, serta meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi 
tantangan global.

Yang dimaksud dengan komoditas tertentu antara lain tembaga, timah, 
emas, besi, nikel, dan bauksit serta batubara. 

Konservasi yang dimaksud juga mencakup upaya pengelolaan mineral dan/
atau batubara yang keberadaannya terbatas. 

Penjelasan Pasal 27 Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan sebagian luas wilayahnya adalah untuk menentukan 
persentase besaran luas wilayah yang akan diusahakan.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan batasan waktu adalah WPN yang ditetapkan untuk 
konservasi dapat diusahakan setelah melewati jangka waktu tertentu.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (4) 
Cukup jelas.

Pasal 28
Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud daiam Pasal 27 ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan 
mempertimbangkan: 

a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri; 
b. sumber devisa negara; 
c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana; 
d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan 

ekonomi; 
e. daya dukung lingkungan; dan/atau 
f. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar. 

Penjelasan Pasal 28
Cukup jelas.
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Pasal 29 
(1) WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yang akan 

diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi 
dengan pemerintah daerah. 

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk IUPK.

Penjelasan Pasal 29 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengakomodasi semua 
kepentingan daerah yang terkait dengan WUPK sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 29 Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30
Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada 
lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 
(satu) wilayah kabupaten/kota. 

Penjelasan Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31 
Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara ditetapkan oleh 
Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria 
dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 31
Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum. 
Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua 
pihak.

Pasal 32 
Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa U’IUPK dalam 1 (satu) 
WUPK adalah sebagai berikut: 

a. letak geografis; 
b. kaidah konservasi; 
c. daya dukung lindungan lingkungan; 
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d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan 
e. tingkat kepadatan penduduk. 

Penjelasan Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan batas 
WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan 
peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 33
Cukup jelas.

BAB VI 
USAHA PERTAMBANGAN 

Pasal 34
(1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas: 

a. pertambangan mineral; dan 
b. pertambanqan batubara. 

(2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
digolongkan atas: 

a. pertambangan mineral radioaktif; 
b. pertambangan mineral logam; 
c. pertambangan mineral bukan logam; dan 
d. pertambangan batuan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas 
tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) diatur dengan peraturan 
pemerintah. 

Penjelasan Pasal 34 Ayat (1) Huruf a, Huruf b
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 34 Ayat (2) Huruf a 
Yang dimaksud dengan pertambangan mineral radioaktif adalah 
pertambangan sebagaimana diatur dalain peraturan perundang-undangan di 
bidang ketenaganukliran 
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Penjelasan Pasal 34 Ayat (2) Huruf b
Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral 
ikutannya. 

Penjelasan Pasal 34 Ayat (2) Huruf c, Huruf d
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 34 Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35 
Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan 
dalarri bentuk: 

a. IUP;
b. IPR; dan
c. IUPK.

Penjelasan Pasal 35
Cukup jelas.

BAB VII 
IZIN USAHA PERTAMBANGAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 36 
(1) IUP terdiri atas dua tahap: 

a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, 
eksplorasi, dan studi kelayakan; 

b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, 
penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta 
pengangkutan dan penjualan. 

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi 
dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

Penjelasan Pasal 36
Cukup jelas.
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Pasal 37 
IUP diberikan oleh: 

a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah 
kabupaten/kota;

b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/
kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi 
dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah 
mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota 
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
IUP diberikan kepada: 

a. badan usaha; 
b. koperasi; dan 
c. perseorangan. 

Penjelasan Pasal 38 Huruf a 
Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik negara 
dan badan usaha milik daerah. 

Penjelasan Pasal 38 Huruf b, Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 39
(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf 

a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: 
a. nama perusahaan; 
b. lokasi dan luas wilayah; 
c. rencana umum tata ruang; 
d. jaminan kesungguhan; 
e. modal investasi; 
f. perpanjangan waktu tahap kegiatan; 
g. hak dan kewajiban pemegang IUP; 
h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan; 
i. jenis usaha yang diberikan; 
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j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di 
sekitar wilayah pertambangan; 

k. perpajakan; 
l. penyelesaian perselisihan; 
m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan 
n. amdal. 

(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 
(1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: 

a. nama perusahaan; 
b. luas wilayah; 
c. lokasi penambangan; 
d. lokasi pengolahan dan pemurnian, 
e. pengangkutan dan penjualan; 
f. modal investasi; 
g. jangka waktu berlakunya IUP; 
h. jangka waktu tahap kegiatan; 
i. penyelesaian masalah pertanahan; 
j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang; 
k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang; 
l. perpanjarigan IUP; 
m. hak dan kewajiban pemegang IUP; 
n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di 

sekitar wilayah pertambangan; 
o. perpajakan; 
p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran 

tetap dan iuran produksi; 
q. penyelesaian perselisihan; 
r. keselamatan dan kesehatan kerja; 
s. konservasi mineral atau batubara; 
t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri; 
u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan 

pertambangan yang baik; 
v. pengembangan tenaga kerja Indonesia; 
w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan 
x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi 

pertambangan mineral atau batubara. 

Penjelasan Pasal 39 Huruf a, Huruf b, Huruf c
Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 39 Ayat (1) Huruf d 
Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan 
lingkungan akibat kegiatan eksplorasi. 

Penjelasan Pasal 39 Ayat (1) Huruf e, Huruf f, Huruf g, Huruf h, Huruf i, Huruf 
j, Huruf k, Huruf l, Huruf m, Huruf n
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 39 Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40 
(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 

1 (satu) jenis mineral atau batubara. 
(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan 
prioritas untuk mengusahakannya. 

(3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral 
kewenangannya. 

(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang 
ditemukan tersebut. 

(5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral 
lain yang ditemukan sebagaimana dirrlaksud pada ayat (4), wajib 
merljaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. 

(6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (5) 
dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, gubernur, dan bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya. 

Penjelasan Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41 
IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP. 

Penjelasan Pasal 41
Cukup jelas.
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Bagian Kedua 
IUP Eksplorasi 

Pasal 42
(1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan 

dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun. 
(2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat 

diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral 
bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling 
lama 7 (tujuh) tahun. 

(3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. 

(4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam 
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun. 

Penjelasan Pasal 42 Ayat (1) 
Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; 
eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 
1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 
(satu) kali 1 (satu) tahun. 

Penjelasan Pasal 42 Ayat (2) 
Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umuni 1 (satu) tahun, 
eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun. 

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain 
batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia. 

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; 
eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjarig 1 (satu) kali 1 (satu) tahun; 
serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 
(satu) tahun. 

Penjelasan Pasal 42 Ayat (3) 
Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, 
eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun. 

Penjelasan Pasal 42 Ayat (4) 
Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; 
eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 
1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun. 
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Pasal 43
(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, 

pemegang IUP Ektsplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara 
yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP. 

(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin 
sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. 

Penjelasan Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan 
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

Penjelasan Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
dikenai iuran produksi. 

Penjelasan Pasal 45
Cukup jelas.

Bagian Ketiga 
IUP Operasi Produksi 

Pasal 46 
(1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh 

IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha 
pertambangannya. 

(2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, 
atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau 
batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. 

Penjelasan Pasal 46 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 46 Ayat (2) 
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Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan 
sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah. 

Pasal 47 
(1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat 

diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing- masing 10 (sepuluh) tahun. 

(2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam 
dapat diberikan dalam jangka waktu pading lama 10 (sepuluh) tahun 
dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. 

(3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam 
jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 
10 (sepuluh) tahun. 

(4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan 
dalam jangka waktu paling lama 5 (Iima) tahun dan dapat 
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. 

(5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan 
dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat 
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. 

Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) 
Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka 
waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun. 

Penjelasan Pasal 47 Ayat (2)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 47 Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain 
batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia. 

Penjelasan Pasal 47 Ayat (4)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 47 Ayat (5) 
Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka 
waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun. 
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Pasal 48
IUP Operasi Produksi diberikan oleh: 

a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan 
pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/
kota; 

b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan 
pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten kota 
yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota 
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 

c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan 
pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi 
yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur 
dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUR Eksplorasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan IUP Operasi Produksi 
sebagaimana dimaksud dulam Pasal 46 diatur dengan peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 49
Cukup jelas.

Bagian Keempat 
Pertambangan Mineral 

Paragraf 1 
Pertambangan Mineral Radioaktif 

Pasal 50 
WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan pengusahaannya 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 50
Cukup jelas.
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Paragraf 2 
Pertambangan Mineral Logam 

Pasal 51 
WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan 
perseorangan dengan cara lelang. 

Penjelasan Pasal 51 
Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral 
ikutannya. 

Pasal 52 
(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas 

paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 
(seratus ribu) hektare. 

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam 
dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral 
lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Penjelasan Pasal 52 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 52 Ayat (2) 
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya 
secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral 
tersebut. 

Penjelasan Pasal 52 Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53
Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas 
paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare. 

Penjelasan Pasal 53
Cukup jelas.
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Paragraf 3 
Pertambangan Mineral Bukan Logam 

Pasal 54 
WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan 
perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. 

Penjelasan Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55 
(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan 

luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 
(dua puluh lima ribu) hektare. 

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan 
logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan 
mineral lain yang keterdapatannya berbeda. 

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
setelah mempertimbangkan peildapat dari pemegang IUP pertama. 

Penjelasan Pasal 53 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) 
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya 
secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral 
tersebut. 

Penjelasan Pasal 53 Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56
Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan 
luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare. 

Penjelasan Pasal 56
Cukup jelas.
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Paragraf 4 
Pertambangan Batuan 

Pasal 57 
WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan 
dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37. 

Penjelasan Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
(1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling 

sedikit 5 (lima) hektare dan paling hanyak 5.000 (lima ribu) hektare. 
(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat 

diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain 
yang keterdapatannya berbeda. 

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
serelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama. 

Penjelasan Pasal 58 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 58 Ayat (2) 
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya 
secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral 
tersebut. 

Penjelasan Pasal 58 Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 59
Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling 
banyak 1.000 (seribu) hektare.

Penjelasan Pasal 59
Cukup jelas.
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Bagian Kelima 
Pertambangan Batubara 

Pasal 60
WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan 
dengan cara lelang. 

Penjelasan Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
(1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling 

sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh 
ribu) hektare. 

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Elcsplorasi batubara dapat 
diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain 
yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Penjelasan Pasal 61 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 61 Ayat (2) 
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya 
secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral 
tersebut. 

Penjelasan Pasal 61 Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 62
Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling 
banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare. 

Penjelasan Pasal 62
Cukup jelas.
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Pasal 63
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 diatur dengan 
peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 63
Cukup jelas.

BAB VIII 
PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN 

Pasal 64 
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya 
berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di 
WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP 
Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
36 kepada masyarakat secara terbuka. 

Penjelasan Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
(1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan 
usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, 
persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan 
finansial. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, 
persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 
pemerintah. 

Penjelasan Pasal 65
Cukup jelas.

BAB IX 
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT 

Pasal 66 
Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
dikelompokkan sebagai berikut: 
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a. pertambangan mineral logam; 
b. pertambangan mineral bukan logam; 
c. pertambangan batuan; dan/atau 
d. pertambangan batubara. 

Penjelasan Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67 
(1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama ltewada penduduk 

setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/
atau koperasi. 

(2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan 
pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/
walikota. 

Penjelasan Pasal 67 Ayat (1), Ayat (2)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 67 Ayat (3) 
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai 
dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/
kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh 
prioritas dalam mendapatkan IPR. 

Pasal 68
(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada: 

a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare; 
b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) helrtare; dan/

atau 
c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare. 

(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan 
dapat diperpanjang. 

Penjelasan Pasal 68
Cukup jelas.
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Pasal 69 
Pemegang IPR berhak: 

a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan 
kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen 
dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan 

b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70 
Pemegang IPR wajib: 

a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan 
setelah IPR diterbitkan; 

b. mematuhi peraturan perundang-undangan dl bidang keselamatan 
dan kesehatan kerja pertambarlgari, pengelolaan lingkungan, dan 
memenuhi standar yang berlaku; 

c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah; 
d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan 
e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan 

rakyat secara berkala kepada pemberi IPR. 

Penjelasan Pasal 70 Huruf a, Huruf b
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 70 Huruf c 
Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, 
termasuk reklamasi lahan bekas tambang. 

Penjelasan Pasal 70 Huruf d
Cukup jelas.

Laporan Pasal 70 Huruf e 
Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan. 

Pasal 71
(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemegang 

IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 66 wajib menaati ketentuan persyaratan 
teknis pertambangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan 
sebagaimana dimaksud pada apt (1) diatur dengan peraturan 
pemerintah.

Penjelasan Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan 
peraturan daerah kabupaten/kota. 

Penjelasan Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
(1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang 

pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan 
pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha 
pertambangan rakyat. 

(2) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap 
pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi: 

a. keselamatan dan kesehatan kerja; 
b. pengelolaan lingkungan hidup; dan 
c. pascatambang. 

(3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat 
fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pemerintah kabupaten/kota wajib mencatat hasil produksi dari 
seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam 
wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan 
gubernur setempat. 

Penjelasan Pasal 73
Cukup jelas.
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BAB X 
IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS 

Pasal 74
(1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan 

daerah. 
(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) 

jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK. 
(3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

menemukan mineral lain di dalam WIUFK yang dikelola diberikan 
prioritas untuk mengusahakannya. 

(4) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral 
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan 
permohonan IUPK baru kepada Menteri. 

(5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
menyatakan tidak berminat untuk menglrsahakan mineral lain yang 
ditemukan tersebut. 

(6) Pemegang IUPIC yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral 
lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib 
menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. 

(7) IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri. 

Penjelasan Pasal 74 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan daerah adalah dalam 
rangka pemberdayaan daerah. 

Penjelasan Pasal 74 Ayat (2)
Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral 
ikutannya. 

Penjelasan Pasal 74 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 75 
(1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) 

dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28. 

(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada 
badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan 
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha 
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swasta. 
(3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat proritas dalam 
mendapatkan IUPK. 

(4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksuld pada ayat (2) untuk 
mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK. 

Penjelasan Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
(1) IUPK terdiri atas dua tahap: 

a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, 
eksplorasi, dan studi kelayakan; 

b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, 
penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta 
pengangkutan dan penjualan. 

(2) Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi Produksi 
dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperolen IUPK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 
pemerintah. 

Penjelasan Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
(1) Setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh 

IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha 
pertambangannya. 

(2) IUPK Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang 
berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 
ayat (3) dan ayat (4) yang telah mempunyai data hasil kajian studi 
kelayakan. 

Penjelasan Pasal 77 Ayat (1)
Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 77 Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan 
sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemeriritah daerah. 

Pasal 78
IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a 
sekurang-kurangnya wajib memuat: 

a. nama perusahaan;
b. luas dan lokasi wilayah;
c. rencana umum tata ruang; 
d. jaminan kesungguhan;
e. modal investasi;
f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
g. hak dan kewajiban pemegang IUPK;
h. jangka waktu tahap kegiatan;
i. jenis usaha yang diberikan;
j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar 

wilayah pertambangan;
k. perpajakan;
l. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan;
m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
n. amdal

Penjelasan Pasal 78 Huruf a, Huruf b, Huruf c,
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 78 Huruf d 
Jaminan kesungguhan termasuk di dalamnya biaya pengelolaan lingkungan 
akibat kegiatan eksplorasi. 

Penjelasan Pasal 78 Huruf e, Huruf f, Huruf g, Huruf h, Huruf i, Huruf j, Huruf 
k, Huruf l, Huruf m, Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 79
IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) 
huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat:

a. nama perusahaan;
b. luas wilayah;
c. lokasi penambangan;
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d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
e. pengangkutan dan penjualan;
f. modal investasi;
g. jangka waktu tahap kegiatan;
h. penyelesaian masalah pertanahan,
i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;
j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
k. jangka waktu berlakunya IUPK;
l. perpanjangan IUPK;
m. hak dan kewajiban;
n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah 

pertambangan;
o. perpajakan;
p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/

daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak 
berproduksi;

q. penyelesaian perselisihan;
r. keselamatan dan kesehatan kerja;
s. konservasi mineral atau batubara;
t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan 

rancang bangun dalam negeri;
u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang 

baik;
v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
w. pengelolaan data mineral atau batubara;
x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi 

pertambangan mineral atau batubara; dan
y. divestasi saham.

Penjelasan Pasal 79 Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf e, Huruf f, 
Huruf g, Huruf h, Huruf i, Huruf j, Huruf k, Huruf l, Huruf m, Huruf n, Huruf o, 
Huruf p, Huruf q, Huruf r, Huruf s, Huruf t, Huruf u, Huruf v, Huruf w, Huruf x
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 79 Huruf y 
Pencantuman divestasi saham hanya berlaku apabila sahamniya dimiliki oleh 
asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 80
IUPK tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUPK. 
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Penjelasan Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan keglatan studi kelayakan, 

pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau 
batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri. 

(2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau 
batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan 
izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. 

(3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh 
Menteri. 

Penjelasan Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 
dikenai iuran produksi.
 
Penjelasan Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83 
Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha 
pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi: 

a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan 
mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus 
ribu) hektare. 

b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi 
pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 
25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan 
batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh 
ribu) hektare.

d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi 
pertambangan batubara diberikan derlgan luas paling banyak 15.000 
(lima belas ribu) hektare.

e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat 
diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.

f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat 
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diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara 

dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat 
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Penjelasan Pasal 83 Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 83 Huruf e 
Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; 
eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 
1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 
(satu) kali 1 (satu) tahun. 

Penjelasan Pasal 83 Huruf f 
Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; 
eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 
1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun. 

Penjelasan Pasal 83 Huruf g 
Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka 
waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun. 

Pasal 84
Ketentuan lehih lanjut mengenai tala cara memperoleh WIUPK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 75 ayat (3) diatur 
dengan peraturan perrlerintah. 

Penjelasan Pasal 84
Cukup jelas.

BAB XI 
PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KI-IUSIJS 

Pasal 85 
Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha 
pertambangan di WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta 
memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 kepada masyarakat secara terbuka. 
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Penjelasan Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86 
(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat yang 

melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan 
administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan 
persyaratan finansial. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pcrsyara tan administratif, 
persyaratan teknis, persyarataii lingkungan, dan persyaratan finansial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 
pemerintah. 

Penjelasan Pasal 86
Cukup jelas.

BAB XII
DATA PERTAMBANGAN 

Pasal 87 
Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi pertambangan, Menteri atau gubernur sesuai dengan 
kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah 
untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan. 

Penjelasan Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88 
(1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan 

data milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah 
wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk pengelolaan data 
pertambangan tingkat nasional. 

(3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai 
dengan kewenangannya. 

Penjelasan Pasal 88
Cukup jelas.
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Pasal 89 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan darl 
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan pengelolaan data 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengarl peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 89
Cukup jelas.

BAB XIII
HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 
Hak 

Pasal 90 
Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagjan atau seluruh tahapan 
usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi 
produksi. 

Penjelasan Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarans clan sarana umum 
untuk keperluan pertambangan setelah memerluhi ketentuan peraturam 
perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92 
Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral 
ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran 
eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif. 

Penjelasan Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93 
(1) Pemegang IUP dan lUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-

nya kepada pihak lain. 
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(2) Untuk pengalihan kepemilikan danjatau saham di bursa saham 
Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan 
eksplorasi tahapan tertentu. 

(3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: 

a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya; dan 

b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 93 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 93 Ayat (2) 
Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah 
ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi. 

Penjelasan Pasal 93 Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 94 
Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha 
pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 94
Cukup jelas.

Bagian Kedua 
Kewajiban 

Pasal 95 
Pemegang IUP dan IUPK wajib: 

a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; 
b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia; 
c. meningkatkan nilai tambah surrlber daya mineral dan/atau batubara; 
d. melaksanakan pengembangan dan peinberdayaan masyarakat 

setempat; dan 
e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. 

Penjelasan Pasal 95
Cukup jelas.



393Undang-Undang No. 4 Tahun 2009

Pasal 96
Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP 
dan IUPK wajib melaksanakan: 

a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
b. keselamatan operasi pertambangan;
c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk 

kegiatan reklamasi dan pascatambang; 
d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; 
e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan 

dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku 
mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan. 

Penjelasan Pasal 96 Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d,
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 96 Huruf e 
Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain tailing dan limbah 
batubara. 

Pasal 97 
Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu 
lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah. 

Penjelasan Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98 
Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung 
sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 98
Ketentuan ini dimaksudkan mengingat usaha pertambangan pada sumber air 
dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan 
hulu maupun hilir. 

Pasal 99 
(1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana 

reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan 
permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. 
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(2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai 
dengan peruntukan lahan pascatambang. 

(3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara 
pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah. 

Penjelasan Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100 
(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan 

reklamasi dan dana jaminan pascatambang. 
(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan 
reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan 
apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan 
pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui. 

Penjelasan Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101 
Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 99 serta rlana jaminan reklamasi dan dana jaminan 
pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan 
peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 101
Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan 
pascatambang berisi, antara lain, besaran, tata cara penyetoran dan 
pencairan, serta pelaporan penggunaan dana jaminan. 

Pasal 102 
Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya 
mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan 
dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara. 
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Penjelasan Pasal 102
Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk 
akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan.

Pasal 103 
(1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan 

pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. 
(2) Pemegang IUP dan JUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang 
IUP dan IUPK lainnya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan 
pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 103 Ayat (1)
Kewajiban untuk rnelakukarl pengolahan darl pemurnian di dalam negeri 
dimaksudkan, antara lain, untuk rneningkatkan dan mengoptimalkan nilai 
tainbang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga 
kerja, dan perlingkatan penerimaan negara.

Penjelasan Pasal 103 Ayat (2), Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 104 
(1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi 

dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 
dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau 
perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK. 

(2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan 
pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil 
penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IIJPK. 

Penjelasan Pasal 104 Ayat
Cukup jelas.
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Pasal 105 
(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang 

bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib 
terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan. 

(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 
untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi. 

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau 
batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya. 

Penjelasan Pasal 105 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk 
penjualan dalam ketentuan ini adalah pengumsan izin pengangkutan dan 
penjualan atas lnineral dan/atau batubara yang tergali.

Penjelasan Pasal 105 Ayat (2)
Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi 
atas mineral dan/atau batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait.

Penjelasan Pasal 105 Ayat (3), Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 106 
Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja 
setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 106
Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi 
tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan 
kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing. 
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Pasal 107 
Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP 
dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah 
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108 
(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan 

dan pemberdayaan masyarakat. 
(2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat. 

Penjelasan Pasal 108 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 108 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di 
sekitar operasi pertambangan.

Pasal 109 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur 
dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110 
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh 
dari hasil eksplorasi dan operasi produksi tertulis secara berkala atas 
rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan 
batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 

Penjelasan Pasal 110
Cukup jelas.
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Pasal 111
(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara 

berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha 
pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara 
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
(1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP 

dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan 
divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha 
milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta 
nasional. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 112
Cukup jelas.

BAB XIV 
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN 

DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS 

Pasal 113 
(1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat 

diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi: 
a. keadaan kahar; 
b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan 

penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usakla 
pertambangan; 

c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut 
tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi 
sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di 
wilayahnya.
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(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau 
IUPK. 

(3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya. 

(4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan 
berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau 
ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima 
permohonan tersebut. 

Penjelasan Pasal Pasal 113 Ayat (1) Huruf a 
Yang dimaksud keadaan kahar (force majeur) dalam ayat ini, antara lain, 
perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, 
kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Penjelasan Pasal Pasal 113 Ayat (1) Huruf b
Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, 
blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan 
pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan 
yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha 
pertambangan yang sedang berjalan. 

Penjelasan Pasal 113 Ayat (1) Huruf c
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 113 Ayat (2)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 113 Ayat (3)
Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang 
menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh 
kegiatan usaha pertambangan.
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Penjelasan Pasal 113 Ayat (4)
Ayat (4) Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi 
daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dongan aktivitas kegiatan 
penambangan. 

Penjelasan Pasal 113 Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 114 
(1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/

atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahu11 dan dapat 
diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun. 

(2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian 
sementara berakhir pemegang IUP dan IIJPJC sudah siap 
melakukan kegiatan operasinya, kegialan dimaksud wajib dilaporkan 
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai aengarr 
kewenangannya mencabut keputusan pengherltian sementara 
setelah menerima laporan sebagainiarla dimaksud pada ayat (2). 

Penjelasan Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115 
(1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan 

diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
113 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap 
Pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku. 

(2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan 
diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha 
pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) 
huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah 
dan pemerintah daerah tetap berlaku. 

(3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan 
diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c, kewajiban 
pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah 
daerah tetap berlaku.
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Penjelasan Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan usaha 
pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, dan 
Pasal 115 diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 116
Cukup jelas.

BAB XV 
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA 

PERTAMBANGAN KHUSUS 

Pasal 117 
IUP dan IUPK berakhir karena: 

a. dikembalikan; 
b. dicabut; atau
c. habis masa berlakunya.

Penjelasan Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
(1) Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kembali IUP atau 

IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan 
alasan yang jelas. 

(2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi 
kewajibannya. 

Penjelasan Pasal 118 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain 
tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan. 

Penjelasan Pasal 118 Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 119 
IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya apabila: 

a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan 
dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;

b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau

c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Penjelasan Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan JIJPK telah habis 
dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap 
kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, 
IUP dan IUPK tersebut berakhir. 

Penjelasan Pasal 120 
Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap ekplorasi 
ke tahap operasi produksi. 

Pasal 121 
(1) Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir 

karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 
118, Pasal 119, dan Pasal 120 wajih memenuhi dan menyelesaikan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kewajiban pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan 
dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 

Penjelasan Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122 
(1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa 

berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan 
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 
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(2) WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan 
usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai 
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

Penjelasan Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123 
Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau lUPK wajib 
menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi 
produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya.

Penjelasan Pasal 123
Cukup jelas.

BAB XVI 
USAHA JASA PERTAMBANGAN 

Pasal 124 
(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa 

pertambangan lokal dan/atau nasional. 
(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang ITJP atau IUPK 
dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang 
berbadan hukum Indonesia. 

(3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi: 
a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian 

peralatan di bidang: 
1. penyelidikan umum; 
2. eksplorasi; 
3. studi kelayikan; 
4. konstruksi pertambangan; 
5. pengangkutan; 
6. lingkungan pertambangan; 
7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau 
8. keselamatak dan kesehatan kerja. 

b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di 
bidang: 
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a. penambangan; atau 
b. pengolahan dan pemurnian. 

Penjelasan Pasal 124 Ayat (1) 
Perusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan cabang di daerah. 

Penjelasan Pasal 124 Ayat (2)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 124 Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 125 
(1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa 

pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap 
dibebankan kepada perrlegang IUP atau IUPK. 

(2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, 
koperasi, atau perseorangan sesuai dsngan klasifikasi dan kualifikasi 
yang telah ditetapkan oleh Menteri. 

(3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor 
dan tenaga kerja lokal. 

Penjelasan Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126 
(1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/

atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah 
usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin 
Menteri. 

(2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan apabila: 

a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di 
wilayah tersebut; atau 

b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/
mampu. 

Penjelasan Pasal 126
Cukup jelas.
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Pasal 127 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 diatur 
dengan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 127
Cukup jelas.

BAB XVII 
PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH 

Pasal 128 
(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar peridapatm negara dan 

pendapatan daerah. 
(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. 
(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang perpajakan; dan 

b. bea masuk dan cukai. 
(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) terdiri atas: 
a. iuran tetap; 
b. iuran eksplorasi; 
c. iuran produksi; dan 
d. kompensasi data informasi. 

(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 

a. pajak daerah; 
b. retribusi daerah; dan 
c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129 
(1) Pemegang lUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral 

logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) 
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kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah 
daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. 

(2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur sebagai berikut: 

a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu 
persen); 

b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian 
sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan 

c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang 
sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima 
persen). 

Penjelasan Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130 
(1) Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan 
retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5) 
atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan. 

(2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/
batuan yang ikut tergali pada saat penambangan. 

Penjelasan Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131 
Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari 
pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132 
(1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat 

pengusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang. 
(2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Penjelasan Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133 
(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah 
yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah 
dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor 
ke kas negara. 

Penjelasan Pasal 133
Cukup jelas.

BAB XVIII 
PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 134 
(1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah 

permukaan bumi. 
(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat 

yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135 
Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan 
kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. 

Penjelasan Pasal 135 
Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk 
menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti 
pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh. 
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Pasal 136 
(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi 

produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas 
tanah oleh pemegang IUP atau IUPK. 

Penjelasan Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137 
Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan 
Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang 
tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138 
Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. 

Penjelasan Pasal 138
Cukup jelas.

BAB XIX 
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

Bagian Kesatu 
Pembinaan dan Pengawasan 

Pasal 139
(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan 

pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan 

usaha pertambangan; 
b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; 
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c. pendidikan dan pelatihan; dan 
d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, 

dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha 
pertambangan di bidang mineral dan batubara. 

(3) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan 
pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di 
bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. 

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas 
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh 
pemegang IUP, IPH, atau IUPK.

Penjelasan Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140 
(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah provinsi dan pemenritah kabupaten/kota sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di 
bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. 

(3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan 
usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau 
IUPK.

Penjelasan Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141 
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, 

berupa: 
a. teknis pertambangan; 
b. pemasaran; 
c. keuangan; 
d. pengolahan data mineral dan batubara; 
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e. konservasi sumber daya mineral dan batubara; 
f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; 
g. keselamatan operasi pertambangan; 
h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan 

pascatambang; 
i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan 

rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; 
j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; 
k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; 
l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi 

pertambangan; 
m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha 

pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; 
n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan 
o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, 
huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(3) Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah 
kabupaten/kota belum mempunyai inspektur tambang, Menteri 
menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk 
melaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 

Penjelasan Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142 
(1) Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha 

pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya 
sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri. 

(2) Pemerintah dapat memberi teguran kepada pemerintah daerah 
apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 

Penjelasan Pasal 142
Cukup jelas.
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Pasal 143 
(1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

usaha pertambangan rakyat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan darl pengawasan 

pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/
kota.

Penjelasan Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144 
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta 
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 
141, Pasal 142, dan Pasal 143 diatur dengan peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 144
Cukup jelas.

Bagian Kedua 
Perlindungan Masyarakat 

Pasal 145 
(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan 

usaha pertambangan berhak: 
a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam 

pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian 
akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi 
ketentuan. 

(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 145 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak 
negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan. 

Penjelasan Pasal 145 Ayat (2)
Cukup jelas.
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BAB XX 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN 

Bagian Kesatu 
Penelitian dan Pengembangan 

Pasal 146 
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/
atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan 
batubara. 

Penjelasan Pasal 146
Cukup jelas.

Bagian Kedua 
Pendidikan dan Pelatihan 

Pasal 147 
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, 
dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang 
pengusahaan mineral dan batubara. 

Penjelasan Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148 
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. 

Penjelasan Pasal 148
Cukup jelas.

BAB XXI 
PENYIDIKAN 

Pasal 149 
(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat 

pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 
bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 

keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam 
kegiatan usaha pertambangan; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang 
diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha 
pertambangan; 

c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang 
untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka 
dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan; 

d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga 
digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan 
usaha pertambangan; 

e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan 
usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan 
peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak 
pidana; 

f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha 
pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak 
pidana sebagai alat bukti; 

g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli 
yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 
perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; 
dan/atau

h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam 
kegiatan usaha pertambangan

Penjelasan Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
(1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha 
pertambangan. 

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil 
penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup 
bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. 

(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Penjelasan Pasal 150
Cukup jelas.

BAB XXII 
SANKSI ADMINlSTRATIF 

Pasal 151 
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada 
pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), 
Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), 
Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, 
Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 
103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 
ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 
ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3),Pasal 126 ayat (1), 
Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2). 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan 

eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau 
c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. 

Penjelasan Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152 
Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat 
menghentikam sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Penjelasan Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153 
Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian 
sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154 
Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK 
diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155 
Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau 
pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 
ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, dan Pasal 152 diatur dengan 
peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157 
Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penarikan 
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sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral 
dan batubara. 

Penjelasan Pasal 157
Cukup jelas.

BAB XXIII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 158 
Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau 
IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 
18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159 
Pemegang IUP, IPH, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan 
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (I), Pasal 70 huruf 
e, Pasal 81 ayat (I), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) 
dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160 
(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau 

IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau 
denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan 
kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dam denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 
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Penjelasan Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161 
Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi 
Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan 
pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari 
pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, 
Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 
ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 
105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha 
pertambangan dari pemegang IUP atau IUPIC yang telah memenuhi syarat-
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Penjelasan Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini 

dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda 
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan 
hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 
1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang 
dijatuhkan. 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan 
hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 

a. pencabutan izin usaha; dan/atau 
b. pencabutan status badan hukum. 

Penjelasan Pasal 163
Cukup jelas.
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Pasal 164 
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 
160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai 
pidana tambahan berupa: 

a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; 
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau 
c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. 

Penjelasan Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165 
Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan 
dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi 
sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak 
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Penjelasan Pasal 165 
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan IUP, 
IPR, atau IUPK. 

BAB XXIV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 166 
Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan ITJP, IFR, atau IUPK 
yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167 
WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi 
secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat 
dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan 
WIUPK. 

Penjelasan Pasal 167
Cukup jelas.
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Pasal 168 
Untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan, Pemerintah dapat 
memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IUPK. 

Penjelasan Pasal 168
Cukup jelas.

BAB XXV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 169 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan 
batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang 
ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/
perjanjian. 

b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian 
karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud 
pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak 
Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan 
negara. 

c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud 
pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara. 

Penjelasan Pasal 169 Huruf a
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 169 Huruf b 
Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya 
pengusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan Undang-
Undang. 

Penjelasan Pasal 169 Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 170 
Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang 
sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan. 
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Penjelasan Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171 
(1) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan 

pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 
yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, 
konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak 
berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana 
kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan 
jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan 
persetujuan pemerintah. 

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada 
pemegang kontrak karya dan peljanjian karya pengusahaan 
pertambangan batubara disesuaikan dengan Undang-Undang ini. 

Penjelasan Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172 
Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan 
batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun 
sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat 
persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati 
dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-
Undang ini. 

Penjelasan Pasal 172
Cukup jelas.

BAB XXVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 173 
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang 

Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan 
Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2831) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

Penjelasan Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174 
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam 
waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

Penjelasan Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Penjelasan Pasal 175
Cukup jelas.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundanglcan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
ANDI MATTALATTA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 4 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Perundang-undangan 
Bidang Perekonomian dan Industri, 
Setio Sapto Nugroho
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PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG 
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 

I. UMUM
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, 
air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat 
mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung dl dalam 
bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya 
perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat 
sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. 

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut 
selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat 
memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. 

Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi 
muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
situasi sekarang dan tantangan di masa depan, Di samping itu, 
pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan peruhahan 
lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan 
utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah 
pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak 
asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, 
hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan 
masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah 
permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru 
di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan 
landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali 
kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan 
batubara. 
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Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 
1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan 

dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya 
dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama 
dengan pelaku usaha. 

2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan 
usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, 
maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan 
mineral dari batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi 
daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 

3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, 
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan 
berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang 
melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah. 

4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial 
yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. 

5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan 
wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha 
kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang 
pertambangan. 

6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan 
usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan 
prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009 

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 
a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi 

setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam 
Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;

b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan 
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan 
dan berwawasan lingkungan;

c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa 
perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah 
dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup;

d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah 
mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk 
hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang sungguhsungguh dan konsisten 
oleh semua pemangku kepentingan;

e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan 
perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas 
lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup;

f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan 
perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari 
perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan 
pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu 
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membentuk undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 

Mengingat: 
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN HIDUP. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/
atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 
penegakan hukum. 

3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana 
yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke 
dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan 
hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu 
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 

4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis 
yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya 
perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 

5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup 
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yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling 
mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan 
produktivitas lingkungan hidup. 

6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya 
untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup. 

7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 
untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan 
keseimbangan antarkeduanya. 

8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan 
hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang 
masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 

9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas 
sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan 
membentuk kesatuan ekosistem. 

10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat 
KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan 
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan 
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau 
program. 

11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya 
disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu 
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKLUPL, adalah 
pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan 
yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup 
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar 
makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada 
dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam 
suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 

14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya 
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam 
lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku 
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 

15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas 
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perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup 
yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat 
tetap melestarikan fungsinya. 

16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang 
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap 
sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga 
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 

17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau 
tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan 
hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 

18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya 
alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta 
kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan 
meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. 

19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung 
atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan 
perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga 
berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun 
waktu yang dapat dibandingkan. 

20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 
21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat 

B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena 
sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan 
hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta 
kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 

22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya 
disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan 
yang mengandung B3. 

23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, 
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, 
pengolahan, dan/atau penimbunan. 

24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan 
membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau 
bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan 
persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. 

25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak 
atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah 
berdampak pada lingkungan hidup. 

26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada 
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lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/
atau kegiatan. 

27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang 
terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan 
kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. 

28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan 
untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang 
ditetapkan oleh pemerintah. 

29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri 
iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia 
dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan 
lingkungan hidup. 

30. Kearifan lokal adalah nilainilai luhur yang berlaku dalam tata 
kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola 
lingkungan hidup secara lestari. 

31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara 
turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya 
ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan 
lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan 
pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 

32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik 
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan 
ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau 
setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap 
lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat. 

35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKLUPL 
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh 
instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. 

37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan 
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perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 1
Cukup jelas. 

BAB II 
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Asas 

Pasal 2 
Perlindungan dan pengelolaan dilaksanakan berdasarkan asas: 

a. tanggung jawab negara; 
b. kelestarian dan keberlanjutan; 
c. keserasian dan keseimbangan; 
d. keterpaduan; 
e. manfaat; 
f. kehatihatian; 
g. keadilan; 
h. ekoregion; 
i. keanekaragaman hayati; 
j. pencemar membayar; 
k. partisipatif; 
l. kearifan lokal; 
m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan 
n. otonomi daerah. 

Penjelasan Pasal 2 Huruf a 
Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah: 

a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan 
manfaat yang sebesarbesarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup 
rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. 

b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup 
yang baik dan sehat. 

c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber 
daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup. 
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Penjelasan Pasal 2 Huruf b 
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” 
adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab 
terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu 
generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan 
memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 2 Huruf c 
Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa 
pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti 
kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian 
ekosistem.

Penjelasan Pasal 2 Huruf d 
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur 
atau menyinergikan berbagai komponen terkait. 

Penjelasan Pasal 2 Huruf e 
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha 
dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan 
dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras 
dengan lingkungannya. 

Penjelasan Pasal 2 Huruf f 
Yang dimaksud dengan “asas kehatihatian” adalah bahwa ketidakpastian 
mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan 
untuk menunda langkahlangkah meminimalisasi atau menghindari ancaman 
terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.  

Penjelasan Pasal 2 Huruf g 
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara 
proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, 
maupun lintas gender.

Penjelasan Pasal 2 Huruf h 
Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan 
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dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik 
sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat 
setempat, dan kearifan lokal. 

Penjelasan Pasal 2 Huruf i 
Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya 
terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan 
sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan 
sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di 
sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 

Penjelasan Pasal 2 Huruf j 
Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap 
penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya 
pemulihan lingkungan.

Penjelasan Pasal 2 Huruf k 
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota 
masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan 
keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penjelasan Pasal 2 Huruf l 
Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan 
nilainilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. 

Penjelasan Pasal 2 Huruf m 
Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah 
bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip 
partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. 

Penjelasan Pasal 2 Huruf n 
Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah 
dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal 3 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; 
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup 

dan kelestarian ekosistem; 
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan lingkungan hidup; 
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa 

kini dan generasi masa depan; 
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 

sebagai bagian dari hak asasi manusia; 
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 
j. mengantisipasi isu lingkungan global. 

Penjelasan Pasal 3 
Cukup jelas. 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Pasal 4 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: 

a. perencanaan; 
b. pemanfaatan; 
c. pengendalian; 
d. pemeliharaan; 
e. pengawasan; dan 
f. penegakan hukum. 

Penjelasan Pasal 4
Cukup jelas. 
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BAB III 
PERENCANAAN 

Pasal 5 
Perencanaan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: 

a. inventarisasi lingkungan hidup; 
b. penetapan wilayah ekoregion; dan 
c. penyusunan RPPLH. 

Penjelasan Pasal 5
Cukup jelas. 

Bagian Kesatu 
Inventarisasi Lingkungan Hidup 

Pasal 6 
(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup: 
a. tingkat nasional; 
b. tingkat pulau/kepulauan; dan 
c. tingkat wilayah ekoregion. 

(2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data 
dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

a. potensi dan ketersediaan; 
b. jenis yang dimanfaatkan; 
c. bentuk penguasaan; 
d. pengetahuan pengelolaan; 
e. bentuk kerusakan; dan 
f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat 

pengelolaan. 

Penjelasan Pasal 6
Cukup jelas. 

Bagian Kedua 
Penetapan Wilayah Ekoregion 

Pasal 7 
(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan 
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wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah 
berkoordinasi dengan instansi terkait. 

(2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan: 

a. karakteristik bentang alam; 
b. daerah aliran sungai; 
c. iklim; 
d. flora dan fauna; 
e. sosial budaya; 
f. ekonomi; 
g. kelembagaan masyarakat; dan 
h. hasil inventarisasi lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 7
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya 
dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Penjelasan Pasal 8
Cukup jelas. 

Bagian Ketiga 
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pasal 9 
(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas: 

a. RPPLH nasional; 
b. RPPLH provinsi; dan 
c. RPPLH kabupaten/kota. 

(2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
disusun berdasarkan inventarisasi nasional. 

(3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b disusun berdasarkan: 

a. RPPLH nasional; 
b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan 
c. inventarisasi tingkat ekoregion. 
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(4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
disusun berdasarkan: 

a. RPPLH provinsi; 
b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan 
c. inventarisasi tingkat ekoregion. 

Penjelasan Pasal 9
Cukup jelas. 

Pasal 10
(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun 

oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memperhatikan: 

a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; 
b. sebaran penduduk; 
c. sebaran potensi sumber daya alam; 
d. kearifan lokal; 
e. aspirasi masyarakat; dan 
f. perubahan iklim. 

(3) RPPLH diatur dengan: 
a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional; 
b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan 
c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/

kota. 
(4) RPPLH memuat rencana tentang: 

a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; 
b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/

atau fungsi lingkungan hidup; 
c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan 

pelestarian sumber daya alam; dan 
d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. 

(5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana 
pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan 
jangka menengah. 

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) 
Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 10 Ayat (2) Huruf a, Huruf b, Huruf c 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 10 Ayat (2) Huruf d 
Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD. 

Penjelasan Pasal 10 Ayat (2) Huruf e, Huruf f 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 10 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) 
Cukup jelas.

Pasal 11 
Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 11 
Cukup jelas. 

BAB IV 
PEMANFAATAN 

Pasal 12 
(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. 
(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 

tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan 
berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 
dengan memperhatikan: 

a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; 
b. keberlanjutan produktivitas lingkunganhidup; dan
c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh: 

a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup nasional dan pulau/kepulauan; 

b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau 
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c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup kabupaten/kota 
dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung 
dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 12
Cukup jelas. 

BAB V 
PENGENDALIAN 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 13 
(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 
(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pencegahan; 
b. penanggulangan; dan 
c. pemulihan. 

(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab 
masingmasing. 

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) 
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 
dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian: 

a. pencemaran air, udara, dan laut; dan 
b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim. 

Penjelasan Pasal 13 Ayat (2), Ayat (3) 
Cukup jelas. 
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Bagian Kedua 
Pencegahan 

Pasal 14 
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
terdiri atas:

a. KLHS; 
b. tata ruang; 
c. baku mutu lingkungan hidup; 
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; 
e. amdal; 
f. UKLUPL; 
g. perizinan; 
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;   
i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; 
j. anggaran berbasis lingkungan hidup; 
k. analisis risiko lingkungan hidup; 
l. audit lingkungan hidup; dan 
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/

atau perkembangan ilmu pengetahuan. 

Penjelasan Pasal 14
Cukup jelas. 

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Pasal 15 
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau 
evaluasi: 

a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana 
rincinya, rencana pembangunan jangka panjang 
(RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah 
(RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan 
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b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang 
berpotensi menimbulkan dampak dan/atau 
risiko lingkungan hidup.

(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme: 
a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program 

terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; 
b. perumusan alternatif penyempurnaan 

kebijakan, rencana, dan/atau program;  dan 
c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan 

kebijakan, rencana, dan/atau program yang 
mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan 
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya 
ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional. 

Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Huruf a 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Huruf b 
Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi: 

a. perubahan iklim; 
b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan 

keanekaragaman hayati; 
c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana 

banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan; 
d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam; 
e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan; 
f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan 

penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau 
g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. 

Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) 
Cukup jelas.

Pasal 16 
KLHS memuat kajian antara lain: 

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk 
pembangunan;

b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
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c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; 

dan
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 

Penjelasan Pasal 16 
Cukup jelas.

Pasal 17 
(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 

(3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program 
pembangunan dalam suatu wilayah. 

(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah 
terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan 
tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan 
segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung 
dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. 

Penjelasan Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18 
(1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan 

dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) 
Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik. 

Penjelasan Pasal 18 Ayat (2) 
Cukup jelas.
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Paragraf 2 
Tata Ruang 

Pasal 19 
(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan 

masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib 
didasarkan pada KLHS. 

(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 19 
Cukup jelas. 

Paragraf 3 
Baku Mutu Lingkungan Hidup 

Pasal 20 
(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur 

melalui baku mutu lingkungan hidup. 
(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: 

a. baku mutu air; 
b. baku mutu air limbah; 
c. baku mutu air laut; 
d. baku mutu udara ambien; 
e. baku mutu emisi; 
f. baku mutu gangguan; dan 
g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.
(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media 

lingkungan hidup dengan persyaratan: 
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan 
b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan 
huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f 
diatur dalam peraturan menteri. 
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Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 20 Ayat (2) Huruf a 
Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar 
makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/
atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. 

Penjelasan Pasal 20 Ayat (2) Huruf b 
Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau 
kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air. 

Penjelasan Pasal 20 Ayat (2) Huruf c 
Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar 
makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/
atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Penjelasan Pasal 20 Ayat (2) Huruf d 
Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau 
kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur 
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. 

Penjelasan Pasal 20 Ayat (2) Huruf e 
Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar 
polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara. 

Penjelasan Pasal 20 Ayat (2) Huruf f 
Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas 
unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur 
getaran, kebisingan, dan kebauan. 

Penjelasan Pasal 20 Ayat (2) Huruf g 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 20 Ayat  Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) 
Cukup jelas.
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Paragraf 4 
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup 

Pasal 21 
(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 
(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku 

kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan 
iklim. 

(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: 
a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan 

dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
d. kriteria baku kerusakan mangrove;
e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
f. kriteria baku kerusakan gambut;
g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan 

iklim didasarkan pada paramater antara lain: 
a. kenaikan temperatur; 
b. kenaikan muka air laut; 
c. badai; dan/atau 
d. kekeringan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan 
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Huruf a 
Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk 
pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa. 

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi 
biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat 
ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.
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Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan 
pertanian atau lahan budi daya dan hutan. 

Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Huruf b 
Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah 
ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat 
ditenggang. 

Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Huruf c 
Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan 
dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada 
lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan 
hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang 
diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 

Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Huruf d, Huruf e, Huruf f, Huruf g, Huruf h 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 21 Ayat (4), Ayat (5) 
Cukup jelas.

Paragraf 5 
Amdal 

Pasal 22 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap 

lingkungan hidup wajib memiliki amdal. 
(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: 

a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak 
rencana usaha dan/atau kegiatan;

b. luas wilayah penyebaran dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan 

terkena dampak;
e. sifat kumulatif dampak;
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.

Penjelasan Pasal 22 
Cukup jelas. 
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Pasal 23 
(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib 

dilengkapi dengan amdal terdiri atas: 
a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; 
b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan 

maupun yang tidak terbarukan; 
c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat 

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya 
alam dalam pemanfaatannya; 

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi 
lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan 
sosial dan budaya; 

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi 
pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/
atau perlindungan cagar budaya; 

f. introduksi jenis tumbuhtumbuhan, hewan, dan jasad renik; 
g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; 
h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau 

mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau 
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi 

besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang 

wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan peraturan Menteri. 

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf e
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf f
Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf g, Huruf h, Huruf i
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24 
Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar 
penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. 
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Penjelasan Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25 
Dokumen amdal memuat: 

a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; 
b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; 
c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha 

dan/atau kegiatan; 
d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang 

terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; 
e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk 

menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan 
f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 25 Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf e
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 25 Huruf f 
Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan 
untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan 
dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 26 
(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun 

oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. 
(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian 

informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum 
kegiatan dilaksanakan. 

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. yang terkena dampak; 
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau 
c. yang terpengaruh atas segala bentuk 

keputusan dalam proses amdal. 
(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan 

keberatan terhadap dokumen amdal. 

Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) 
Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan 
konsultasi publik dalam rangka menjaring saran dan tanggapan. 
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Penjelasan Pasal 26 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) 
Cukup jelas.

Pasal 27 
Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain. 

Penjelasan Pasal 27
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penyusun amdal 
atau konsultan. 

Pasal 28 
(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) 

dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. 
(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penguasaan metodologi penyusunan amdal; 
b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan 

evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan 
c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan hidup. 
(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun 
amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi 
penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri. 

Penjelasan Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk 

oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Menteri. 
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Penjelasan Pasal 29
Cukup jelas. 

Pasal 30 
(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur: 
a. instansi lingkungan hidup; 
b. instansi teknis terkait; 
c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis 

usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; 
d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak 

yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
sedang dikaji; 

e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; 
dan 

f. organisasi lingkungan hidup. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh 

tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian 
teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu. 

(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya. 

Penjelasan Pasal 30
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan 
lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. 

Penjelasan Pasal 31
Cukup jelas. 

Pasal 32 
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan 

amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang 
berdampak penting terhadap lingkungan hidup. 

(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal. 
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(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah 
diatur dengan peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 32
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 33
Cukup jelas. 

Paragraf 6 
UKLUPL 

Pasal 34 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria 

wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib 
memiliki UKLUPL. 

(2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPL. 

Penjelasan Pasal 34
Cukup jelas. 

Pasal 35 
(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKLUPL 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat 
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup. 

(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria: 

a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan 

b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKLUPL dan surat pernyataan 

kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 
diatur dengan peraturan Menteri. 
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Penjelasan Pasal 35
Cukup jelas. 

Paragraf 7 
Perizinan 

Pasal 36 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau 

UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan. 
(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKLUPL. 

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan 
lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL. 

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya. 

Penjelasan Pasal 36 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 36 Ayat (2)
Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 36 Ayat (3), Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37 
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila 
permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKLUPL. 

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) 
dapat dibatalkan apabila: 

a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin 
mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, 
serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, 
dan/atau informasi; 

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana 
tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan 
lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL; atau 



Buku Kumpulan Peraturan452

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau 
UKLUPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan. 

Penjelasan Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38 
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin 
lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha 
negara. 

Penjelasan Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39 
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan 
keputusan izin lingkungan. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat. 

Penjelasan Pasal 39 Ayat (1) 
Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan 
informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, 
khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur 
keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan 
keputusan izin.

Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) 
Cukup jelas.

Pasal 40 
(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha 

dan/atau kegiatan. 
(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan 

dibatalkan. 
(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin 
lingkungan. 
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Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk 
izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi. 

Penjelasan Pasal 40 Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 40 Ayat (3) 
Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena kepemilikan 
beralih, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas 
produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat. 

Pasal 41 
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 41 
Cukup jelas. 

Paragraf 8 
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 

Pasal 42 
(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah 

dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan 
instrumen ekonomi lingkungan hidup. 

(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 

a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; 
b. pendanaan lingkungan hidup; dan 
c. insentif dan/atau disinsentif. 

Penjelasan Pasal 42 Ayat (1) 
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 42 Ayat (2) Huruf a 
Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan 
pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam 
perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.
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Penjelasan Pasal 42 Ayat (2) Huruf b 
Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem 
dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan 
bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya 
pungutan, hibah, dan lainnya.

Penjelasan Pasal 42 Ayat (2) Huruf c 
Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara 
moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan 
pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada 
cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/
atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah 
daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan 
sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 43 
(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan 

kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi: 

a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; 
b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik 

regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya 
alam dan kerusakan lingkungan hidup; 

c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup 
antardaerah; dan 

d. internalisasi biaya lingkungan hidup. 
(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi: a. dana jaminan pemulihan 
lingkungan hidup; 

a. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan 
dan pemulihan lingkungan hidup; dan 

b. dana amanah/bantuan untuk konservasi. 
(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk: 
a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; 
b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; 
c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar 

modal yang ramah lingkungan hidup; 
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d. pengembangan sistem perdagangan izin 
pembuangan limbah dan/atau emisi; 

e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; 
f. pengembangan asuransi lingkungan hidup; 
g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan 
h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan 

hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) 
sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) Huruf a 
Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran 
mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam 
satuan fisik maupun dalam nilai moneter. 

Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) Huruf b 
Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang 
dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Yang 
dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua 
barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) Huruf c 
Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan 
hidup antardaerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh 
orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa 
lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) Huruf d 
Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah 
memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan. 

Penjelasan Pasal 43 Ayat (2) Huruf a 
Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah 
dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan 
kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya. 

Penjelasan Pasal 43 Ayat (2) Huruf b 
Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang 
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digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan. 

Penjelasan Pasal 43 Ayat (2) Huruf c 
Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana 
yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan 
konservasi lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 43 Ayat (3) Huruf a 
Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan 
hidup” adalah pengadaaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang 
berlabel ramah lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 43 Ayat (3) Huruf b 
Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan 
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang 
memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah 
tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet. 

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang 
yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah 
seperti retribusi pengolahan air limbah.
 
Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah kemudahan atau 
pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya 
berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 43 Ayat (3) Huruf c 
Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan 
hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan 
pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga 
keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan hidup” adalah 
pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau 
perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup 
bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal. 
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Penjelasan Pasal 43 Ayat (3) Huruf d 
Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau 
emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk 
dibuang ke media lingkungan hidup antarpenanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan.  

Penjelasan Pasal 43 Ayat (3) Huruf e 
Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah 
pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup 
kepada penyedia jasa lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 43 Ayat (3) Huruf f 
Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang 
memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (3) Huruf g 
Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan hidup” adalah 
pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan 
hidup. 

Penjelasan Pasal 43 Ayat (3) Huruf h 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 43 Ayat (4) 
Cukup jelas.

Paragraf 9 
Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup 

Pasal 44 
Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat 
nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan 
hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. 

Penjelasan Pasal 44 
Cukup jelas. 
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Paragraf 10 
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup 

Pasal 45 
(1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib 
mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: 

a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; dan 

b. program pembangunan yang berwawasan 
lingkungan hidup. 

(2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus 
lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah 
yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
yang baik. 

Penjelasan Pasal 45 Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 45 Ayat (2) 
Kriteria kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan kawasan koservasi dan 
penurunan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

Pasal 46 
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka 
pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami 
pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, 
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk 
pemulihan lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 46 
Cukup jelas. 

Paragraf 11 
Analisis Risiko Lingkungan Hidup 

Pasal 47 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan 

dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap 
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ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan 
manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. 

(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 

a. pengkajian risiko; 
b. pengelolaan risiko; dan/atau 
c. komunikasi risiko.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang 
antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk 
rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) limbah B3. 

Penjelasan Pasal 47 Ayat (2) Huruf a 
Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari 
identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan 
penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik 
terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 47 Ayat (2) Huruf b 
Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi 
risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, 
pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan 
yang dipilih.

Penjelasan Pasal 47 Ayat (2) Huruf c 
Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari 
pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi 
yang berkenaan dengan risiko.

Penjelasan Pasal 47 Ayat (3) 
Cukup jelas. 
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Paragraf 12 
Audit Lingkungan Hidup 

Pasal 48 
Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk 
melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja 
lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
(1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada: 

a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi 
terhadap lingkungan hidup; dan/atau

b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. 

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
wajib melaksanakan audit lingkungan hidup. 

(3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang 
berisiko tinggi dilakukan secara berkala. 

Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a 
Yang dimaksud dengan “usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko 
tinggi” adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/
atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap 
kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang minyak 
dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir.

Dokumen audit lingkungan hidup memuat:
a. informasi yang meliputi tujuan dan proses pelaksanaan audit;
b. temuan audit;
c. kesimpulan audit; dan
d. data dan informasi pendukung.

Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) Huruf b 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 49 Ayat (3) 
Cukup jelas.

Pasal 50 
(1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga 
yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup 
atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
yang bersangkutan. 

(2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 50 
Cukup jelas.

Pasal 51 
(1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan 

Pasal 49 dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup. 
(2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup. 
(3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan 

hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan: 
a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit 

lingkungan hidup; 
b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan 
pelaporan; dan 

c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai 
tindak lanjut audit lingkungan hidup. 

(4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi 
kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 51
Cukup jelas.
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Pasal 52 
Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Penjelasan Pasal 52
Cukup jelas.

Bagian Ketiga 
Penanggulangan 

Pasal 53 
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 

a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; 

b. pengisolasian pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup; 

c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup; dan/atau 

d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 53
Cukup jelas.

Bagian Keempat 
Pemulihan 

Pasal 54 
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan 
hidup. 

(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan tahapan: 
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a. penghentian sumber pencemaran dan 
pembersihan unsur pencemar; 

b. remediasi; 
c. rehabilitasi; 
d. restorasi; dan/atau 
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 54 Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 54 Ayat (2) Huruf a 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 54 Ayat (2) Huruf b 
Yang dimaksud dengan ”remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran 
lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 54 Ayat (2) Huruf c 
Yang dimaksud dengan ”rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk 
mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya 
pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki 
ekosistem.

Penjelasan Pasal 54 Ayat (2) Huruf d 
Yang dimaksud dengan ”restorasi” adalah upaya pemulihan untuk 
menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali 
sebagaimana semula.

Penjelasan Pasal 54 Ayat (2) Huruf e 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 54 Ayat (3) 
Cukup jelas.
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Pasal 55 
(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk 
pemulihan fungsi lingkungan hidup. 

(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang 
ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan 
pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan 
dana penjaminan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 56
Cukup jelas. 

BAB VI 
PEMELIHARAAN 

Pasal 57 
(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: 

a. konservasi sumber daya alam; 
b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau 
c. pelestarian fungsi atmosfer. 

(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi kegiatan: 

a. perlindungan sumber daya alam; 
b. pengawetan sumber daya alam; dan 
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
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(3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak 
dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. 

(4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 
b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan 
c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan 
sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 57 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya 
yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan 
mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang 
disebabkan oleh perbuatan manusia. 

Penjelasan Pasal 57 Ayat (1) Huruf a 
Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya 
air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan 
gambut, dan ekosistem karst. 

Penjelasan Pasal 57 Ayat (1) Huruf b 
Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat 
dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, 
pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan 
dapat membangun: 

a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/

kepulauan; dan/atau
c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya 

tanaman langka.

Penjelasan Pasal 57 Ayat (1) Huruf c 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 57 Ayat (2) Huruf a 
Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 57 Ayat (2) Huruf b 
Yang dimaksud dengan ”pengawetan sumber daya alam” adalah upaya untuk 
menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya. 

Penjelasan Pasal 57 Ayat (2) Huruf c 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 57 Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 57 Ayat (4) Huruf a 
Yang dimaksud dengan ”mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian 
kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah 
kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. 

Yang dimaksud dengan ”adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang 
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri 
terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim 
ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, 
peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan 
konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Penjelasan Pasal 57 Ayat (4) Huruf b 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 57 Ayat (4) Huruf c 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 57 Ayat (5) 
Cukup jelas.

BAB VII 
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH 

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

Bagian Kesatu 
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 

Pasal 58 
(1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, 
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menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau 
menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 58 Ayat (1) 
Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk 
mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup 
yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, 
mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan 
dampak negatif.

Penjelasan Pasal 58 Ayat (2) 
Cukup jelas.

Bagian Kedua 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

Pasal 59 
(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan 

pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. 
(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah 

kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan 
limbah B3.

(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan 
limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. 

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin 
dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya. 

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan 
persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban 
yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. 

(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) 
Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup 
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, 
dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.
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Penjelasan Pasal 59 Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 59 Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan 
pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin. 

Penjelasan Pasal 59 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7) 
Cukup jelas.

Bagian Ketiga 
Dumping 

Pasal 60 
Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media 
lingkungan hidup tanpa izin. 

Penjelasan Pasal 60 
Cukup jelas.

Pasal 61 
(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat 

dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping 
limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 61
Cukup jelas.

BAB VIII 
SISTEM INFORMASI 

Pasal 62 
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem 

informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan 
pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. 

(2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan 
terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. 
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(3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat 
informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan 
hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup 
diatur dengan Peraturan Menteri. 

Penjelasan Pasal 62 Ayat (1) 
Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter 
ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan 
kearifan lokal. 

Penjelasan Pasal 62 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) 
Cukup jelas. 

BAB IX 
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 63 
(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah 

bertugas dan berwenang: 
a. menetapkan kebijakan nasional; 
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai 

RPPLH nasional; 
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; 
e. menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL; 
f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam 

nasional dan emisi gas rumah kaca; 
g. mengembangkan standar kerja sama; 
h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 
i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

mengenai sumber daya alam hayati dan 
nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya 
genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; 

j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan 
perlindungan lapisan ozon; 

k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, 
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limbah, serta limbah B3;
l. lmenetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai 

perlindungan lingkungan laut;
m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas 
batas negara;

n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan 
peraturan kepala daerah; 

o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 
ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-
undangan; 

p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan 
hidup; 

q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan 
penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian 
sengketa; 

r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan 
pengaduan masyarakat; 

s. menetapkan standar pelayanan minimal; 
t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan 

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, 
dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional; 
v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan 

menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah 
lingkungan hidup; 

w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan 
penghargaan; 

x. mengembangkan sarana dan standar 
laboratorium lingkungan hidup; 

y. menerbitkan izin lingkungan; 
z. menetapkan wilayah ekoregion; dan 
aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. 

(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah 
provinsi bertugas dan berwenang: 

a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; 
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; 
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai 
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RPPLH provinsi; 
d. menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL; 
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan 

emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; 
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan 

kemitraan; 
g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas 
kabupaten/kota; 

h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan 
kepala daerah kabupaten/kota; 

i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 
ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; 

j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan 
hidup; 

k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan 
penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta 
penyelesaian sengketa; 

l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan 
kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; 

m. melaksanakan standar pelayanan minimal; 
n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan 

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, 
dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada 
tingkat provinsi; 

o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; 
p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan 

teknologi ramah lingkungan hidup; 
q. memberikan pendidikan, pelatihan, 

pembinaan, dan penghargaan; 
r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan 
s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada 

tingkat provinsi. 
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(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah 
kabupaten/kota bertugas dan berwenang: 

a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; 
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/

kota; 
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai 

RPPLH kabupaten/kota; 
d. menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL; 
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan 

emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; 
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan 

kemitraan; 
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan 

hidup; 
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; 
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 
ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-
undangan; 

j. melaksanakan standar pelayanan minimal; 
k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan 

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, 
dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada 
tingkat kabupaten/kota; 

l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/
kota; 

m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem 
informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; 

n. memberikan 
pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 

o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; 
dan 

p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada 
tingkat kabupaten/kota. 

Penjelasan Pasal 63 
Cukup jelas. 
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Pasal 64 
Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri. 

Penjelasan Pasal 64
Cukup jelas. 

BAB X 
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN 

Bagian Kesatu 
Hak 

Pasal 65 
(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

sebagai bagian dari hak asasi manusia. 
(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan 

hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam 
memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap 
rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat 
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. 

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 65 Ayat (1) 
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 65 Ayat (2) 
Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari 
hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada 
asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan 
nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di 
samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan 
haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan 
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, 
atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka 



Buku Kumpulan Peraturan474

untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak 
lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan 
hidup, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas 
lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Penjelasan Pasal 65 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik 
dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. 

Penjelasan Pasal 66 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau 
pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/
atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan 
dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap 
memperhatikan kemandirian peradilan.

Bagian Kedua 
Kewajiban 

Pasal 67 
Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup 
serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: 

a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan 
tepat waktu; 

b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan 
c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 
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Penjelasan Pasal 68
Cukup jelas. 

Bagian Ketiga 
Larangan 

Pasal 69 
(1) Setiap orang dilarang: 

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup; 

b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan 
perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; 
f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; 
g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan 

hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan atau izin lingkungan; 

h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; 
i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat 

kompetensi penyusun amdal; dan/atau 
j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan 

informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan 
yang tidak benar. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 
memperhatikan dengan sungguhsungguh kearifan lokal di daerah 
masingmasing. 

Penjelasan Pasal 69 Ayat (1) Huruf a 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 69 Ayat (1) Huruf b 
B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan dieldrin. 
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Penjelasan Pasal 69 Ayat (1) Huruf c 
Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 69 Ayat (1) Huruf d 
Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor. 

Penjelasan Pasal 69 Ayat (1) Huruf e, Huruf f, Huruf g, Huruf h, Huruf i, 
Huruf j 
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 69 Ayat (2) 
Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan 
pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala 
keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh 
sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. 

BAB XI 
PERAN MASYARAKAT 

Pasal 70 
(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan 

seluasluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 

(2) Peran masyarakat dapat berupa: 
a. pengawasan sosial; 
b. pemberian 

saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau 
c. penyampaian informasi dan/atau laporan. 

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk: 
a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan 

kemitraan; 
c. menumbuhkembangkan kemampuan 

dan kepeloporan masyarakat; 
d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat 

untuk melakukan pengawasan sosial; dan 
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan 

lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 
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Penjelasan Pasal 70 Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 70 Ayat (2) Huruf a 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 70 Ayat (2) Huruf b 
Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam 
penyusunan KLHS dan amdal.

Penjelasan Pasal 70 Ayat (2) Huruf c 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 70 Ayat (3) 
Cukup jelas. 

BAB XII 
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF 

Bagian Kesatu 
Pengawasan 

Pasal 71 
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan 
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan 
kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/
instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang 
merupakan pejabat fungsional. 

Penjelasan Pasal 71 
Cukup jelas. 
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Pasal 72 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan terhadap izin lingkungan.  

Penjelasan Pasal 72
Cukup jelas. 

Pasal 73 
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah 
daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius 
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 73 
Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang serius” adalah tindakan 
melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 74 
(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 ayat (3) berwenang: 
a. melakukan pemantauan; 
b. meminta keterangan; 
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan 

yang diperlukan; 
d. memasuki tempat tertentu; 
e. memotret; 
f. membuat rekaman audio visual; 
g. mengambil sampel; 
h. memeriksa peralatan; 
i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau 
j. menghentikan pelanggaran tertentu. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup 
dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri 
sipil. 

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang 
menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 74 
Cukup jelas. 
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Pasal 75 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas 
lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 75
Cukup jelas. 

Bagian Kedua 
Sanksi Administratif 

Pasal 76 
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan 

sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan 
pelanggaran terhadap izin lingkungan. 

(2) Sanksi administratif terdiri atas: 
a. teguran tertulis; 
b. paksaan pemerintah; 
c. pembekuan izin lingkungan; atau 
d. pencabutan izin lingkungan. 

Penjelasan Pasal 76
Cukup jelas. 

Pasal 77 
Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah 
secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran 
yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 77
Cukup jelas. 

Pasal 78 
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak 
membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung 
jawab pemulihan dan pidana. 
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Penjelasan Pasal 78
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan 
huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
tidak melaksanakan paksaan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 79
Cukup jelas. 

Pasal 80 
(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) 

huruf b berupa: 
a. penghentian sementara kegiatan produksi; 
b. pemindahan sarana produksi; 
c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; 
d. pembongkaran; 
e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi 

menimbulkan pelanggaran; 
f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau 
g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan 

pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan 
hidup. 

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului 
teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: 

a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan 
hidup; 

b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera 
dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau 

c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak 
segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya. 

Penjelasan Pasal 80 Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 80 Ayat (2) Huruf a 
Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” adalah suatu keadaan 
yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak 
orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda. 
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Penjelasan Pasal 80 Ayat (2) Huruf b, Huruf c 
Cukup jelas.

Pasal 81 
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan 
paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan 
pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 81 
Cukup jelas.

Pasal 82 
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan 
pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup yang dilakukannya. 

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat 
menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup 
akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 
dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan. 

Penjelasan Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83 
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 83
Cukup jelas.

BAB XIII 
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 84 
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh 

melalui pengadilan atau di luar pengadilan. 
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(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara 
suka rela oleh para pihak yang bersengketa. 

(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan 
tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. 

Penjelasan Pasal 84 Ayat (1) 
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan 
para pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 84 Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 84 Ayat (3) 
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan 
yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin 
kepastian hukum. 

Bagian Kedua 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan 

Pasal 85 
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan 

untuk mencapai kesepakatan mengenai:
a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau 

perusakan;
c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya 

pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif 

terhadap lingkungan hidup. 
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap 

tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini.

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan 
dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu 
menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 85
Cukup jelas. 
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Pasal 86 
(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. 
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan 

lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup 
yang bersifat bebas dan tidak berpihak. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 86
Cukup jelas. 

Bagian Ketiga 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan 

Paragraf 1 
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan 

Pasal 87 
(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 

perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada 
orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau 
melakukan tindakan tertentu. 

(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat 
dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang 
melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau 
kewajiban badan usaha tersebut. 

(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap 
setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. 

(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

Penjelasan Pasal 87 Ayat (1) 
Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum 
lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan 
membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat 
pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, 
misalnya perintah untuk: 
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a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah 
sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; 

b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau 

Penjelasan Pasal 87 Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 87 Ayat (3) 
Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan 
pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu 
adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 87 Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak 

Pasal 88 
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya 
menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/
atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup 
bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu 
pembuktian unsur kesalahan. 

Penjelasan Pasal 88
Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah 
unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar 
pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam 
gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya 
nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak 
lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. 

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut 
penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi 
bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana 
lingkungan hidup. 
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Paragraf 3 
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan 

Pasal 89 
(1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan 

mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

(2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan 
oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau 
mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3. 

Penjelasan Pasal 89 
Cukup jelas. 

Paragraf 4 
Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

Pasal 90 
(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab 

di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti 
rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 
menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

Penjelasan Pasal 90 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang 
timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan 
merupakan hak milik privat. 

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan 
pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup 
guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap 
lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 90 Ayat (2) 
Cukup jelas.  
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Paragraf 5 
Hak Gugat Masyarakat 

Pasal 91 
(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk 

kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat 
apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup. 

(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta 
atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara 
wakil kelompok dan anggota kelompoknya. 

(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 91 
Cukup jelas.

Paragraf 6 
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup 

Pasal 92 
(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup 
berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi 
lingkungan hidup. 

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan 
tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau 
pengeluaran riil. 

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila 
memenuhi persyaratan: 

a. berbentuk badan hukum; 
b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa 

organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian 
fungsi lingkungan hidup; dan 

c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan 
anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. 

Penjelasan Pasal 92
Cukup jelas.
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Paragraf  7 
Gugatan Administratif 

Pasal 93 
(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata 

usaha negara apabila: 
a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin 

lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib 
amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; 

b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan 
izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib 
UKLUPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen 
UKLUPL; dan/atau 

c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan 
izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan 
izin lingkungan. 

(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara 
mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. 

Penjelasan Pasal 93
Cukup jelas.

BAB XIV 
PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN 

Bagian Kesatu 
Penyidikan 

Pasal 94 
(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. 

(2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan 
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pengelolaan lingkungan hidup; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang 

berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan 
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang 
diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan 
dokumen lain; 

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang 
hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara 
tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; 

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 

h. menghentikan penyidikan; 
i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat 

rekaman audio visual; 
j. melakukan penggeledahan terhadap 

badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga 
merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau 

k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. 
(3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik 
pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik 
pejabat polisi Negara Republik Indonesia.  

(4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan 
penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan 
kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan 
penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan 
bantuan guna kelancaran penyidikan. 

(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya 
penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada 
penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. 

(6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik 
pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum. 

Penjelasan Pasal 94 Ayat (1), Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 94 Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna 
mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan 
dalam penyidikan.

Penjelasan Pasal 94 Ayat (4) 
Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya 
penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara 
pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik pejabat polisi Negara 
Republik Indonesia. 

Penjelasan Pasal 94 Ayat (5), Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal 95 
(1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara 
penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah 
koordinasi Menteri. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum 
terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 95 
Cukup jelas. 

Bagian Kedua 
Pembuktian 

Pasal 96 
Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri 
atas: 

a. keterangan saksi; 
b. keterangan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa; dan/atau 
f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 96 Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf e 
Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 96 Huruf f 
Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi, informasi yang diucapkan, 
dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, 
dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau 
informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan 
dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di 
atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara 
elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, 
foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang 
memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

BAB XV 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 97 
Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. 

Penjelasan Pasal 97 
Cukup jelas. 

Pasal 98 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu 
air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan 
hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). 

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah). 
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Penjelasan Pasal 98
Cukup jelas. 

Pasal 99 
(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya 

baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau 
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) 
tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar 
rupiah). 

Penjelasan Pasal 99
Cukup jelas. 

Pasal 100 
(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, 

atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak 
dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. 

Penjelasan Pasal 100
Cukup jelas. 
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Pasal 101 
Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa 
genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 101
Yang dimaksud dengan “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah 
pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik 
menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi 
persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik” 
adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam 
rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada 
masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak. 

Pasal 102 
Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 102 
Cukup jelas. 

Pasal 103 
Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan 
pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 103
Cukup jelas. 
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Pasal 104 
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke 
media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 104
Cukup jelas. 

Pasal 105 
Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas 
miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 105
Cukup jelas. 

Pasal 106 
Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 
ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 106
Cukup jelas. 

Pasal 107 
Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan 
perundang–undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 107
Cukup jelas. 
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Pasal 108 
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 108
Cukup jelas. 

Pasal 109 
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 109
Cukup jelas. 

Pasal 110 
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat 
kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 
(1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 110
Cukup jelas. 

Pasal 111 
(3) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan 

tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKLUPL sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(4) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin 
usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
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Penjelasan Pasal 111
Cukup jelas. 

Pasal 112 
Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan 
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya 
nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Penjelasan Pasal 112
Cukup jelas. 

Pasal 113 
Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, 
menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan 
yang tidak benar yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 113 
Informasi palsu yang dimaksud dalam Pasal ini dapat berbentuk dokumen 
atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang senyatanya 
atau informasi yang tidak benar.

Pasal 114 
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak 
melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 

Penjelasan Pasal 114
Cukup jelas. 

Pasal 115 
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau 
menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/
atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).
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Penjelasan Pasal 115
Cukup jelas. 

Pasal 116 
(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan 

oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan 
sanksi pidana dijatuhkan kepada: 

a. badan usaha; dan/atau 
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan 

tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak 
sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. 

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau 
berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan 
usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau 
pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak 
pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Penjelasan Pasal 116
Cukup jelas. 

Pasal 117 
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman 
pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan 
sepertiga. 

Penjelasan Pasal 117
Cukup jelas. 

Pasal 118 
Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) 
huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh 
pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. 

Penjelasan Pasal 118 
Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan 
usaha dan badan hukum.
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Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan 
hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak 
pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada 
mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima 
tindakan pelaku fisik tersebut. 

Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk 
menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap 
tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan 
terjadinya tindak pidana tersebut. 

Pasal  119 
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap 
badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata 
tertib berupa: 

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. perbaikan akibat tindak pidana;
d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) 

tahun. 

Penjelasan Pasal 119 
Cukup jelas. 

Pasal 120 
(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi 
dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. 

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan 
usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk 
melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap. 

Penjelasan Pasal 120
Cukup jelas. 
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BAB XVI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 121 
(1) Pada saat berlakunya undang-undang ini, dalam waktu paling lama 2 

(dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin 
usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib 
menyelesaikan audit lingkungan hidup. 

(2) Pada saat berlakunya undang-undang ini, dalam waktu paling lama 2 
(dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin 
usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKLUPL wajib 
membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 121
Cukup jelas. 

Pasal 122 
(1) Pada saat berlakunya undang-undang ini, dalam waktu 

paling lama 1 (satu) tahun, setiap penyusun amdal wajib 
memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. 

(2) Pada saat berlakunya undang-undang ini, dalam waktu paling lama 1 
(satu) tahun, setiap auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat 
kompetensi auditor lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 122
Cukup jelas. 

Pasal 123 
Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan 
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun 
sejak Undang-undang ini ditetapkan.

Penjelasan Pasal 123
Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin 
pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber 
air. 
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BAB XVII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 124 
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perUndang-
undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang 
baru berdasarkan Undang-undang ini. 

Penjelasan Pasal 124 
Cukup jelas. 

Pasal 125 
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 23 
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Penjelasan Pasal 125
Cukup jelas. 

Pasal 126 
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-undang ini 
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-undang ini 
diberlakukan. 

Penjelasan Pasal 126
Cukup jelas. 

Pasal 127 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 
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Penjelasan Pasal 127
Cukup jelas. 

Disahkan di Jakarta pada tanggal 3  Oktober  2009 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 
ttd 
ANDI MATTALATTA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 140 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
Bidang Perekonomian dan Industri, 
SETIO SAPTO NUGROHO 
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PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

I. UMUM 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat 
merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga 
negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh 
pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap 
menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta 
makhluk hidup lain. 

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang 
antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan 
cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi 
nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang 
kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia 
mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya 
alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola 
dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan 
udara berdasarkan wawasan Nusantara. 

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap 
dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya 
produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya 
hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya 
permukaan laut, tenggelamnya pulau¬pulau kecil, dan punahnya 
keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas 
tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan 
sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan 
juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan 
lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya 
tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada 
akhirnya menjadi beban sosial.
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Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan 
dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas 
keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan 
hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan 
budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi 
lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan 
terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut 
dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu 
kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan 
konsekuen dari pusat sampai ke daerah. 

3. Penggunaan sumber daya alam harus 
selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan 
hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/
atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban 
melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan 
pembangunan berkelanjutan. 

Undang-undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah 
untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk 
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan 
lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana 
dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila 
hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung 
sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program 
pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan 
rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah 
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak 
diperbolehkan lagi.  

4. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas 
hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk 
berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan 
berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya 
sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang 
kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup 
manusia serta makhluk hidup lain. 
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Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, 
industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya 
limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke 
dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, 
kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup 
lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun 
beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan 
limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. 

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai 
konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya 
pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak 
lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan 
lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan 
akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan 
mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya 
sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas 
sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.

Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam 
memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum 
diperoleh izin usaha. 

5. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan 
hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara 
maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam 
hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah 
terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum 
yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu 
sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian 
hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan 
sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. 
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Undang-undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan 
hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum 
pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. 
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan 
meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi 
lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut 
diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan 
meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang 
betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

6. Penegakan hukum pidana dalam undang-undang 
ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping 
maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran 
baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan 
tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap 
memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan 
penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan 
penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan 
asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana 
formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu 
air limbah, emisi, dan gangguan.

7. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan undang-undang 
ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam undang-undang 
ini tentang prinsipprinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik 
karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen 
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta 
penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian 
aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. 

8. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur: 
a. keutuhan unsurunsur pengelolaan lingkungan hidup; 
b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah; 
c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup; 
d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen 
kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu 
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lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan 
hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup 
dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, 
instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan 
perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran 
berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan 
hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian; 
f. pendayagunaan pendekatan ekosistem; 
g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi 

perkembangan lingkungan global; 
h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses 

informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta 
penguatan hakhak masyarakat dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 

i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana 
secara lebih jelas; 

j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan 

k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan 
hidup dan penyidik pegawai negeri sipil  lingkungan hidup. 

9. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada 
Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan 
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta 
melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang 
ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada 
pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan 
Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang 
menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, 
tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, 
melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan 
juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi 
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sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin 
terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan 
dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5059



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

Menimbang: 
a. bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya 

mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem 
keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian 
Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin 
kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran 
dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana;  

c. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan 
perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar 
internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang;  

Mengingat:
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  

dan  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN:  
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Menetapkan:  
UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-

unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini. 

2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya 
disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam 
rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. 

3. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan 
hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya 
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. 

4. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau 
menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, 
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau 
penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain 
yang berhubungan dengan uang.

5. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: 
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, 

karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna 
Jasa yang bersangkutan; 

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang 
patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk 
menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan 
yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang ini; 

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal 
dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan 
yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau 

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk 
dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta 
Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

6. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang 
dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. 
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7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan 
evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara 
independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya 
tindak pidana. 

8. Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses 
identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan 
Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan 
profesional yang disampaikan kepada penyidik. 

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. 
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan 

yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum 
maupun bukan badan hukum. 

11. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang 
ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. 

12. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor. 
13. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak 

bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang 
diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. 

14. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang 
memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan 
Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan 
Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. 

15. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang 
bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang. 

16. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat 
dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan 
atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas 
atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

a. tulisan, suara, atau gambar;
b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang 

memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang 
yang mampu membaca atau memahaminya. 

17. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang 
memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/
atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. 

18. Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga 
Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan 
Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-
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Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman 
pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban 
pelaporan, dan mengenakan sanksi. 

Penjelasan Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2 
(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang 

diperoleh dari tindak pidana: 
a. korupsi; 
b. penyuapan; 
c. narkotika; 
d. psikotropika; 
e. penyelundupan tenaga kerja; 
f. penyelundupan migran; 
g. di bidang perbankan; 
h. di bidang pasar modal; 
i. di bidang perasuransian; 
j. kepabeanan; 
k. cukai; 
l. perdagangan orang; 
m. perdagangan senjata gelap; 
n. terorisme; 
o. penculikan; 
p. pencurian; 
q. penggelapan; 
r. penipuan; 
s. pemalsuan uang; 
t. perjudian; 
u. prostitusi;
v. di bidang perpajakan;  
w. di bidang kehutanan;  
x. di bidang lingkungan hidup;  
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau  
z. tindak  pidana  lain  yang  diancam  dengan  

pidana  penjara 4 (empat) tahun atau lebih,  yang 
dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga 
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merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. 
(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan 

dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk 
kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan 
disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf n. 

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf a
Cukup Jelas

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf b
Yang dimaksud dengan “penyuapan” adalah penyuapan sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana suap.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf c, Huruf d
Cukup Jelas

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf e
Yang dimaksud dengan “penyelundupan tenaga kerja” adalah 
penyelundupan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar 
negeri.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf f
Yang dimaksud dengan “penyelundupan migran” adalah penyelundupan 
migran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai 
keimigrasian.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf g, Huruf h, Huruf i, Huruf j, Huruf k 
Cukup Jelas

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf l
Yang  dimaksud  dengan  “perdagangan  orang”  adalah  perdagangan 
orang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
dan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan 
orang.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf m
Yang dimaksud dengan “perdagangan senjata gelap” adalah perdagangan 
senjata gelap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat 
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Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere 
Strafbepalingen” (Staatsblad 1948: 17) dan Undang-Undang Republik 
Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian 
Idzin Pemakaian Senjata Api.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf n
Cukup Jelas

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf o
Yang dimaksud dengan “penculikan” adalah penculikan sebagaimana 
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf p, Huruf q, Huruf r, Huruf s, Huruf t
Cukup Jelas

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf u
Yang dimaksud dengan “prostitusi” adalah prostitusi sebagaimana dimaksud 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang mengenai 
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf v, Huruf w, Huruf x, Huruf y
Cukup Jelas

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf z
Berdasarkan ketentuan ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana, 
Undang-Undang ini menganut asas kriminalitas ganda (double criminality).

Penjelasan Pasal 2 Ayat (3), Ayat (4)
Cukup Jelas

BAB II 
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

Pasal 3 
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke 
luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat 
berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau 
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 
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asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang 
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4 
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, 
lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya 
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan 
hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana 
karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah).

Penjelasan Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5 
(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, 

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 
penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya 
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Penjelasan Pasal 5 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang 
memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada 
saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya 
pelanggaran hukum.

Penjelasan Pasal 5 Ayat (2)
Cukup Jelas
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Pasal 6 
(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan 
oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/
atau Personil Pengendali Korporasi. 

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana 
Pencucian Uang: 

a. dilakukan atau diperintahkan oleh 
Personil Pengendali Korporasi; 

b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan 
tujuan Korporasi; 

c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku 
atau pemberi perintah; dan 

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat 
bagi Korporasi. 

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1)
Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok 
terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya 
untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau 
lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan 
memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung 
maupun tidak langsung.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7 
(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana 

denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap 

Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: 
a. pengumuman putusan hakim; 
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha 

Korporasi
c. pencabutan izin usaha;  
d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;  
e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau  
f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.  
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Penjelasan Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8 
Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana 
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan 
Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. 

Penjelasan Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9 
(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda 
tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik 
Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama 
dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. 

(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang 
dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap 
Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda 
yang telah dibayar. 

Penjelasan Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10 
Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan 
percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak 
pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Penjelasan Pasal 10
Cukup Jelas

BAB III  
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN  

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
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Pasal 11 
(1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan 

Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam 
rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib 
merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk 
memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. 

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan 
hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) 
Ketentuan ini termasuk sebagai ketentuan mengenai rahasia jabatan.  

Penjelasan Pasal 11 Ayat (2), Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12 
(1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang 

memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun 
mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang 
disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. 

(2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian 
informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur. 

(3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur 
dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 
yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung 
atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa 
atau pihak lain. 

(4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan 
kewajiban menurut Undang-Undang ini. 

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda 
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paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 12 Ayat (1)
Ketentuan ini dikenal sebagai “anti-tipping off”. Ketentuan dalam 
ayat ini dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak memindahkan Harta 
Kekayaannya sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan 
pelacakan terhadap Pengguna jasa dan Harta Kekayaan yang bersangkutan. 

Penjelasan Pasal 12 Ayat (2)
Cukup jelas.  

Penjelasan Pasal 12 Ayat (3)
Ketentuan ”anti-tipping off” berlaku pula bagi pejabat atau pegawai PPATK 
serta pejabat atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk 
mencegah Pengguna Jasa yang diduga sebagai pelaku kejahatan melarikan 
diri dan Harta Kekayaan yang bersangkutan dialihkan sehingga mempersulit 
proses penyidikan tindak pidana. 

Penjelasan Pasal 12 Ayat (4), Ayat (5)
Cukup jelas.  

Pasal 13  
Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. 

Penjelasan Pasal 13
Cukup jelas.  

Pasal 14 
Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas 
dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Penjelasan Pasal 14
Cukup jelas.  

Pasal 15 
Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah).

Penjelasan Pasal 15
Cukup jelas.  

Pasal 16 
Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau 
hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang 
diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 
(1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun. 

Penjelasan Pasal 16
Cukup jelas.  

BAB IV P
ELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN 

Bagian Kesatu  
Pihak Pelapor  

Pasal 17 
(1) Pihak Pelapor meliputi: 

a. penyedia jasa keuangan: 
1. bank; 
2. perusahaan pembiayaan; 
3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang 

asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan; 
5. perusahaan efek; 
6. manajer investasi; 
7. kustodian; 
8. wali amanat; 
9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 
10. pedagang valuta asing; 
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan 

kartu; 
12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet; 
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 
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14. pegadaian; 
15. perusahaan yang bergerak di bidang 

perdagangan berjangka komoditi; atau 
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. 

b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 
1. perusahaan properti/agen properti; 
2. pedagang kendaraan bermotor; 
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 
4. pedagang barang seni dan antik; atau 
5. balai lelang. 

(2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Huruf a 
Termasuk dalam pengertian “penyedia jasa keuangan” adalah Setiap Orang 
yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait 
dengan keuangan baik secara formal maupun nonformal.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Huruf b 
Yang dimaksud dengan “penyedia barang dan/atau jasa lain” meliputi baik 
berizin maupun tidak berizin.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (2)
Cukup jelas.

Bagian Kedua  
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa 

Pasal 18 
(1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan 

ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa. 
(2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa 

yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat: 

a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; 
b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah 

dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau 
setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 
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c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang 
terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak 
pidana pendanaan terorisme; atau 

d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi 
yang dilaporkan Pengguna Jasa. 

(4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan 
pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam 
menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa. 

(5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat: 
a. identifikasi Pengguna Jasa; 
b. verifikasi Pengguna Jasa; dan 
c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. 

(6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan 
Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan 
pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK. 

Penjelasan Pasal 18 Ayat (1)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “menerapkan prinsip mengenali Pengguna 
Jasa” adalah Customer Due Dilligence (CDD) dan Enhanced Due 
Dilligence (EDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 
Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering. 

Penjelasan Pasal 18 Ayat (3), Ayat (4)
Cukup jelas.  

Penjelasan Pasal 18 Ayat (5) Huruf a 
Yang dimaksud dengan “identifikasi Pengguna Jasa” 
termasuk pemutakhiran data Pengguna Jasa. 

Penjelasan Pasal 18 Ayat (5) Huruf b, Huruf c
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 18 Ayat (6)
Cukup jelas. 

Pasal 19 
(1) Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib 

memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh 
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Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber 
dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan 
oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya. 

(2) dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap 
Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan 
informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan 
Transaksi pihak lain tersebut.

Penjelasan Pasal 19
Cukup jelas. 

Pasal 20 
(1) Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang 

melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor bertindak untuk 
diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain. 

(2) Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk 
diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib 
meminta informasi mengenai identitas dan Dokumen pendukung 
dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut. 

(3) Dalam hal identitas dan/atau Dokumen pendukung yang diberikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Pihak Pelapor 
wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut. 

Penjelasan Pasal 20
Cukup jelas. 

Pasal 21 
(1) Identitas dan Dokumen pendukung yang diminta oleh Pihak Pelapor 

harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur. 

(2) Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai 
identitas pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak 
berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut. 

(3) Pihak Pelapor yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (1)
Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 21 Ayat (2)
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 21 Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” 
antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas 
dan Pengatur seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pasal 22 
(1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib memutuskan hubungan 
usaha dengan Pengguna Jasa jika: 

a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip 
mengenali Pengguna Jasa; atau 

b. penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran 
informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa. 

(2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai 
tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai 
Transaksi Keuangan Mencurigakan. 

Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “hubungan usaha” termasuk hubungan 
rekening koran. 

Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Bagian Ketiga  
Pelaporan  

Paragraf 1  Penyedia Jasa Keuangan 
 

Pasal 23 
(1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang 
meliputi: 

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; 
b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling 

sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
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rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya 
setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi 
maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari 
kerja; dan/atau 

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. 
(2) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan 

Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala PPATK. 

(3) Besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke 
luar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala PPATK. 

(4) Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap: 

a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa 
keuangan dengan pemerintah dan bank sentral; 

b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan 
c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK 

atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang 
disetujui oleh PPATK. 

(5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
tidak berlaku untuk Transaksi yang dikecualikan.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf a 
Pada dasarnya, Transaksi Keuangan Mencurigakan diawali 
dari Transaksi antara lain: 

a. tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;  
b. menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau 

dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau  
c. aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.  

Apabila Transaksi-Transaksi yang tidak lazim tersebut memenuhi kriteria 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, Transaksi tersebut dapat 
diklasifikasikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib 
dilaporkan. Sedangkan terhadap Transaksi atau aktivitas di luar kebiasaan 
dan kewajaran sebagaimana tersebut di atas, penyedia jasa keuangan 
diminta memberikan perhatian khusus atas semua Transaksi yang kompleks, 
tidak biasa dalam jumlah besar, dan semua pola Transaksi tidak biasa, 
yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas dan tidak ada tujuan yang 
sah. Latar belakang dan tujuan Transaksi tersebut harus, sejauh mungkin 
diperiksa, temuan-temuan yang didapat dibuat tertulis, dan tersedia untuk 
membantu pihak berwenang dan auditor. 
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Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf b
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf c
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (2) 
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 23 Ayat (4) Huruf a 
Yang dimaksud dengan Transaksi dengan pemerintah adalah Transaksi yang 
menggunakan rekening pemerintah, dan dilakukan untuk dan atas nama 
pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, 
lembaga pemerintah non-kementerian atau badan-badan pemerintah 
lainnya, namun tidak termasuk badan usaha milik negara/daerah. 

Penjelasan Pasal 23 Ayat (4) Huruf b
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (4) Huruf c 
Yang dimaksud dengan “Transaksi lain” adalah Transaksi-Transaksi yang 
dikecualikan sesuai dengan karakteristiknya selalu dilakukan dalam bentuk 
tunai dan dalam jumlah yang besar, misalnya setoran rutin oleh pengelola 
jalan tol atau pengelola supermarket.

Selain berdasarkan jenis transaksi, Kepala PPATK dapat menetapkan 
transaksi lain yang dikecualikan berdasarkan besarnya jumlah transaksi, 
bentuk atau wilayah kerja Pihak Pelapor tertentu. Pemberlakukan 
pengecualian tersebut dapat dilakukan baik untuk waktu yang tidak terbatas 
(permanen) maupun untuk waktu tertentu. 

Penjelasan Pasal 23 Ayat (5)
Cukup jelas.  

Pasal 24 
(1) Penyedia jasa keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar 

Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23  
ayat (4).
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(2) Penyedia jasa keuangan yang tidak membuat dan menyimpan daftar 
Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikenai sanksi administratif. 

Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) 
Ketentuan ini dimaksudkan agar data atau informasi mengenai Transaksi 
yang dikecualikan tersebut dapat diteliti atau diperiksa oleh PPATK untuk 
keperluan analisis.

Rincian daftar Transaksi yang wajib dibuat dan disimpan pada dasarnya 
sama dengan Transaksi tunai yang seharusnya dilaporkan kepada 
PPATK. Daftar dapat dibuat dalam bentuk elektronik sepanjang dapat dijamin 
bahwa data atau informasi tersebut tidak mudah hilang atau rusak. 

Penjelasan Pasal 24 Ayat (2)
Cukup jelas.  

Pasal 25 
(1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan 
sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia 
jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan 
Mencurigakan. 

(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan. 

(3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke 
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c 
dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 
tanggal Transaksi dilakukan. 

(4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada 
PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3), dikenai sanksi administratif. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara 
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK. 

Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) 
Ketentuan ini dimaksudkan agar penyedia jasa keuangan dapat sesegera 
mungkin melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan agar Harta 
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Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku 
Pencucian Uang dapat segera dilacak. Unsur Transaksi Keuangan 
Mencurigakan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 
5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. 

Penjelasan Pasal 25 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5)
Cukup jelas.  

Pasal 26 
(1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan 

Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan 
Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: 

a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan 
Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); 

b. memiliki rekening untuk menampung Harta 
Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau 

c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan 
Dokumen palsu. 

(3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi. 

(4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara 
penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.

(5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan 
Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara 
penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh 
empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan. 

(6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan 
penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini. 

(7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan 
hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan 
melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut. 

Penjelasan Pasal 26 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6)
Cukup jelas.  



527Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

Penjelasan Pasal 26 Ayat (7)
Hal ini berarti paling lama pada hari kerja kelima penundaan 
transaksi dilakukan, penyedia jasa keuangan harus memutuskan 
akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut. 

Paragraf 2  
Penyedia Barang dan/atau Jasa lain  

Pasal 27 
(1) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan 
Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang 
rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit 
atau setara dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
kepada PPATK.

(2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 
tanggal Transaksi dilakukan.

(3) Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak menyampaikan 
laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dikenai sanksi administratif. 

Penjelasan Pasal 27
Cukup jelas.  

Paragraf 3 
Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan 

Pasal 28 
Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari 
ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 28
Cukup jelas.  

Pasal 29 
Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, 
dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, 
atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.
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Penjelasan Pasal 29
Yang dimaksud dengan “dituntut secara perdata” antara lain adalah 
tuntutan ganti rugi. 

Yang dimaksud dengan “dituntut secara pidana” antara lain tuntutan 
pencemaran nama baik. 

Pasal 30 
(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengawas 
dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pengenaan sanksi 
administratif terhadap Pihak Pelapor dilakukan oleh PPATK.

(3) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: 

a. peringatan;  
b. teguran tertulis;  
c. pengumuman  kepada  publik  mengenai  tindakan  
d. atau sanksi; dan/atau  
e. denda administratif. 

(4) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf d dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Kepala PPATK.

Penjelasan Pasal 30
Cukup jelas.

Bagian Keempat  
Pengawasan Kepatuhan  

Pasal 31 
(1) Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak 

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan 
oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK. 

(2) Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau belum 
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terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan 
atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK. 

(3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh 
Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan kepada PPATK. 

(4) Tata cara pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Lembaga Pengawas 
dan Pengatur dan/atau PPATK sesuai dengan kewenangannya. 

Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) 
Dengan demikian, terhadap Pihak Pelapor yang telah memiliki Lembaga 
Pengawas dan Pengatur ada 2 (dua) pintu Pengawasan Kepatuhan, yaitu 
oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK. 

Penjelasan Pasal 31 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4)
Cukup jelas.  

Pasal 32 
Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menemukan 
Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor 
kepada PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur segera menyampaikan 
temuan tersebut kepada PPATK. 

Penjelasan Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPATK 
setiap kegiatan atau Transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut 
diduganya dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan 
melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. 

Penjelasan Pasal 33
Cukup jelas. 
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BAB V  
PEMBAWAAN UANG 

TUNAI DAN INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM  
ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA  

Pasal 34 
(1) Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah 

dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain 
dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet 
giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau 
yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah 
pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. 

(2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan 
mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran 
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya 
kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya 
pemberitahuan. 

(3) PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan/atau 
instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Penjelasan Pasal 34 Ayat (1) 
Cek, cek perjalanan (travellers cheque), surat sanggup bayar, atau bilyet giro 
yang dikenal sebagai Bearer Negotiable Instruments.

Penjelasan Pasal 34 Ayat (2), Ayat (3)
Cukup jelas.  

Pasal 35 
(1) Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang 

tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda 
sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang 
tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan 
jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang 
tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (1), tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen 
pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang 
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diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 
10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/
atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling 
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) yang berkaitan dengan pembawaan uang tunai diambil langsung 
dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

(4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan mengenai 
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 
(lima) hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan.

Penjelasan Pasal 35
Cukup jelas.  

Pasal 36 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pembawaan uang 
tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif, 
dan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 
Pasal 35 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 36
Cukup jelas.  

BAB VI  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  

Bagian Kesatu  
Kedudukan 

Pasal 37 
(1) PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat 

independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh 
kekuasaan mana pun. 

(2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. 
(3) Setiap Orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan 

terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. 
(4) PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur 

tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan 
kewenangannya.
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Penjelasan Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2)
Cukup jelas.  

Penjelasan Pasal 37 Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “melakukan segala bentuk campur tangan” 
adalah perbuatan atau tindakan dari pihak mana pun yang mengakibatkan 
berkurangnya kebebasan PPATK untuk dapat melaksanakan 
tugas, fungsi, dan wewenangnya. 

Penjelasan Pasal 37 Ayat (4)
Cukup jelas. 

Pasal 38 
(1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
(2) Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.

Penjelasan Pasal 38
Cukup jelas. 

Bagian Kedua 
Tugas, Fungsi, dan Wewenang 

Pasal 39 
PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak 
pidana Pencucian Uang. 

Penjelasan Pasal 39
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK 
mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. pencegahan dan Pencucian Uang;  pemberantasan  tindak  pidana  
b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;  
c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan  
d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan 

yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak 
pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
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Penjelasan Pasal 40 Huruf a, Huruf b
Cukup jelas.  

Penjelasan Pasal 40 Huruf c 
Pengawasan kepatuhan dilakukan oleh PPATK terhadap Pihak Pelapor yang 
belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur, atau terhadap Pihak 
Pelapor yang pengawasannya telah diserahkan oleh Lembaga Pengawas 
dan Pengatur kepada PPATK.

Penjelasan Pasal 40 Huruf d
Cukup jelas.  

Pasal 41 
(1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
huruf a, PPATK berwenang: 

a. meminta dan mendapatkan data dan 
informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta 
yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, 
termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga 
swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; 

b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan 
Mencurigakan;  

c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana 
Pencucian Uang dengan instansi terkait;     

d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai 
upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang; 

e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi 
dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; 

f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan 
antipencucian uang; dan 

g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. 

(2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau 
lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data 
dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
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Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) Huruf a 
Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” antara lain Direktorat Jenderal 
Pajak dan Pusat Pembina Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan, 
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Yang dimaksud dengan “lembaga swasta” antara lain asosiasi advokat, 
asosiasi notaris, dan asosiasi akuntan.

Yang dimaksud “profesi tertentu” antara lain advokat, konsultan bidang 
keuangan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan  akuntan independen.

Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf e, Huruf f, 
Huruf g
Cukup jelas.  

Penjelasan Pasal 41 Ayat (2) 
Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga 
swasta tidak memerlukan izin siapa pun.

Penjelasan Pasal 41Ayat (3)
Cukup jelas.  

Pasal 42 
Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK 
berwenang menyelenggarakan sistem informasi. 

Penjelasan Pasal 42
Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan sistem informasi” antara lain: 

a. membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi; 
b. membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur 

jaringan komputer dan basis data; 
c. mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima 

oleh PPATK secara manual dan elektronik; 
d. menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data; 
e. menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis; 
f. memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik 

dalam negeri maupun luar negeri; dan 
g. melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak 

Pelapor. 
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Pasal 43 
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak 
Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: 

a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara 
pelaporan bagi Pihak Pelapor; 

b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi 
melakukan tindak pidana Pencucian Uang; 

c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; 
d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang 

berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; 
e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang 

melanggar kewajiban pelaporan; 
f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang 

mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan 
g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna 

Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki 
Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Penjelasan Pasal 43 Huruf a, Huruf b
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 43 Huruf c
Audit khusus dapat dilakukan terhadap:  

1. penyedia jasa keuangan yang pengawasan kepatuhan atas 
kewajiban pelaporan bagi penyedia jasa keuangan tersebut dilakukan 
oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK; 

2. penyedia jasa keuangan berdasarkan permintaan lembaga 
atau instansi yang berwenang meminta informasi kepada 
PPATK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Penjelasan Pasal 43 Huruf d, Huruf e, Huruf f, Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 44
(1)  Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau 

pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: 

a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari 
Pihak Pelapor; 

b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; 
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c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan 
pengembangan hasil analisis PPATK; 

d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor 
berdasarkan permintaan dari instansi penegak 
hukum atau mitra kerja di luar negeri;

e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada 
instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; 

f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat 
mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; 

g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain 
yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; 

h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum 
mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau 
penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan 
sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang 
diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; 

j. meminta informasi perkembangan penyelidikan 
dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak 
pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; 

k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas 
dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini; dan 

l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan 
kepada penyidik.

(2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf i harus segera menindaklanjuti setelah 
menerima permintaan dari PPATK. 

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf c
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Huruf d
Permintaan informasi dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di 
luar negeri dalam ketentuan ini dilakukan sepanjang tidak mengganggu 
kepentingan nasional dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian 
internasional.
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Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Huruf e, Huruf f  
Cukup jelas.  

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Huruf g 
Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait 
dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang, dapat berupa melakukan 
audit khusus baik yang dilakukan sendiri oleh PPATK maupun dilakukan 
bersama-sama dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur. 

Penjelasan Pasal 44 Huruf h
Cukup jelas.  

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Huruf i 
Permintaan PPATK kepada penyedia jasa keuangan untuk menghentikan 
sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau 
dicurigai merupakan hasil tindak pidana, dilakukan untuk pemeriksaan. 

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Huruf j, Huruf k, Huruf l
Cukup jelas.  

Penjelasan Pasal 44 Ayat (2)
Cukup jelas.  

Pasal 45 
Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. 

Penjelasan Pasal 45 
Yang dimaksud dengan “kerahasiaan” antara lain rahasia bank, rahasia non-
bank, dan sebagainya.

Pasal 46 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK 
diatur dengan Peraturan Presiden.

Penjelasan Pasal 46 
Cukup jelas. 
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Bagian Ketiga  
Akuntabilitas  

Pasal 47 
(1) PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, 

fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 47 Ayat (2) 
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI sewaktu-waktu 
berhak meminta laporan PPATK.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi 

 
Pasal 48 

Susunan organisasi PPATK terdiri atas: 
a. kepala; 
b. wakil kepala; 
c. jabatan struktural lain; dan 
d. jabatan fungsional. 

Penjelasan Pasal 48
Cukup jelas. 

Pasal 49 
(1) Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a 

mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.
(2) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Kepala PPATK, 
seorang atau beberapa orang pegawai PPATK, dan/atau pihak lain 
yang khusus ditunjuk untuk itu. 

Penjelasan Pasal 49
Cukup jelas. 
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Pasal 50 
Kepala PPATK adalah penanggung jawab yang memimpin dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK. 

Penjelasan Pasal 50
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Untuk dapat diangkat sebagai Kepala atau Wakil Kepala PPATK, seorang 
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia;  
b. berusia  paling  rendah  40  (empat  puluh)  tahun  dan  paling  tinggi  

60  (enam  puluh)  tahun  pada  saat  pengangkatan;  
c. sehat jasmani dan rohani;  
d. takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik; 
e. memiliki salah satu keahlian di bidang 

ekonomi, akuntansi, keuangan, atau hukum dan pengalaman kerja 
di bidang tersebut paling singkat 10 (sepuluh) tahun; 

f. bukan pemimpin partai politik; 
g. bersedia memberikan informasi mengenai daftar Harta Kekayaan; 
h. tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan 
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara. 

Penjelasan Pasal 51 Ayat a, Ayat b, Ayat c, Ayat d, Ayat e, Ayat f, Ayat g
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 51 Ayat h
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pekerjaan lain” adalah 
pekerjaan yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan 
menimbulkan konflik kepentingan.

Penjelasan Pasal 51 Ayat i
Cukup jelas. 

Pasal 52 
(1) Wakil Kepala PPATK bertugas membantu Kepala PPATK. 
(2) Wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala PPATK. 
(3) Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil Kepala PPATK 

bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan pelaksanaan 
tugas, fungsi, dan wewenang PPATK. 
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Penjelasan Pasal 52
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

Penjelasan Pasal 53
Cukup jelas. 

Pasal 54 
(1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebelum memangku jabatannya 

wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan 
kepercayaannya di hadapan Presiden. 

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berbunyi sebagai berikut: 

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk menjadi Kepala/
Wakil Kepala PPATK langsung atau tidak langsung dengan nama dan 
dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan 
sesuatu kepada siapa pun”. 

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima 
langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau 
pemberian dalam bentuk apa pun”. 

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada 
siapa pun hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan 
wajib dirahasiakan”. 

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas 
dan kewenangan selaku Kepala/Wakil Kepala PPATK dengan sebaik-
baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab”. 

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap 
negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”. 
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Penjelasan Pasal 54
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Kepala dan Wakil Kepala PPATK memegang jabatan selama 5 
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan berikutnya. 

Penjelasan Pasal 55
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Jabatan Kepala atau Wakil Kepala PPATK berhenti karena: 

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;  
c. berakhir masa jabatannya; atau  
d. diberhentikan.  

Penjelasan Pasal 56
Cukup jelas. 

Pasal 57  
(1) Pemberhentian Kepala atau Wakil Kepala PPATK sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilakukan karena:
a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia;
b. kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga negara 

Indonesia;
c. menderita sakit terus-menerus yang penyembuhannya 

memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak 
memungkinkan melaksanakan tugasnya;

d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

e. merangkap jabatan;
f. dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau
g. melanggar sumpah atau janji jabatan.

(2) Dalam hal Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK menjadi terdakwa 
tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatannya, 
Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK diberhentikan sementara dari 
jabatannya.
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(3) Dalam hal tuntutan terhadap Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK 
menjadi terdakwa dinyatakan tidak terbukti berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jabatan 
yang bersangkutan dipulihkan kembali.

(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan oleh Presiden.

Penjelasan Pasal 57
Cukup jelas. 

Pasal 58  
(1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK berhak memperoleh penghasilan, 

hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak-hak 

lain, penghargaan, dan fasilitas bagi Kepala dan Wakil 
Kepala PPATK diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 58
Cukup jelas. 

Pasal 59 
Kepala PPATK dapat mengangkat tenaga ahli paling 
banyak 5 (lima) orang untuk memberikan pertimbangan 
mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. 

Penjelasan Pasal 59
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK 
diatur dengan Peraturan Presiden.

Penjelasan Pasal 60
Cukup jelas. 

Bagian Kelima  
Manajemen Sumber Daya Manusia  

Pasal 61 
Kepala PPATK adalah pejabat pembina kepegawaian di lingkungan PPATK. 
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Penjelasan Pasal 61
Cukup jelas. 

Pasal 62 
(1) Kepala PPATK selaku pejabat pembina kepegawaian 

menyelenggarakan manajemen  sumber daya manusia PPATK yang 
meliputi perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pengembangan, 
pemberhentian, dan pemberian remunerasi.

(2) Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia 
PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
dan dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen sumber 
daya manusia PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 62
Cukup jelas. 

Bagian Keenam  
Pembiayaan  

Pasal 63 
Biaya untuk pelaksanaan tugas PPATK dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara.

Penjelasan Pasal 64
Cukup jelas. 

BAB VII  
PEMERIKSAAN DAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI  

Pasal 64
(1) PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan 

Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana 
Pencucian Uang atau tindak pidana lain. 

(2) Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang 
atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan 
kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. 

(3) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK. 



Buku Kumpulan Peraturan544

Penjelasan Pasal 64 Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 64 Ayat (2) 
Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK diserahkan kepada Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia 
dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai 
kewenangannya berdasarkan Undang-Undang ini. 

Penjelasan Pasal 64 Ayat (3) 
Dalam ketentuan ini koordinasi juga dilakukan diantara penyidik tindak 
pidana asal yang memperoleh Hasil Pemeriksaan PPATK.

Pasal 65 
(1) PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan 

sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i. 

(2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian 
sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara 
Transaksi. 

Penjelasan Pasal 65 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”menghentikan sementara seluruh atau 
sebagian Transaksi” adalah tidak melaksanakan Transaksi yang 
diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. 

Penjelasan Pasal 65 Ayat (2)
Cukup jelas.  

Pasal  66 
(1) Penghentian sementara Transaksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam 
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima 
berita acara penghentian sementara Transaksi. 

(2) PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 
15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau 
pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik. 
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Penjelasan Pasal 66
Cukup jelas.  

Pasal 67
(1)  Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan 

keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian 
sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta 
Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak 
pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

(2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan 
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan 
permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta 
Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada 
yang berhak. 

(3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. 

Penjelasan Pasal 67
Cukup jelas.  

BAB VIII 
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN  

DI SIDANG PENGADILAN  
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 68 
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta 
pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 

Penjelasan Pasal 68
Cukup jelas.  

Pasal 69 
Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan 
terlebih dahulu tindak pidana asalnya. 
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Penjelasan Pasal 69
Cukup jelas.  

Pasal 70 
(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan 

Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta 
Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak 
pidana. 

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan 
menyebutkan secara jelas mengenai: 

a. nama dan jabatan yang meminta penundaan Transaksi; 
b. identitas Setiap Orang yang Transaksinya akan 

dilakukan penundaan; 
c. alasan penundaan Transaksi; dan 
d. tempat Harta Kekayaan berada. 

(3) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.

(4) Pihak Pelapor wajib melaksanakan penundaan Transaksi sesaat 
setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima 
dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. 

(5) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan 
penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim 
yang meminta penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja 
sejak tanggal pelaksanaan penundaan Transaksi. 

Penjelasan Pasal 70
Cukup jelas.  

Pasal 71 
(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan 

Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang 
diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari: 

a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK 
kepada penyidik; 

b. tersangka; atau 
c. terdakwa. 

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan 
menyebutkan secara jelas mengenai: 
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a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; 
b. identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK 

kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa; 
c. alasan pemblokiran; 
d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan 
e. tempat Harta Kekayaan berada. 

(3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(4) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pihak Pelapor wajib 
mengakhiri pemblokiran demi hukum. 

(5) Pihak Pelapor wajib melaksanakan pemblokiran 
sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima dari 
penyidik, penuntut umum, atau hakim. 

(6) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan 
pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang 
memerintahkan pemblokiran paling lama 1 (satu) hari kerja sejak 
tanggal pelaksanaan pemblokiran. 

(7) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor 
yang bersangkutan. 

Penjelasan Pasal 71 Ayat (1) 
Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tahap 
pemeriksaan, yakni pada tahap penyidikan kewenangan pada penyidik, pada 
tahap penuntutan kewenangan pada penuntut umum, dan kewenangan 
hakim pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Penjelasan Pasal 71 Ayat (2) 
Surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia jasa 
keuangan tersebut harus ditandatangani oleh: 
koordinator penyidik/ketua tim penyidik untuk tingkat penyidikan; 
kepala kejaksaan negeri untuk tingkat penuntutan; 
hakim ketua majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan.

Penjelasan Pasal 71 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7)
Cukup jelas.  

Pasal 72 
(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana 

Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang 
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meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis 
mengenai Harta Kekayaan dari: 

a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; 
b. tersangka; atau 
c. terdakwa. 

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia 
bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain. 

(3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai: 

a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; 
b. identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis 

atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa; 
c. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan 

atau didakwakan; dan 
d. tempat Harta Kekayaan berada.

(4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
disertai dengan: 

a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan; 
b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau 
c. surat penetapan majelis hakim. 

(5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh: 

a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala 
kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh 
penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

b. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam 
hal permintaan diajukan oleh penyidik selain 
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal 
permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut 
umum; atau 

d. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang 
bersangkutan. 

(6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) ditembuskan kepada PPATK. 

Penjelasan Pasal 72 Ayat (1)
Cukup jelas. 
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Penjelasan Pasal 72 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” juga 
termasuk ketentuan mengenai kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor. 

Penjelasan Pasal 72 Ayat (3), Ayat (4)  
Cukup jelas.  

Penjelasan Pasal 72 Ayat (5) 
Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala 
kepolisian daerah, atau pimpinan instansi atau lembaga atau komisi, atau 
Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi berhalangan, penandatanganan 
dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Penjelasan Pasal 72 Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 73 
Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah: 

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/
atau 

b. alat bukti lain berupa informasi yang 
diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik 
dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen. 

Bagian Kedua  
Penyidikan  

Penjelasan Pasal 73 
Cukup jelas.
 

Pasal 74 
Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak 
pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 74 
Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat 
dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk 
melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika 
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Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 
Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak 
pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang 
cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan 
penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. 

Pasal 75 
Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya 
tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik 
menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak 
pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK. 

Penjelasan Pasal 75
Cukup jelas.

Bagian Ketiga  
Penuntutan  

Pasal 76  
(1) Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana 

Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara 
yang telah dinyatakan lengkap. 

(2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara 
kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara 
tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas 
perkara tersebut. 

Penjelasan Pasal 76
Cukup jelas.

Bagian Keempat 
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 

Pasal 77  
Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib 
membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak 
pidana. 
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Penjelasan Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78 
(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan 
bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan 
berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1). 

(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait 
dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara 
mengajukan alat bukti yang cukup. 

Penjelasan Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79 
(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir 

di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa 
dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. 

(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan 
dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan 
saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap 
sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. 

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan 
oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor 
pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya. 

(4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan 
dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah 
melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan 
penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang 
telah disita. 

(5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum. 

(6) Setiap Orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan 
kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
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Penjelasan Pasal 79 Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar upaya pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana Pencucian Uang dalam pelaksanaan peradilannya dapat 
berjalan dengan lancar, maka jika terdakwa telah dipanggil secara sah 
dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara 
tersebut tetap diperiksa tanpa kehadiran terdakwa.

Penjelasan Pasal 79 Ayat (2), Ayat (3)
Cukup jelas.  

Penjelasan Pasal 79 Ayat (4) 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa 
menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. 
Disamping itu sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan negara dalam 
hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan Negara.

Penjelasan Pasal 79 Ayat (5), Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 80 
(1) Dalam hal hakim memutus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 

ayat (3), terdakwa dapat mengajukan banding. 
(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus dilakukan langsung oleh terdakwa paling lama 7 
(tujuh) hari setelah putusan diucapkan. 

Penjelasan Pasal 80 Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 80 Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “harus dilakukan langsung oleh terdakwa” adalah 
terdakwa harus hadir dan menandatangani sendiri akta pernyataan banding 
di pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut.

Pasal 81 
Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan 
yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk 
melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.

Penjelasan Pasal 81
Cukup jelas. 
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Pasal 82 
Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, panggilan 
disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus 
atau di tempat pengurus berkantor. 

Penjelasan Pasal 82
Cukup jelas. 

BAB IX 
PELINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI 

Pasal 83 
(1) Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim 

wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor. 
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk 
menuntut ganti kerugian melalui pengadilan. 

Penjelasan Pasal 83 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “pelapor” adalah setiap orang yang beritikad baik 
dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana 
Pencucian Uang. 

Penjelasan Pasal 83 Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 84 
(1) Setiap Orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana 

Pencucian Uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari 
kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau 
hartanya, termasuk keluarganya. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelindungan khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85 
(1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain 
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yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang 
dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat 
pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya 
identitas pelapor. 

(2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan 
dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan 
orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut 
mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86 
(1) Setiap Orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak 

pidana Pencucian Uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara 
dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau 
hartanya, termasuk keluarganya. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelindungan khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87 
(1) Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata 

maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh 
yang bersangkutan. 

(2) Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah 
dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. 

Penjelasan Pasal 87
Cukup jelas.

BAB X  
KERJA SAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
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Pasal 88 
(1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang 

terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. 
(2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak 

yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang 
di Indonesia. 

Penjelasan Pasal 88 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “kerja sama formal” antara lain nota kesepahaman 
atau memorandum of understanding.

Penjelasan Pasal 88 Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 89 
(1) Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga 

sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang 
terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
Pencucian Uang. 

(2) Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan 
dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan 
timbal balik atau prinsip resiprositas. 

Penjelasan Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90 
(1) Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran 
informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan 
informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun 
internasional, yang meliputi: 

a. instansi penegak hukum;                                                  
b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan 

terhadap penyedia jasa keuangan; 
c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara; 
d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang 
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atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana 
Pencucian Uang; dan 

e. financial intelligence unit  negara lain. 
(2) Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dalam pertukaran 

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta 
informasi kepada PPATK. 

(3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
PPATK diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh: 

a. hakim ketua majelis; 
b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 

kepala kepolisian daerah; 
c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi; 
d. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam 

hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain 
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

e. pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau 
pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang 
berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia 
jasa keuangan; 

f. pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 

g. pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian 
Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana 
Pencucian Uang; atau 

h. pimpinan financial intelligence unit  negara lain. 

Penjelasan Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91 
(1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian 

Uang, dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik dalam 
masalah pidana dengan negara lain melalui forum bilateral atau 
multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilaksanakan jika negara dimaksud telah mengadakan 
perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas. 
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Penjelasan Pasal 91 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah 
undang-undang yang mengatur mengenai bantuan timbal balik 
dalam masalah pidana dan undang-undang yang mengatur 
mengenai perjanjian internasional. 

Penjelasan Pasal 91 Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 92 
(1) Untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait dalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian 
Uang, dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

(2) Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
diatur dengan Peraturan Presiden. 

Penjelasan Pasal 92 
Cukup jelas. 

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  

Pasal 93 
Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi 
internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait 
dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 93 
Ketentuan ini dimaksudkan agar PPATK dan instansi terkait dapat 
menetapkan ketentuan sesuai dengan perkembangan konvensi internasional 
atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana Pencucian Uang, antara lain mengeluarkan ketentuan atau 
pedoman mengenai penerapan program antipencucian uang bagi penyedia 
jasa keuangan.
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BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN  

Pasal 94 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ditetapkan sebagai PPATK 
berdasarkan Undang-Undang ini.

b. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan 
wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini. 

c. Susunan organisasi PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap 
berlaku sampai terbentuknya susunan organisasi PPATK yang 
baru berdasarkan Undang-Undang ini. 

d. Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang diangkat berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan 
diangkatnya Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang baru paling 
lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. 

e. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibentuk berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tetap menjalankan 
tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dibentuk Komite 
Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang ini. 
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Penjelasan Pasal 94 
Cukup jelas. 

Pasal 95 
Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya 
Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penjelasan Pasal 95
Cukup jelas. 

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

  
Pasal 96 

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 
2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Penjelasan Pasal 96
Cukup jelas. 

Pasal 97 
Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan transfer dana dari 
dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf 
c dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini 
diundangkan.

Penjelasan Pasal 97
Cukup jelas. 

Pasal 98 
Semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 
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Uang, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau 
belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. 

Penjelasan Pasal 98
Cukup jelas. 

Pasal 99 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku.

Penjelasan Pasal 99
Cukup jelas. 

Pasal 100 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal 100
Cukup jelas. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
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PENJELASAN
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 8 TAHUN 2010 

TENTANG 
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

I. UMUM 
Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau 
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak 
pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya 
susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa 
memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah 
maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya 
mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem 
keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat 
diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana 
tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. 
Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku 
atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya 
dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan 
landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas 
penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan 
hasil tindak pidana.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya 
dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan 
penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa 
dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (financial intelligence 
unit) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada 
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penyidik.  

Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan 
hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko 
operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena 
tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak 
pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan 
risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan 
fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan 
menjadi lebih stabil dan terpercaya. 

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin 
kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus 
yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, 
bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal 
itu, Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering telah 
mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap 
negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian 
Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan 
Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 
40+9) FATF, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (reporting 
parties) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia 
dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas 
tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan 
internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas 
tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang 
jumlahnya besar dapat diminimalisasi.  

Penanganan  tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang 
dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin 
dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam 
melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur 
dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
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Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam 
menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/
atau sanksi administratif. 

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain 
karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih 
memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya 
celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya 
pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya 
cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan 
kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini. 

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan 
standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-
Undang ini, antara lain: 

1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana 
Pencucian Uang; 

2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang; 
3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan 

sanksi administratif; 
4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; 
5. perluasan Pihak Pelapor; 
6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/

atau jasa lainnya; 
7. penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan; 
8. pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda 

Transaksi; 
9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen 
pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean; 

10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk 
menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang; 
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11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau 
pemeriksaan PPATK; 

12. penataan kembali kelembagaan PPATK; 
13. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk 

menghentikan sementara Transaksi; 
14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana 

Pencucian Uang; dan 
15. pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang 

berasal dari tindak pidana. 
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